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Buku Kajian Fiqh Kontemporer ini membahas berbagai
masalah yang  terjadi dalam bidang hukum Islam (fiqh), dan
yang masih cukup aktual di masyarakat Islam dewasa ini.
Sebenarnya ada banyak persoalan aktual yang dapat dibahas
dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum Islam
dan sosial-keagamaan. Akan tetapi pada buku ini baru beber-
apa hal saja yang dapat diketengahkan, dan pada edisi revisi
ini baru dua bab saja yang dapat ditambahkan yaitu pem-
bahasan tentang pornografi dan pornoaksi dalam perspektif
Islam, dan perkawinan beda agama di Indonesia. Ke depan
persoalan-persoalan lain yang aktual dan yang belum dibahas
dalam buku ini akan berusaha diketengahkan.

Dalam pandangan penulis, pada awalnya materi-materi
yang disajikan dalam Kajian Fiqh Kontemporer ini merupakan
materi-materi yang tidak jauh berbeda dengan Masail Fiqhiyah.

PENGANTAR PENULIS
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Hal ini didasarkan atas sebuah kenyataan bahwa pokok
bahasan yang ada dalam Kajian Fiqh Kontemporer ini sama
dengan pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah Masail
Fiqhiyah. Perbedaannya hanya terletak pada kajian-kajian atau
materi-materi yang sifatnya kekinian; pokok bahasan yang
belum dibahas atau belum ada dalam mata kuliah Masail
Fiqhiyah. Sehingga penulis berasumsi bahwa Kajian Fiqh
Kontemporer ini adalah nama baru dari Masail Fiqhiyah. Meski-
pun tidak bisa dipungkiri, adanya kemungkinan perbedaan-
perbedaan di dalamnya dan tujuan-tujuan tertentu yang ingin
dicapai.

Masalah-masalah yang menjadi bahasan pada Kajian Fiqh
Kontemporer ini merupakan masalah-masalah yang sama sekali
baru, dan masalah-masalah yang sudah pernah terjadi dan
dibahas serta dicari solusinya oleh para ulama klasik; namun
dalam perkembangannya lebih lanjut, masalah-masalah
tersebut muncul kembali. Persoalan-persoalan fiqh (sosial
keagamaan) yang muncul kembali dan dijadikan bahasan pada
Kajian Fiqh Kontemporer ini, tidak lain dikarenakan adanya
beberapa anggapan bahwa ada kemungkinan masalah yang
sama tersebut memunculkan hukum yang baru, membutuhkan
penyelesaian yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya;
atau kemungkinan juga hukum yang dikeluarkan masih sama
dengan hukum sebelumnya. Dengan kata lain, Kajian Fiqh
Kontemporer ini merupakan disiplin ilmu yang mencoba men-
dialogkan antara teks dan konteks atau sebaliknya, serta
mencarikan solusi atas berbagai persoalan sosial keagamaan
(fikih) yang diakibatkan perkembangan zaman, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan berbagai faktor lainnya.
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Alternatif solusi yang dikemukakan tidak hanya terfokus pada
satu ulama atau madzhab, akan tetapi meliputi berbagai sudut
pandang baik ulama (madzhab) yang bersesuaian maupun
yang bertentangan, ulama secara kolektif maupun individual,
ulama klasik maupun kontemporer dengan berbagai argumen-
tasinya.

Terlepas dari kontroversi yang ada atas materi-materi
yang dibahas dalam Kajian Fiqh Kontemporer maupun Masail
Fiqhiyah, penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam
buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu
dengan kerendahan hati kami mengharapkan kritik dan saran
yang sifatnya membangun kepada semua pihak. Akhirnya,
dengan diiringi doa semoga buku ini bermanfaat bagi semua
pihak yang berkompeten, khususnya para mahasiswa.

Penulis
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Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Islam

1

Pendahuluan

Perkembangan dan kebebasan media massa merupakan
tolok ukur kemajuan dunia informasi. Kemajuan dunia infor-
masi ini dapat kita saksikan di seluruh belahan dunia, terma-
suk di Indonesia, media cetak dan elektronik telah berkembang
cukup pesat. Secara kuantitas media seperti koran, tabloid, te-
levisi, VCD, dan internet sangat jauh meningkat. Namun pe-
ningkatan ini sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan
kualitas. Bila dicermati isinya, banyak media yang tidak ber-
bobot dan terkesan hanya memenuhi alasan selera pasar. Salah
satu yang ditonjolkan adalah eksploitasi seksual. Kasus-kasus
pornografi yang mencuat beberapa waktu lalu —dan sekarang
juga masih terjadi— adalah bukti akan rendahnya kualitas ke-
banyakan media yang ada.

Terlepas dari perdebatan tentang definisi pornografi dan
pornoaksi, bila media-media itu dicermati dari sudut pandang

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

DALAM PERSPEKTIF ISLAM1
B A B
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isi dan gambarnya, tidak ada asosiasi lain kecuali orientasi sek-
sual. Gambar atau foto perempuan dengan pakaian minim (bah-
kan ada yang hanya ditutupi dengan daun pisang) serta narasi
yang dituturkan secara vulgar jelas-jelas tidak dapat diasosiasi-
kan lain selain seksual. Celakanya, media semacam ini secara
bebas bisa diperoleh dengan mudah di kios-kios kecil pinggir
jalan maupun di perempatan lampu lalu lintas. Siapa pun bisa
mengakses tanpa melihat batas usia, tentu dengan harga yang
sangat murah.

Lahan subur bagi berkembangnya pornografi dan porno-
aksi yang sangat meresahkan adalah juga melalui VCD. Jutaan
keeping VCD porno yang beredar di masyarakat, siap untuk
ditonton oleh siapapun dan dimanapun. Dengan hanya bermo-
dal beberapa lembar uang ribuan, orang yang tingkat ekonomi-
nya rendah sekalipun dapat menikmati tayangan yang sarat de-
ngan unsur seksual vulgar tersebut. Tayangan TV pun tidak ke-
tinggalan mulai berani turut ambil bagian dalam menayangkan
eksploitasi seksual. Demikian juga dengan sejumlah video klip
bagi dari lagu-lagu Barat maupun dalam negeri hampir dapat
dikatakan sealu menonjolkan unsur seksual. Kasus Inul mi-
salnya, semakin menambah panjang daftar pornografi dan por-
noaksi. Iklan dan film pun tidak jauh berbeda. Bahkan perkem-
bangan yang terakhir, pornografi dan pornoaksi sudah meram-
bah pada telepon genggam (HP).

Pornografi dan pornoaksi yang tampil dalam dunia “abs-
trak” di tabloid, VCD, TV, internet, dan HP ternyata menemu-
kan bentuk “kongkret”-nya di tengah masyarakat. Hadirnya
sejumlah tempat hiburan yang membuka pintu lebar-lebar bagi
eksploitasi seksual cukup untuk dikatakan “gayung bersam-
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but”. Tempat-tempat semacam itu seakan menjadi media pe-
nyaluran yang pas dari apa yang telah mereka lihat di tabloid,
TV, VCD, internet maupun HP. Adanya transaksi seks di se-
jumlah cafe dan diskotik bukan menjadi rahasia lagi. Kalau dulu,
kehidupan seks bebas dilakukan untuk tujuan mencari uang,
tetapi sekarang sudah merambah ke arah sekadar “just have a
fun”.

Jika kehidupan masyarakat dibombardir secara terus me-
nerus dengan suguhan atau menu yang tidak mengindahkan
batas-batas nilai kesopanan dan kesusilaan, bukan tidak mung-
kin masyarakat akan sampai pada satu titik dimana pornografi
dan pornoaksi tidak lagi dianggap sebagai suatu yang tabu dan
asusila. Masyarakat akan menjadi terbiasa dan menganggap
semua itu sebagai kewajaran. Diawali dengan terbiasa melihat
dan membaca, lama kelamaan perilaku pun berubah. Perasaan
malu sudah tidak ada lagi, dan berkembanglah sikap apatis.
Akhirnya orang merasa bebas merdeka untuk melakukan apa-
pun tanpa adanya kontrol masyarakat.

Lemahnya kontrol masyarakat akan mengarah pada ter-
bentuknya budaya permisif. Nilai-nilai yang mendasari peri-
laku masyarakat sebagai tatanan yang seharusnya dijaga men-
jadi terpinggirkan, atau bahkan terkikis habis. Masyarakat
menjadi sangat permisif terhadap segala bentuk penyimpa-
ngan yang terjadi, karena batasan nilai telah memudar. Akar
budaya yang menjunjung tinggi nilai dan religi menjadi terce-
rabut. Tidak ada lagi kata tabu, malu apalagi dosa. Ujung-ujung-
nya adalah desakralisasi seks. Seks tidak lagi dipahami sebagai
hal sakral yang hanya terdapat dalam lembaga perkawinan.
Seks pun menjadi ‘barang’ murahan yang bisa dilakukan oleh
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siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Tidak mengherankan
jika kemudian angka kelahiran di luar pernikahan saat ini se-
makin meningkat. Bahkan yang lebih memprihatinkan, prak-
tek aborsi ilegal terjadi dimana-mana dan sering dijadikan se-
bagai penyelesaian akhir, meskipun —disadari atau tidak—
beresiko tinggi, yaitu kematian.

Dampak pornografi dan pornoaksi ibarat virus yang me-
nebarkan kanker di tubuh peradaban. Pornografi selain hanya
akan membuat pikiran berorientasi pada hal-hal yang berbau
seks, juga akan menggiring pada perubahan tata nilai. Nilai-
nilai religius akan tergusur dan kepedulian masyarakat terha-
dap nilai-nilai sosial akan semakin melemah. Lebih parah lagi,
perilaku yang mengutamakan intelektualitas dan budaya ting-
gi berupa kreativitas dan kasih sayang berganti menjadi budaya
rendahan seperti seks dan kekerasan.

Pengertian Pornografi dan Pornoaksi

Perdebatan tentang pro kontra pornografi memang bukan
hal baru. Reaksi masyarakat terhadap pembahasan Rancangan
Undang-undang Anti Pornografi yang sedang dikaji DPR RI
(waktu itu) cukup mencerminkan kondisi masyarakat dalam
menyikapi pornografi. Salah satu masalah krusial yang tak
kunjung usai diperdebatkan adalah masalah batasan porno-
grafi itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilihat secara jernih arti
istilah ini.

Istilah pornografi bila dilacak pengertiannya secara eti-
mologis berasal dari bahasa Yunani kuno “porne” yang berarti
wanita jalang, dan “graphos” yang artinya gambar atau lukisan.
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi diartikan
sebagai: (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan
lukisan atau untuk membangkitkan nafsu birahi, mempunyai
kecenderungan merendahkan kaum wanita; (2) bahan yang di-
rancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkit-
kan nafsu seks.1 Esther D. Reed sebagaimana yang dikutip oleh
Supartiningsih berpendapat bahwa pornografi secara material
menyatukan seks atau eksposur yang berhubungan dengan
kelamin sehingga dapat menurunkan martabat atau harga diri.2

Menurut Rowen Ogien sebagaimana yang dikutip oleh Haryat-
moko, pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eks-
plisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual
atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimak-
sudkan untuk dikomunikasikan ke publik.3

Beberapa istilah yang seringkali dikaitkan dengan porno-
grafi di antaranya adalah pornokitsch yang bermakna selera
rendah; obscenity yang bermakna kecabulan, keji dan kotor,
tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan kesopanan. Bila hal-
hal yang terkandung maknanya dalam pornografi ini diwujud-
kan melalui tindakan maka itulah yang disebut dengan porno-
aksi.4 FX. Rudi Gunawan mengidentikkan pornoaksi dengan

1 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998),
h. 696.

2 Supartiningsih, “Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi serta
Implikasinya Terhadap Nilai-nilai Sosial (Kajian Filsafat Nilai)”, dalam
Jurnal Filsafat, edisi April 2004 Jilid 36 no. 1, (Yogyakarta: Yayasan
Pembinaan Fakultas Filsafat UGM, 2004), h. 5.

3 Haryatmoko, Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 93.

4 Anita Widarti, Erotisme dalam Novel Saman Karya Ayu Utami, tidak
diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2003), h. 8.
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sexual behavior atau perilaku seksual yang mencakup cara ber-
pakaian seronok, gerak-gerik dan ekspresi wajah yang meng-
goda, suara yang mendesah dan majalah porno yang menam-
pilkan gambar nude.5

Dalam kenyataannya, pornografi muncul dalam berbagai
perwujudan, antara lain dalam film, musik maupun tabloid/
majalah/koran/buku. Pertama, film, pengertian porno dalam hal
ini adalah (a) adegan atau kesan pria atau wanita telanjang, eks-
posure organ vital, ciuman, adegan, gerakan, suara persengga-
maan atau kesan persenggamaan; (b) perilaku seksual yang
tampil secara fisikal, kesan dan verbal, sentuhan, prostitusi,
kontak seksual agresif dan seterusnya; (c) kesan-kesan seksual
yang ditampilkan secara tidak langsung, misal lewat asosiasi,
ilusi, sindiran atau kata-kata atau simbol-simbol, termasuk juga
penampilan wacana seksual yang jelas walau tak diadegankan
secara langsung. Kedua, musik, pengertian porno dalam hal ini
adalah syair atau bunyi yang mengantarkan atau mengesankan
aktivitas dan organ seksual serta bagian-bagian tubuh tertentu
secara porno, baik secara eksplisit maupun implisit. Ketiga, tab-
loid/majalah/koran/buku, pengertian porno adalah (a) gambar
atau kata-kata yang mengeksplisitasi seks, syahwat atau pe-
nyimpangan seksual serta gambar-gambar telanjang atau se-
tengah telanjang sehingga perhatian pembaca langsung tertuju
pada bagian-bagian tertentu yang bisa membangkitkan rang-
sangan seksual; (b) gambar atau kata-kata yang bersifat erotis
maupun yang memberikan kemungkinan berdampak erotis.6

5 FX. Rudi Gunawan, Mendobrak Tabu: Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia,
(Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 18.

6 Usa, “Muatan Seks dalam Media Massa”, dalam Republika, edisi Minggu
13 Desember 1998, h. 3.
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Secara kasar, pornografi merepresentasikan atau mema-
merkan kecabulan, khususnya seksualitas manusia, dibuat de-
ngan satu tujuan yaitu untuk fantasi. Tjipta Lesmana merang-
kum berbagai pendapat tentang pornografi antara lain: (1) Mu-
hammad Said mengartikan porno adalah segala apa saja yang
sengaja disajikan dengan maksud merangsang nafsu seks orang
banyak; (2) Hooge Raad berpendapat bahwa pornografi me-
nimbulkan pikiran jorok; (3) Jurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia mencantumkan bahwa sesuatu dikatakan
porno jika kebanyakan anggota masyarakat menilai, berdasar
standar nilai yang berlaku saat itu, materi tadi secara keselu-
ruhan dapat membangkitkan nafsu rendah pembaca. Kriteria
porno adalah gambar atau tulisan yang dapat membangkitkan
rangsangan seksual mereka yang melihat dan membacanya,
yang melanggar rasa kesusilaan atau kesopanan masyarakat dan
oleh sebab itu tidak pantas disiapkan secara umum.7

Pornografi dan Pornoaksi dalam Pandangan Beberapa
Peneliti

Tolok ukur peradaban suatu masyarakat tercermin dari
penjagaan nilai-nilai moral dalam setiap aspek hidupnya. Pe-
langgaran terhadap nilai-nilai kebaikan memberi peluang yang
sangat besar bagi hancurnya sendi-sendi kehidupan masya-
rakat tersebut. Pada dasarnya susunan sosial adalah susunan
moral. Masyarakat disusun menurut peraturan moral. Kegia-
tan akal budi yang mengarahkan manusia pada pemahaman

7 Tjipta Lesmana, Pornografi dalam Media Massa, (Jakarta: Puspa Swara, 1995),
h. 109.
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tentang tatacara dan perjalanan kehidupan sosial, sifat dunia
sosial, interaksi sosial antar sesama manusia, tidak dapat dika-
takan lain kecuali nilai moral itu sendiri.8

Salah satu masalah yang cukup memprihatinkan berkai-
tan dengan nilai-nilai sosial, khususnya nilai moral adalah
makin maraknya pornografi dan pornoaksi di tengah masyara-
kat. Pornografi dan pornoaksi merupakan satu bentuk kejaha-
tan sosial berupa perbuatan yang diasosiasikan sebagai eks-
ploitasi seksual rendahan. Seksualitas pada dirinya sendiri
memang mampu mengungkapkan banyak hal tentang manu-
sia. Kebermaknaannya meliputi banyak dimensi yakni dimensi
biologis-fisik, behavioral, klinis, psiko-sosial, sosio-kultural
dan yang tidak kalah penting adalah dimensi religius. Akan te-
tapi jika keseluruhan dan kesakralan maknanya direduksikan
pada nilai komersial, tentu ia menjadi masalah besar. Peng-
eksploitasian seks sebagai barang komoditi mengakibatkan
seseorang terkondisi untuk memandang seks sebagai barang
konsumsi. Karena itu, konsumsi seperti ini dapat saja terjadi
tanpa batas dan arah. Salah satu gejala yang dapat dilihat ada-
lah gaya hidup free sex yang pada saat ini telah menggoyahkan
aturan-aturan perilaku seks yang sudah mapan.9

Pornografi dan pornoaksi memang sudah lama diperde-
batkan, diprotes dan bahkan ditentang banyak kalangan. Iro-
nisnya, penyelesaian terhadap masalah ini belum menampak-
kan hasil yang diharapkan. Penyelesaian umumnya terhambat

8 D. Berry, Idea-idea Utama dalam Sosiologi, terj. Rahimah Abdul Aziz, (Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia,
1993), h. 33.

9 FX. Rudi Gunawan, Filsafat Sex, (Yogyakarta: Bentang, 1993), h. 2.
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karena terjebak pada perdebatan tentang definisi “pornografi”.
Masing-masing pihak memiliki penafsiran yang berbeda yang
dapat ditarik ulur sesuai kepentingan si penafsir. Perangkat hu-
kum pun belum memiliki konsep yang jelas tentang masalah
ini, akibatnya kasus-kasus pornografi pun lewat demikian saja.
KUHP Indonesia mencantumkan batasan yang sangat tidak
jelas berkaitan dengan pornografi. Pasal 282 ayat 1 misalnya,
tertulis: barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel-
kan di muka umum, tulisan atau gambaran atau benda yang telah di-
ketahui isinya melanggar kesusilaan, dapat dikenai pidana penjara
paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi
empat ribu lima ratus rupiah. Pasal lain yang juga tidak banyak
memberi penjelasan adalah pasal 533 ayat 1, di dalamnya tertu-
lis: barangsiapa di tempat lalu lintas umum dengan terang-terangan
mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit atau
isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu
membangkitkan nafsu birahi remaja dapat diancam dengan pidana ku-
rungan paling lama dua tahun. Kata-kata “melanggar kesusilaan”
dan “mampu membangkitkan nafsu birahi remaja” pengertian-
nya seringkali ditarik ulur. Karena itu, pasal-pasal ini sering di-
anggap sebagai pasal karet, artinya memiliki banyak penafsi-
ran. Di saat perdebatan tentang definisi masih berlangsung, ber-
samaan dengan itu dampak pornografi terus menggoyang sen-
di-sendi kehidupan.

Secara umum ada dua hal yang dapat dilihat sebagai pe-
nyebab maraknya pornografi dan pornoaksi, yaitu budaya pat-
riarkhi dan kepentingan komersialisme. Pornografi yang ter-
dapat dalam sejumlah media massa menyiratkan fungsinya
sebagai meaning maker yang sangat berperan dalam melestari-
kan budaya patriarkhi dengan menonjolkan mainstream sosok
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perempuan yang stereotipikal. Disebut stereotip karena ia me-
rupakan konsepsi atau pelabelan sifat berdasarkan prasangka
dan subyektif. Umumnya ia bersifat negatif sehingga merugi-
kan yang diberi label.10 Opini yang digulirkan media massa
umumnya menempatkan perempuan sebagai “makhluk fung-
sional bagi laki-laki”, lebih khusus lagi untuk “kegunaan sek-
sual”.11 Eksploitasi seksual juga banyak dilakukan dengan ala-
san komersialisasi. Kekuatan feminin yang bertumpu pada daya
pikat dari kekenyalan otot dan kelembutan garis-garis tubuh
perempuan dianggap oleh sebagian feminis sebagai suatu mi-
tos yang sengaja diciptakan untuk mendukung struktur kapita-
lisme.12 Tidak jarang dalam dunia bisnis, pengusaha menggu-
nakan cover dan ilustrasi yang memanfaatkan daya tarik seks
(sex appeal) untuk sekadar memancing para konsumennya.
Dunia perfilman bahkan secara gamblang memanfaatkan seks
untuk menjaring penonton sebanyak-banyaknya, demikian pula
gambar iklan, lukisan, lirik lagu beserta penampilan artis-artis-
nya, novel serta produk-produk di berbagai bidang lainnya.13

Eksploitasi seksual di media massa menurut kalangan
feminis dipandang sebagai satu bentuk kekerasan terhadap pe-
rempuan yang dilakukan oleh masyarakat luas. Hal ini meng-
acu pada Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terha-
dap perempuan yang berbunyi: Kekerasan secara fisik, seksual dan

10 F. Rustiani, “Istilah-istilah Umum dalam Wacana Gender”, dalam Jurnal
Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan, edisi
4/Nopember 1996, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1996), h. 60.

11 Septiawati D., “Perempuan dan Jurnalisme”, dalam majalah Ummi edisi
6/XI, Jakarta: 1999, h. 14.

12 M. Risangayu, Cahaya Rumah Kita, (Bandung: Mizan, 1999), h. 100.
13 Gunawan, Filsafat Sex, h. 2.
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psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan,
penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat
kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdaga-
ngan perempuan dan pelacuran paksa. Munculnya eksploitasi
seksual sebenarnya tidak lepas dari kontrol sosial dan negara.
Lemahnya kontrol sosial terhadap penjagaan nilai-nilai sosial
memungkinkan terjadinya keruntuhan sendi-sendi masyarakat.

Kontroversi Seputar Pornografi

Persoalan pornografi memang menimbulkan banyak
kontroversi dalam masyarakat. Yasraf Amir Piliang mengiden-
tifikasi kontroversi ini ke dalam dua bagian yaitu kontroversi
semiotis dan sosiologis. Pertama, kontroversi semiotis ini terjadi
di seputar makna pornografi, batas porno atau tidak porno, ba-
tas pornografi dan sensualitas, batas makna estetik dan non
estetik. Apa yang dikatakan oleh masyarakat sebagai porno
dan amoral, oleh foto model, pengarang ataupun pemilik me-
dia dianggap hanya sebagai sebuah bentuk estetik dan seni sen-
sualitas belaka. Kedua, kontroversi sosiologis, dalam hal ini
gambar atau tulisan yang disuguhkan sebagai komoditas
untuk masyarakat luas tidak dapat dilihat sebagai sebuah feno-
mena estetik atau semiotik belaka. Lebih dari itu, bersangkut
paut dengan persoalan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang
lebih luas, khususnya kebudayaan massa (mass culture). Tepat-
nya gambar atau tulisan itu merupakan bagian integral sebuah
konstruksi sosial budaya massa dengan segala muatan ideolo-
gis di dalamnya.14

14 http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/porn.html
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Danny Scoccia dalam Ethics sebagaimana yang dikutip
oleh Widarti menyebut ada beberapa karakteristik atau kate-
gori pornografi, antara lain:15

1. Pornografi yang isinya tidak menggairahkan atau menurun-
kan martabat wanita; bahan yang digunakan oleh feminis
yang melihat ‘pornografi’ sebagai term yang lebih rendah
untuk menyebut ‘nonsexist erotica’.

2. Pornografi yang tidak berisi degradasi eksplisit atau tema
kekuasaan, tapi tetap menggairahkan (misalnya, peran wa-
nita yang bodoh, tolol dan dengan keinginan yang sangat
besar untuk merendahkan diri terhadap laki-laki).

3. Pornografi yang tidak kasar, yang berisi degradasi eksplisit
atau tema kekuasan (misalnya foto wanita telanjang yang se-
dang buang air kecil, atau yang ditangannya terdapat rantai
anjing, sambil berlutut dan dikendalikan).

4. Pornografi yang kasar, berisi pelukisan wanita yang sedang
diperkosa, dianiaya, diikat dan seterusnya; dalam beberapa
materi merupakan korban dari penggambaran yang dinik-
mati dan diijinkan sebagai tindak seksual padanya (atau
kesempatan bagi laki-laki) dalam penderitaan, dan dalam
beberapa keterpaksaan dan teror.

Akar Permasalahan Pornografi dan Pornoaksi

Secara umum maraknya pornografi dan pornoaksi dila-
tarbelakangi oleh (paling tidak) dua faktor dominan, yaitu bu-
daya patriarkhi dan kepentingan komersialisme. Kata patri-
arkhi sering ditunjuk oleh kaum feminis sebagai biang keladi

15 Widarti, Erotisme, h. 9.

http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/porn.htmlKajian
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keterpurukan perempuan. Dalam wacana gender, patriarkhi
dimaknai sebagai sebuah sistem sosial yang di dalam tata keke-
luargaan, sang ayah menguasai semua anggota keluarganya,
semua harta milik dan sumber-sumber ekonomi, dan membuat
semua keputusan penting. Dewasa ini sistem sosial yang patri-
arkhis mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi
sosialnya, antara lain lembaga perkawinan, institusi ketenaga-
kerjaan, dan lain-lain. Pengertiannya pun berkembang dari ‘hu-
kum ayah’ ke hukum suami, hukum bos laki-laki dan hukum
laki-laki secara umum pada hampir semua institusi sosial, po-
litik dan ekonomi.16

Seorang feminis radikal yang cukup tersohor bernama
Kate Millet dalam bukunya “Sexual Politics” (1970) mengatakan
bahwa akar dari penindasan kaum perempuan terkubur dalam
sistem gender yang sangat patriarkhis. Ia menyoroti seks seba-
gai alat politis karena relasi perempuan dan laki-laki menjadi
paradigma seluruh relasi kekuasaan. Ia menyatakan bahwa di
tiap relasi yang selalu dimenangkan adalah supremasi laki-laki.
Sistem opresi yang berbasis kontrol laki-laki atas perempuan
ini berlanjut pada pembentukan nilai-nilai, emosi serta logika
di tiap tahap penting kehidupan manusia. Karena demikian
kuatnya kontrol tersebut, ia sampai merasuk dalam kehidupan
akademi, religi dan keluarga. Hal ini semakin melegitimasi
subordinasi perempuan. Akibatnya, semua yang terinterna-
lisasi dalam diri tiap perempuan adalah rasa inferioritas ter-
hadap laki-laki.17

16 Rustiani, “Istilah-istilah…”, h. 59.
17 Supartiningsih, “Melacak…”, h. 8.
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Kaum feminis radikal dalam menanggapi pornografi ini
melihat bahwa pornografi tidak lain adalah propaganda patri-
arkhal yang menekankan perempuan adalah milik, pelayan,
asisten, dan mainan. Dalam panggung pornografi, laki-laki ek-
sis untuk dirinya, sementara perempuan eksis untuk laki-laki.
Andrea Dworkin dan Chatarine Mac Kinnon mendefinisikan
pornografi sebagai subordinasi perempuan lewat gambar dan
suara yang juga meliputi dehumanisasi perempuan sebagai ob-
jek seks, komoditas, barang, penghinaan, menyukai disakiti atau
diperkosa. Pornografi juga mendorong laki-laki untuk mem-
perlakukan perempuan sebagai warga kelas dua, tidak hanya
di kamar tidur tetapi juga di wilayah publik. Para pornografer
dituding sebagai agen diskriminasi seksual dan bersalah ka-
rena merampok hak-hak sipil perempuan. Bisnis pornografi
menjadi lahan subur bagi pesan-pesan kebencian terhadap (mi-
soginis), kekerasan, dominasi dan penaklukan.18

Senada dengan hal tersebut, Susan Brown Miller meng-
identifikasi bahwa tipikal porno selalu berbentuk tubuh perem-
puan telanjang dengan dada dan genital yang terekspos. Bagi
laki-laki, tubuh yang telanjang adalah memalukan bagi perem-
puan. Karena itu, bagian tubuh yang sangat privat dalam por-
nografi bisa menjadi property privat para laki-laki. Pada saat
yang bersamaan fantasi tradisi kuno, kesucian, universal, be-
serta seluruh instrumen patriarkhal dari kekuasaan laki-laki
campur aduk menelikung diri perempuan.19

Faktor kedua yang tidak kalah berpengaruh adalah ko-
mersialisme. Pornografi menjadikan eksploitasi seksual seba-

18 Ibid.
19 Ibid.
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gai hal yang diperdagangkan. Keterkaitan antara seksualitas
dengan sisi ekonomi ini tampak dalam kegiatan produksi, dis-
tribusi dan transaksi hasrat. Sistem ekonomi seperti ini pada
gilirannya menjelma menjadi libidonomics, yakni sebuah sistem
pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan dan kegaira-
han dalam masyarakat. JF Loytard dalam “Libidinal Economy”
(1993) juga berpendapat bahwa di dalam tubuh ekonomi (ka-
pitalisme global) berkembang sebuah logika yang disebutnya
logika hasrat (the logics of desire). Maksud yang terkandung da-
lam ungkapan ini adalah bahwa lalu lintas ekonomi disertai oleh
lalu lintas hasrat. Pertumbuhan ekonomi ditentukan dari bagai-
mana hasrat setiap konsumen dirangsang lewat trik-trik sen-
sualitas komoditas. Rangsangan hasrat menjadi titik sentral
dari mesin ekonomi. Akibat lebih lanjut adalah kapitalisasi libi-
do: setiap potensi libido dijadikan sebagai komoditas, dan me-
narik keuntungan dari status komersialnya. Segala trik, taktik
dan strategi digunakan untuk menjadikan setiap intensitas li-
bido, setiap bentuk kesenangan, memperoleh nilai tambah eko-
nomi.20

WF Haug dalam “Critique of Commodity Aesthetics” (1986)
mengatakan bahwa penggunaan unsur seks dan sensualitas
yang makin marak dalam berbagai media tidak dapat dilepas-
kan dari diterapkannya prinsip estetika, commodity aesthetics
(estetika komoditas). Penekanan sensualitas pada prinsip ini
pada gilirannya menghasilkan apa yang oleh Max Scheler di-
sebut sebagai sensualisasi seluruh wajah kehidupan, khusus-
nya sensualitas pikiran. Tak jauh berbeda dengan apa yang

20 http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/porn.html
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dikemukakan oleh Scoot Findlay dalam “The Meaning of Sex”.
Unsur seksualitas ditempatkan sebagai bagian dari industri ke-
budayaan (culture industry) yang menjadikan seks sebagai obat
mujarab untuk kesuksesan sebuah industri.21

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Sis-
woyo, bahwa sebab mendasar dari meluasnya pornografi (ter-
masuk kekerasan dalam media) adalah (1) sikap longgar dalam
moral yang semakin meluas, yang berakar dalam usaha men-
cari kepuasan pribadi dengan cara apapun. Sehingga menye-
babkan adanya semacam kekosongan moral yang tanpa hara-
pan, yang menyebabkan kenikmatan inderawi sebagai satu-
satunya kebahagiaan yang dapat dicapai manusia; (2) motif
mencari keuntungan, karena pornografi adalah industri yang
menguntungkan; (3) argumentasi dari orang-orang liberal yang
jahat yang menginginkan agar pornografi ditolerir sebagai kebe-
basan untuk mengungkapkan diri, dan bahkan ada yang menga-
takan bahwa cara terbaik untuk memerangi pornografi adalah
dengan melegalisasikannya; (4) kurang adanya hukum-hukum
yang dipersiapkan dengan seksama untuk melindungi kesejah-
teraan umum, lebih-lebih moral kaum muda; dan (5) kebingu-
ngan dan sikap acuh dari banyak orang, termasuk para anggota
komunitas relijius yang dengan secara keliru menganggap bah-
wa mereka tidak dipengaruhi (tidak terkena pengaruh) oleh
pornografi atau tidak mempunyai daya untuk ikut memecah-
kan persoalan ini.22

21 Supartiningsih, “Melacak…”, h. 9.
22 Sumantara Siswoyo, FX., Pornografi dan Kekerasan dalam Media Komunikasi:

Sebuah Jawaban Pastoral dan Etika dalam Iklan, alih bahasa J. Hadiwikarta,
(Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1998), h. 13-
14.

http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/porn.htmlKajian
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Pornografi-Pornoaksi dan Nilai-nilai Sosial

Masyarakat Indonesia, yang notabene masyarakat Timur,
acapkali dianggap masyarakat yang sangat menjunjung tinggi
nilai-nilai kesopanan. Dalam hal nilai dan perilaku seksualitas,
ada sejumlah anggapan yang membedakan —bahkan memper-
tentangkan— antara masyarakat Barat dan Timur. Salah satu
anggapan yang sering dijumpai di tengah masyarakat adalah
Barat dikenal sebagai lambang pengumbaran nafsu seksual se-
cara bebas tanpa norma dan susila. Sementara Timur menjadi
lambang kesucian, keagungan dan pengekangan diri dari nafsu
seksual. Karena itu jika ada warga masyarakat Timur yang ti-
dak sesuai dengan anggapan ini maka dituduh sebagai kelai-
nan atau penyimpangan dari nilai budaya dan identitas Timur.23

Akibat lebih lanjut dari adanya pendapat ini adalah upaya
untuk mengarahkan tuduhan bahwa pornografi dan pornoaksi
yang marak di tengah masyarakat disebabkan karena masuk-
nya budaya Barat yang serba vulgar. Hal ini semakin diperkuat
dengan berbagai citra, berita dan hiburan yang dipasarkan oleh
industri media massa dan hiburan Barat. Aneka berita sensasi-
onal tentang petualangan, kebebasan, dan sikap permisif Barat
dalam hal seks sering terdengar. Akan tetapi sungguhkah Barat
cukup memadai untuk dijadikan ‘kambing hitam’ atau biang
keladi bagi semua permasalahan pornografi yang ada di tanah
air ini? Bukankah di tanah air sejak zaman dulu juga telah di-
kenal beberapa produk budaya yang juga sarat unsur seksua-

23 Ariel Heryanto, “Seks dan Mitos Barat-Timur”, dalam Johanes Mardimin
(ed.), Jangan Tangisi Tradisi, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 137.
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litas? Serat Centhini,24 beberapa ornament candi, sebutan
‘nduk’ dan ‘wuk’ untuk anak perempuan serta ‘tole’ untuk anak
laki-laki adalah beberapa hal yang sarat unsur seksualitas. Per-
tanyaannya kemudian adalah cukup memadaikah Barat dija-
dikan sebagai kambing hitam bagi persoalan pornografi yang
membelit masyarakat Indonesia?

Dalam hal ini, Ariel Heryanto menilai bahwa anggapan
tersebut lebih sekedar mitos tentang seks antara Barat dan
Timur. Menurutnya, perhatian masyarakat Indonesia pada sek-
sualitas ‘liberal’ Barat bisa jadi melebihi perhatian yang diberi-
kan oleh orang Barat sendiri.

Di samping memproduksi film murahan yang berbau semi
pornografi atau penuh kekerasan darah, Barat juga menjadi
pusat produksi film-film yang sangat filosofis, politis, etis,
religius dan estetik. Mengapa film-film seperti itu tidak
diputar di Indonesia? Karena tak mendatangkan laba?
Mengapa? Karena tidak cukup laris? Karena publik Indo-
nesia memang suka film yang penuh adegan seks? Meng-
apa? Karena esensi jati dirinya? Atau karena mereka dilatih
berselera demikian oleh industri film?25

Setiap masyarakat selalu memiliki sifat-sifat yang kom-
pleks, majemuk dan penuh dengan unsur-unsur yang saling

24 Pada saat Serat Centhini selesai disusun (1814), masyarakat Jawa tidak
mengalami keributan. Padahal sebagai karya sastra klasik yang ensiklo-
pedis, serat ini tidak terluput untuk menceritakan seluk beluk hubungan
seksual, beberapa bagiannya membeberkan secara instruktif hubungan
sodomy antara tokoh Nurwitri, Cebolang dan seorang Adipati. Hubungan
hetero-seksual pun digambarkan tidak kalah rincinya. Lihat Kris Budiman,
“Pornografi Sebagai Teks”, dalam Basis: Majalah Kebudayaan Umum, XLI,
no. 2, Desember 1992, Yogyakarta, h. 473.

25 Heryanto, “Seks dan Mitos…”, h. 139.
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bertentangan. Karena itu tidak tepat untuk membuat gambaran
karikatural tentang sebuah masyarakat secara homogen dan
mempertentangkannya dengan masyarakat lain. Dengan per-
kataan lain, Barat tidak adil untuk dijadikan sebagai penang-
gungjawab semua persoalan pornografi yang ada, meski tidak
dapat dipungkiri hal itu juga menyumbang keruwetan persoa-
lan, tetapi dalam hal ini Barat bukan penyebab satu-satunya.

Seperti telah disinggung di depan bahwa seksualitas se-
cara langsung terkait dengan serangkaian luas konteks sosial.
Hal ini karena ia mencerminkan nilai-nilai dari masyarakat
yang bersangkutan, baik nilai yang berdimensi psikis, sosial
maupun human religius.26 Pengeksploitasian seks sebagai ba-
rang komoditas mengakibatkan seseorang terkondisi untuk
memandang seks sebagai barang konsumsi. Karena itu,
konsumsi seperti ini dapat saja terjadi tanpa batas dan arah.
Dalam suatu sistem sosial yang di dalamnya tidak dapat dile-
paskan dari nilai-nilai, tentu hal ini akan sangat berpengaruh.
Hal ini lebih kentara bila dilihat bahwa pada dasarnya susunan
sosial adalah susunan moral. Masyarakat disusun menurut
peraturan moral. Maka pornografi dan pornoaksi yang tidak
lain merupakan eksploitasi sosial mengancam pilar nilai-nilai
moral yang notabene merupakan salah satu nilai terpenting
dalam suatu bangunan sosial.

Susunan moral kehidupan sosial dapat mempertimbang-
kan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat dalam tindak
sosial dan peraturan menurut tata cara bagi penyusunan kebe-
naran sosial. Peraturan yang demikian ini dikenal dengan nor-

26 Gunawan, Mendobrak, h. 12.
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ma.27 Norma merupakan asas untuk penyusunan kehidupan
sosial. Norma pada gilirannya juga dapat memicu perubahan
sosial. Artinya, norma sosial dapat menyebabkan perubahan
dalam struktur masyarakat. Perubahan dalam suatu masya-
rakat memang bukan hal yang salah. Bahkan perubahan meru-
pakan ciri inheren yang ada dalam masyarakat. Masyarakat
manusia adalah masyarakat yang dinamis dan terbuka, bukan
suatu dunia yang tertutup. Tetapi tidak setiap perubahan itu
akan mengarah kepada kemajuan. Kemajuan suatu masyarakat
dapat dinilai bila perubahan yang terjadi justru mengarah pada
ketinggian martabat manusia. Artinya, sejauhmana perubahan
yang terjadi mampu mengakomodir kesejatian dan kesemes-
taan manusiawi.

Pada tahap selanjutnya, pornografi dan pornoaksi mem-
bawa pengaruh dalam tatanan sosial. Diakui atau tidak, porno-
grafi dan pornoaksi sangat mempengaruhi nilai-nilai moral
yang sekaligus juga nilai-nilai sosial. Perubahan sosial yang
terjadi dalam hal ini menjadi sebuah keniscayaan. Meski perlu
dicermati apakah ia mengarah pada kemajuan atau tidak.
Perubahan sosial yang terjadi, pada kenyataannya adalah peru-
bahan sosial yang tidak mengarah pada kepenuhan dimensi
manusiawi. Perubahan-perubahan negatiflah yang telah ba-
nyak terjadi dan dialami oleh masyarakat Indonesia.

Pandangan Islam Terhadap Pornografi dan Pornoaksi

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi
tidak bisa dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat,

27 D. Berry, Idea-idea Utama, h. 35.
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tabarruj (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang ter-
penting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan
dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi
Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat
dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah
bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau
harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu (QS. an-
Nûr [24]: 58), dan membangkitkan nafsu seks orang yang me-
lihatnya (QS. al-Ahzab [33]: 59). Sementara itu pakaian meru-
pakan alat yang digunakan untuk menutup aurat yang dimak-
sud. Sedangkan tabarruj menggambarkan seseorang dalam
berpakaian yang cenderung seronok atau mencirikan penam-
pilan orang yang tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud
merupakan gabungan dari pemahaman seseorang tentang ba-
tasan aurat dan cara berpakaian.

Ada beberapa ayat dan hadits yang berbicara tentang
aurat, tabarruj dan pakaian. Ayat-ayat tersebut antara lain:

Pertama, ayat tentang aurat, sebagaimana terdapat dalam
surat surat an-Nûr [24]: 31 dan 58;

              
         

          
           
        

             

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Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka me-
nahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka me-
nampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya,
dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan
janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka,
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera me-
reka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-
laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-
putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau
budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang
tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memu-
kulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang
beriman supaya kamu beruntung.






Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan
wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di an-
tara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari)
yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Paka-
ian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah)
tiga ‘aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas
mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagi-
an kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah
Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui
lagi Maha Bijaksana.

Kedua, ayat-ayat tentang tabarruj sebagaimana tersebut
dalam surat al-Ahzab [33]: 33, dan an-Nûr [24]: 60.
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Surat al-Ahzab [33]: 33

                     
                 
      

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias
dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan
Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-
Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa
dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Surat an-Nûr [24]: 60

        
       

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan
mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa
menanggalkan pakaian [pakaian luar yang kalau dibuka tidak me-
nampakkan aurat] mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan
perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah
Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan ketiga, ayat tentang pakaian sebagaimana
tersebut dalam surat al-Ahzab [33] ayat 59:

              
          

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu
dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jil-
babnya[1232] ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya
mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di gang-
gu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
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Dalam kaitannya dengan pornografi dan pornoaksi ini,
ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai analogi dan se-
kaligus berbagai pandangan para ulama atas persoalan ter-
sebut.

Hasil Muktamar NU memutuskan bahwa ada beberapa
hal yang dapat dikategorikan dalam persoalan ini, yaitu ten-
tang tari-tarian dengan lenggak-lenggok, keluarnya wanita de-
ngan wajah terbuka dan kedua tangan serta kedua kakinya, dan
berdalihkan dharurat untuk memperbolehkan keluarnya wa-
nita dengan membuka aurat.

Pertama, tari-tarian itu hukumnya boleh meskipun de-
ngan lenggak-lenggok dan gerak lemah gemulai selama tidak
terdapat gerak kewanita-wanitaan bagi kaum laki-laki, dan
gerak kelaki-lakian bagi kaum wanita. Apabila terdapat gaya-
gaya tersebut maka hukumnya haram.

Dalam kitab al-Ithaf disebutkan bahwa para ulama ber-
beda pendapat tentang tarian, sebagian ada yang memakruh-
kan seperti Imam al-Qaffal dan al-Rauyani dalam kitab al-Bahr.
Demikian halnya menurut Abu Manshur, memaksakan tarian
bisa serasi dengan irama itu hukumnya makruh. Mereka be-
rargumen bahwa nyanyian itu termasuk permainan dan senda
gurau yang dimakruhkan.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa tarian itu hukum-
nya mubah menurut al-Faurani dalam kitab al-Umdah, nyanyian
itu pada dasarnya adalah mubah demikian pula bermain.28

28 Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan
Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M), penj. M.
Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur bekerjasama dengan
Diantama, 2004), h. 23-25.
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Kedua, hukumnya wanita keluar dengan terbuka muka
dan kedua tangannya itu haram, menurut pendapat yang mu’-
tamad, menurut pendapat lain boleh wanita keluar untuk jual
beli dengan terbuka muka dan kedua telapak tangannya, dan
menurut madzhab Hanafi demikian itu boleh, bahkan dengan
terbuka kakinya, apabila tidak ada fitnah.29

Dalam kitab Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah dan kitab
Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib disebutkan bahwa menurut pen-
dapat yang paling shahih dan terpilih, seluruh anggota badan
wanita merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak
tangannya, baik bagian dalam maupun luarnya. Demikian pula
lengannya termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Abu
Hanifah yang tidak menganggap lengan tersebut sebagai aurat.
Menurut salah satu riwayat yang shahih, kedua telapak kaki
wanita itu tidak termasuk aurat baik bagian dalam maupun
luarnya. Sedangkan rambutnya sampai bagian yang menjurai
sekalipun, termasuk aurat.

Pada segala sesuatu dalam diri wanita yang bukan mah-
ramnya walaupun budak termasuk wajah dan kedua telapak
tangannya. Maka haram melihat pada semuanya itu walaupun
tidak disertai syahwat ataupun kekhawatiran timbulnya ada-
nya fitnah sesuai pendapat yang shahih sebagaimana yang ter-
tera dalam kitab al-Minhaj dan lainnya. Pendapat lain menya-
takan tidak haram sesuai dengan firman Allah dalam surat an-
Nûr [24]: 31 di atas. Pada ayat ini disebutkan bahwa “Dan ja-
nganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) nampak dari padanya” ditafsirkan dengan wajah dan

29 Ibid, h. 129.
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kedua telapak tangan. Pendapat pertama (yang mengharam-
kan) lebih shahih, dan tidak perlu mengikuti pendapat kedua
(yang tidak mengharamkan) terutama pada masa kita sekarang
ini dimana banyak wanita keluar di jalan-jalan dan pasar-pasar.
Keharaman itu juga mencakup rambut dan kuku.30

Ketiga, tidak boleh menggunakan dalil atau kaidah: “daru-
rat itu memperbolehkan mengerjakan larangan” dan “apabila urusan
itu sempit, maka menjadi longgar” untuk memperbolehkan ke-
luarnya perempuan dengan membuka auratnya di samping
laki-laki lain karena telah menjadi biasa di Indonesia. Karena
menutup aurat waktu keluar itu tidak membahayakan diri, dank
arena dharurat yang memperbolehkan menjalankan larangan
itu apabila tidak mengerjakan larangan dapat membahayakan
diri atau mendekati bahaya. Dalam kitab Asybah wa an-Nadhair
disebutkan bahwa “keadaan dharurat dapat menghalalkan
segala hal yang dilarang tanpa pengurangan”. Disebutkan pula
“dharurat itu adalah bila sudah sampai pada batas jika seandai-
nya tidak memakan yang dilarang itu, maka ia akan mati atau
sekarat. Dalam hal ini diperbolehkan memakan yang haram.31

Dalam hal aurat pria, Tarjih Muhammadiyah menjelaskan
bahwa aurat pria adalah antara pusat dan lutut. Hal ini ber-
dasarkan hadis dari Ayyub, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:32


(

30 Ibid., h. 129-130.
31 Ibid., h. 264.
32 Abdul Munir Mulkhan, Masalah-masalah Teologi dan Fiqh Dalam Tarjih

Muhammadiyah, (Yogyakarta: Roykhan, 2005), h. 147-148.
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“Aurat pria itu antara pusat dan lututnya” (HR. Daruquthni dan
Baihaqi).


(

Dan hadis dari Sa’id yang marfu’ (terang dari Rasulullah Saw.)
bersabda: “Aurat pria itu antara pusat dan lututnya” (HR. Harits
bin Usamah dan Hakim).

Sedangkan paha juga termasuk aurat, berdasarkan hadis:


 (

Hadis dari Ibnu ‘Abbas, Jurhud dan Muhammad bin Jahsyi, dari Nabi
Saw. bersabda: “Paha itu aurat” (HR. Bukhari).

Adapun perbuatan Nabi membuka pahanya sebagaimana
yang tersebut dalam hadis dari ‘Aisyah ra. sebagai berikut:






ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

“Bahwa Rasulullah Saw. duduk tersingkap pahanya, lalu Abu Bakar
minta izin masuk dan diizinkan oleh Rasulullah, sedang beliau masih
dalam keadaan itu; lalu ‘Umar minta izin masuk dan diizinkan oleh
Rasulullah, sedang beliau masih dalam keadaan itu; kemudian ‘Us-
man minta izin masuk, lalu beliau menutup pahanya dengan kainnya.
Maka setelah mereka pergi, aku (‘Aisyah) menanyakan; “Ya Rasulul-
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lah, Abu Bakar dan ‘Umar minta izin masuk dan mereka engkau izin-
kan padahal engkau dalam keadaan paha tersingkap, tetapi ketika
‘Usman minta masuk, engkau menutupkan kainmu. Maka jawab
Rasulullah Saw.; “Hai ‘Aisyah, apakah aku tidak malu kepada seorang
lelaki yang demi Allah, sungguh Malaikat malu kepadanya?”.

Dalam hadits tersebut ditunjukkan bahwa dibolehkannya
membuka paha karena ada hajat atau keperluan. Sehingga ada
atau tidaknya hajat (keperluan) itulah yang membolehkan se-
seorang membuka pahanya.

Terkait dengan hal ini juga, sejak tahun 2001 kaum ulama,
dalam hal ini diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) me-
ngeluarkan fatwa menolak pornografi dan pornoaksi.33 Dasar-
dasar hukum yang digunakan MUI dalam menyusun fatwa
adalah:34

33 Bagi pemuka agama Islam, lewat Majelis Ulama Indonesia (MUI)
mengeluarkan protes, baik langsung ke pihak yang berwenang atau yang
dimuat media massa. MUI telah mengeluarkan keputusan fatwa, Komisi
Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tanggal 22 Agustus 2001 tentang
Pornografi. Fatwa MUI tersebut antara lain merekomendasikan mendesak
semua pihak terutama produser, penerbit, dan pimpinan media massa
cetak mupun elektronik, agar menghentikan segala bentuk aktivitas yang
diharamkan, yakni kegiatan erotis, baik dalam bentuk gambar, tulisan
suara, atau reklame, dan membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat
yang tembus pandang. Selain itu, memperbanyak dan mengedarkan
gambar orang yang memperlihatkan aurat terbuka atau pakaian ketat
juga diharamkan. Fatwa MUI juga mendesak aparat penegak hukum
untuk menindak tegas semua tindakan haram tersebut. Lihat Kompas,
“MUI Kecam Pornografi di Media Massa”, tanggal 19 Pebruari 2002; dan
“MUI Siapkan Class Action Jika Pornografi Dibiarkan”, tanggal 27
Pebruari 2002.

34 Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia, nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi,
22 Agustus 2001.
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Pertama, ayat-ayat al-Qur’an:
a. Surat al-Isrâ’ [17] ayat 32 melarang setiap orang mendekati

zina.

                 
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

b. Surat an-Nûr [24] ayat 30 mengatur tentang tata pergaulan
dan berbusana kaum laki-laki.

          
  

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demi-
kian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang mereka perbuat”.

c. Surat an-Nûr [24] ayat 31 mengatur tentang tata pergaulan
dan berbusana kaum perempuan.

        
         

         
      
         

             


Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka me-
nahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka me-
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nampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.
dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan
janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka,
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera
mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-
laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-
putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau
budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang
tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memu-
kulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang
beriman supaya kamu beruntung.

d. Surat al-Ahzab [33] ayat 59 memerintahkan kepada Nabi
Muhammad Saw. agar kaum perempuan mengulurkan jil-
babnya ke seluruh tubuhnya (tata busana) agar mudah dike-
nal dan tidak diganggu.

              
          

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu
dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka
lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

e. Surat al-Mâ’idah [5] ayat 2 memerintahkan agar setiap orang
saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.

              
  
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dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.

Kedua, hadis-hadis Rasulullah Saw.:

a. Hadis Rasulullah Saw. yang melarang orang berpakaian
tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya; hadis yang
melarang perempuan berpakaian tipis (transparan), diri-
wayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan Imam
Ahmad.

b. Hadis yang melarang orang berperilaku tertentu, yaitu orang
laki-laki yang berpenampilan seperti tokoh dan singgah di
masjid, tetapi isterinya berpakaian telanjang, diriwayatkan
oleh Imam Ahmad.

c. Hadis yang melarang orang berkhalwat, diriwayatkan Imam
Bukhari dari Ibnu ‘Abbas, dan hadis tentang penghuni ne-
raka di antaranya kaum perempuan berlenggak-lenggok
menggoda atau memikat, mereka tidak akan masuk surga
dan tidak akan dapat mencium baunya surga, diriwayatkan
Imam Muslim.

d. Hadis tentang batas aurat perempuan dan melarang kaum
perempuan berpakaian tipis (transparan), diriwayatkan
Imam Abu Daud.

Ketiga, kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh:

a. Kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa: “semua hal yang
dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah
haram”.

b. Kaidah-kaidah fiqh:
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1) Menghindarkan mafsadat adala lebih didahulukan
daripada mendatangkan maslahat.

2) Segala mudharat dapat dihilangkan.
3) Melihat pada sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram

adalah haram.
4) Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah

haram.

Berdasarkan sumber-sumber hukum dan kaidah ushul
fiqh serta kaidah-kaidah fiqh, maka Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Pusat memutuskan:

Pertama: Hukum
1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung ting-

kah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan,
suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media
cetak maupun elektronik yang bisa membangkitkan nafsu
birahi adalah haram.

2. Membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau tem-
bus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya,
baik untuk dicetak atau divisualisasikan adalah haram.

3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud
pada angka 2 adalah haram.

4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di ha-
dapan orang, melakukan pengambilan gambar seksual atau
adegan seksual, terhadap diri sendiri maupun orang lain,
dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah
haram.

5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan me-
lihat atau memperlihatkan gambar orang baik cetak atau



Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Islam

33

visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau
tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi,
atau gambar hubungan seksual adalah haram.

6. Berbuat intim atau berdua-duaan antara laki-laki dengan
perempuan yang bukan mahramnya, perbuatan sejenis lain-
nya yang mendekati dan atau mendorong melakukan
hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.

7. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan
lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain
muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, ke-
cuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar’i’.

8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat
memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.

9. Melakukan suatu perbuatan atau suatu ucapan yang dapat
mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan
atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah
haram.

10.Membantu segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa
pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan ada-
lah haram.

11.Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbua-
tan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah termasuk
haram.

Kedua: Rekomendasi

1. Mendesak kepada semua pihak, terutama produsen, pe-
nerbit, dan pimpinan media, baik cetak maupun elektronik,
agar segera menghentikan segala bentuk aktivitas yang
diharamkan sebagaimana dimaksud oleh fatwa ini.



Kajian Islam Kontemporer

34

2. Mendesak kepada semua penyelenggara Negara, agar
segera melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang mem-

perhatikan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini diser-
tai sanksi yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan ma-
wani’ (membuat pelakunya menjadi jera dan orang yang
belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya)

b. Tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram di-
maksud fatwa ini sebagi sumber pendapatan.

3. Mendesak kepada semau lapisan masyarakat agar turut
serta aktif dan arif menghentikan segala bentuk perbuatan
haram dimaksud dalam fatwa ini.

4. Mendesak kepada seluruh aparat penegak hukum, sebelum
rekomendasi 1, 2, dan 3 dalam fatwa ini terlaksana, agar me-
nindak dengan tegas semua pelaku perbuatan hara dimak-
sud dalam fatwa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten-
tuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar semua lapisan masyarakat dan setiap pihak yang ter-
kait mengetahui fatwa ini, diharapkan kepada semua pihak
untuk menyebarluaskannya.

Sebagai uraian akhir dalam pembahasan ini, ada baiknya
kita menyimak beberapa pendapat yang dikemukakan oleh
Khaled. Ada enam poin utama yang diartikulasikan oleh Kha-
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led M. Abou El Fadl dalam kaitannya dengan hijab, yang menu-
rutnya akan membenarkan pengkajian yang cermat dalam
mencoba menganalisis hukum-hukum aurat, yang sebagian be-
sar telah diabaikan dalam pembahasan-pembahasan kontem-
porer tentang hijab. Poin-poin itu juga mengajak kita untuk
mengkaji kembali hubungan antara aurat dengan fitnah, dan
juga untuk mempertanyakan gagasan yang menyebutkan
bahwa aurat harus ditutupi terutama untuk menangkis godaan
seksual. Keenam poin itu adalah sebagai berikut:35

Pertama, fuqaha masa lalu berselisih pendapat tentang
makna zînah (perhiasan) yang harus ditutupi oleh perempuan.
Beberapa fuqaha mengatakan bahwa zînah adalah seluruh
bagian tubuh perempuan termasuk rambut dan wajah, kecuali
mata. Mayoritas berpendapat bahwa perempuan harus menu-
tupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Sementara
beberapa fuqaha lainnya mengatakan bahwa perempuan boleh
memperlihatkan kaki dan lengan hingga siku-siku mereka.
Beberapa ulama seperti Sa’id ibn Jubayr menegaskan bahwa
memperlihatkan rambut hukumnya haram, tetapi ia juga me-
nyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur’an tidak secara eksplisit me-
ngatakan apa pun tentang rambut perempuan.

Kedua, para fuqaha sering kali mengatakan bahwa ayat
tentang kerudung diturunkan untuk menjawab situasi yang sa-
ngat spesifik. Dimana pemuda-pemuda bejat berusaha meng-
goda, dan kadangkala menyerang para perempuan di malam
hari, karena perempuan-perempuan ini berkeliaran di tempat

35 Khaled M. Abou El Fadl, Melawan Tentara Tuhan: Antara yang Berwenang
dan yang Sewenang-wenang, terj. Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi
Ilmu Semesta, 2003), h. 142-144.
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gelap sehingga mereka dirampok oleh para pemuda bejat itu.
Rupanya, ketika ditanyakan, para pria itu menyatakan bahwa
mereka tidak tahu bahwa perempuan-perempuan itu adalah
muslimah. Bahkan mereka menyatakan bahwa perempuan-pe-
rempuan tersebut adalah budah-budak perempuan nonmus-
lim yang tidak berada di bawah perlindungan komunitas mus-
lim. Dalam masyarakat madinah, setiap orang berada di bawah
perlindungan suku tertentu, atau jika orang itu beragama Islam
maka ia berada di bawah perlindungan umat Islam. Karena itu,
ayat-ayat ini tampaknya ditujukan untuk sesuatu yang sangat
spesifik, dan bahkan dinamika sosial sejarah yang ganjil.
Interaksi antara teks dan konteksnya tidak dapat begitu saja
ditransfer atau diproyeksikan ke konteks yang lain.

Ketiga, para fuqaha berulang kali mengatakan bahwa
hukum-hukum yang memerintahkan kepada perempuan me-
rdeka untuk menutupi seluruh tubuhnya tidak berlaku bagi
budak perempuan. Bahkan diriwayatkan bahwa ‘Umar ibn al-
Khaththab melarang para budak perempuan meniru perem-
puan-perempuan merdeka dengan menutupi rambut mereka.
Para fuqaha tampaknya menghubungkan konteks sejarah dari
ayat-ayat tersebut dengan ketetapan-ketetapan hukum yang
mengesahkan stratifikasi sosial tersebut. Tetapi tidak jelas apa-
kah stratifikasi sosial yang dimaksud oleh al-Qur’an sama de-
ngan stratifikasi sosial yang disahkan oleh fuqaha.

Keempat, para fuqaha sering pula menyatakan bahwa
bagian tubuh perempuan yang secara hukum boleh diperlihat-
kan adalah bagian tubuh yang biasa terlihat, sesuai dengan
adat istiadat (‘âdah), karakter (jibillah), dan kebutuhan (dharû-
rah). Dengan alasan ini, mereka menyatakan bahwa perem-
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puan-perempuan budak tidak perlu menutupi rambut, wajah
dan lengan, karena mereka menjalani suatu kehidupan eko-
nomi yang aktif yang menuntut mobilitas, dan karena biasanya
budak-budak perempuan tidak biasa menutupi bagian-bagian
tubuh ini. Ini berarti titik utama dari hukum adalah kebiasaan
dan kegunaan sesuatu hal. Mungkin saja kaum perempuan di
zaman modern juga aktif dalam kehidupan ekonomi yang juga
menuntut mobilitas, dan tentunya kebiasaan tentang soal ini
berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktu. Dengan kata lain,
jika aturan-aturan tentang berkerudung ditetapkan berdasar-
kan bentuk kesulitan tertentu, dan budak perempuan dikecu-
alikan karena peran dan fungsi sosial mereka, berarti aturan-
aturan tentang berkerudung bergantung pada dan kontekstual
dengan peran dan fungsi sosial.

Kelima, beberapa riwayat menyebutkan bahwa perem-
puan Madinah, baik yang muslim maupun nonmuslim, biasa
menggunakan penutup-kepala panjang —pakaian yang biasa
dipakai untuk menutup telinga dan bahu. Mereka juga me-
ngenakan baju tanpa lengan yang terbuka bagian depannya,
membiarkan dada mereka terbuka. Diceritakan bahwa praktik
memperlihatkan payudara sudah umum terjadi hingga era
menjelang Islam. Beberapa ulama periode awal menyatakan
bahwa ayat-ayat al-Qur’an terutama dimaksudkan untuk me-
merintahkan kaum perempuan agar menutupi dada mereka
hingga bagian belahan dada.

Keenam, ada keterputusan yang mencolok antara ayat-
ayat kerudung dengan gagasan tentang godaan. Godaan bisa
saja berasal dari perempuan-perempuan budak, atau bisa juga
terjadi antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan
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perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki. Seorang laki-laki
dapat saja tergoda dengan budak perempuan, dan seorang bu-
dak perempuan juga bisa tergoda bila ada laki-laki yang berpe-
nampilan menarik. Tetapi kenapa perempuan-perempuan
budak dan laki-laki tidak diwajibkan menutup rambut dan wa-
jah mereka. Apakah fakta bahwa laki-lai dapat membuat kaum
perempuan terangsang secara seksual akan memengaruhi ke-
wajiban-kewajiban berkerudung bagi laki-laki.

Demikianlah beberapa uraian yang dapat diketengahkan
dalam kaitannya dengan pornografi dan pornoaksi. Dua per-
soalan yang cukup pelik dan problematik. Apa akar persoalan
dua hal tersebut dan terkait dengan hal apa saja, diharapkan
dapat dipahami secara proporsional sehingga akan mudah di-
peroleh pemahaman yang semestinya.  []
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Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan
yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia mana-
pun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengheran-
kan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan
bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara
tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kala-
ngan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan ma-
salah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya kesera-
gaman. Keberbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan
agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyara-
kat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan
dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan per-
kawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan
karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

PERKAWINAN BEDA AGAMA

DI INDONESIA2
B A B
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Keadaan dan kondisi di suatu daerah akan turut mempe-
ngaruhi pengaturan hukum (perkawinan). Misalnya di negara
Indonesia, bangsa yang plural dan heterogen. Pluralitas di
bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui
sah di Indonesia. Selain Islam, ada agama Hindu, Budha, Kris-
ten, Katolik, dan lain-lain.1 Sensus penduduk tahun 1980 me-
nunjukkan bahwa Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa
Indonesia (88,2 % dari 145 juta penduduk), disusul Protestan
(5,8 %), Katolik (3 %), Hindu (2,1 %), dan Budha (0,9 %).2 Kera-
gaman pemeluk agama di Indonesia ternyata telah ikut mem-
bentuk pola hubungan antar agama di Indonesia dalam berba-
gai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk
pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di
Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan sejak diun-
dangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mela-
lui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tanggal 10 Juni 1991.3 Demikianlah ternyata keadaan di suatu

1 Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Sabtu, 27 Maret 2004, h. 11.
2 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang

Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), h. 11.
3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. KHI
memuat tiga buku yaitu buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), Buku
II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), Buku III Hukum Perwakafan (Pasal
215-229). Lihat Depag RI., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (t.k.: Depag
RI, 1998/1999). Mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam masih
ada perbedaan pendapat. Di kalangan ahli hukum ada yang mengatakan
berkekuatan mengikat dan ada yang mengatakan tidak mengikat
(fakultatif). Lihat Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2000), h. 24-32. Saat ini ada pembahasan tentang
Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Hukum
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negara telah mempengaruhi bagi terbentuknya suatu hukum/
aturan di negara tersebut.

Salah satu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji
bersama di masa modern dan kontemporer ini adalah persoa-
lan pengaturan hukum keluarga di negara-negara muslim, di
Indonesia misalkan terjadi kontroversi yang cukup fenomenal
atas sah atau tidaknya pernikahan beda agama dilihat dari su-
dut pandang perundang-undangan di Indonesia. Dalam tuli-
san ini penulis mencoba mencermati salah satu bentuk kontro-
versi dalam menafsirkan sah atau tidaknya pernikahan beda
agama dilihat dari sudut pandang perundang-undangan di
Indonesia.

Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-
Undangan Perkawinan di Indonesia

Pembahasan dalam bagian ini mencoba menelaah peratu-
ran mengenai perkawinan beda agama4 dalam peraturan-pe-

Terapan Peradilan Agama yang memuat 215 pasal yang terdiri dari
ketentuan umum (pasal 1), perkawinan (pasal 2-172), kewarisan (pasal
173-215) yang menurut pengamatan penulis dalam hal perkawinan dan
kewarisan RUU tersebut tidak lain adalah metamorfosis dari KHI.
Sedangkan mengenai Hukum Perwakafan juga diajukan Rancangan
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perwakafan memuat 32
Pasal (Pasal 1-32). Pada bulan September 2004, RUU Wakaf telah disyahkan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menjadi Undang-undang. Lihat
Rancangan Undang-Undang RI tahun 2002 tentang Hukum Terapan
Peradilan Agama, Rancangan Undang-Undang RI tahun 2002 tentang
Perwakafan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf.

4 Perkawinan beda agama di sini dimaksudkan sebagai perkawinan
campuran antar agama. Perkawinan ini terjadi jika seorang pria dan
seorang wanita yang berbeda agama melakukan perkawinan dengan tetap



Kajian Islam Kontemporer

42

raturan produk pemerintah di Indonesia. Terkait dengan hal
tersebut maka tulisan ini akan mencoba menelusurinya dalam
Peraturan Perkawinan Campuran/Regeling op de Gemengde
Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR), Undang-un-
dang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia.

Untuk mengetahui secara lebih mendetail tentang penga-
turan perkawinan beda agama di Indonesia, dalam uraian be-
rikut akan dipaparkan peraturan-peraturan yang terkait de-
ngan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

 Dalam Peraturan Perkawinan Campuran/Regeling op de
Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR),5 bebe-
rapa ketentuan tentang perkawinan beda agama adalah seba-
gai berikut:

Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang,
yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda,
disebut perkawinan campuran.

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campuran dilangsungkan me-
nurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para
calon mitrakawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): Perbedaan agama, golongan penduduk atau
asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan
perkawinan.

Beberapa pasal di atas secara tegas mengatur tentang per-
kawinan beda agama. Bahkan disebutkan bahwa perbedaan

mempertahankan agamanya masing-masing. Hilman Hadikusumo,
Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 18.

5 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda,
(Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 90-95.



Perkawinan Beda Agama di Indonesia

43

agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya
perkawinan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dija-
dikan sebagai landasan perkawinan beda agama adalah pasal
2 ayat (1), pasal 8 huruf f dan pasal 57. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.6

Sedangkan pasal 8 huruf f berbunyi: Perkawinan dilarang
antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh aga-
manya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi: Yang dimaksud
dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan
dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu
pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Terhadap ketiga pasal di atas muncul beberapa penafsiran
yang berbeda yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pe-
mahaman tentang perkawinan beda agama di Indonesia seba-
gaimana akan dijelaskan pada uraian di bawah.

Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 se-
cara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara
laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita mus-
lim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi
Hukum Islam menyatakan sebagai berikut: Dilarang melang-
sungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wa-

6 Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa tidak ada perkawinan
di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai
dengan Udang-Undang Dasar 1945.
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nita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersang-
kutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) se-
orang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan
pria lain; (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadi-
nya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-
muslim (baik Ahl al-Kitab maupun non Ahl al-Kitab). Jadi pasal
ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun
agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang
beragama Islam. Sedangkan pasal 44 menyatakan sebagai
berikut: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan per-
kawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan an-
tara wanita muslim dengan pria non-muslim baik termasuk ka-
tegori Ahl al-Kitab maupun tidak termasuk kategori Ahl al-Kitab.

Terakhir pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan
sebagai berikut:

(1)Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari
suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Pera-
turan Perundang-Undangan.

(2)Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon
suami atau calon isteri yang akan melangsungkan per-
kawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melang-
sungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peratu-
ran Perundang-undangan.

Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang
pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak
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memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pe-
larangan perkawinan beda agama.

Beberapa Pandangan atas Perkawinan Beda Agama di Indo-
nesia

Pembahasan dalam bagian ini akan difokuskan pada
penelaahan terhadap pandangan-pandangan tentang perkawi-
nan beda agama di Indonesia dikaitkan dengan peraturan me-
ngenai perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan
yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Terkait de-
ngan hal tersebut maka tulisan ini akan mencoba menelusuri
pandangan-pandangan tersebut dan mengkaitkannya dengan
peraturan perkawinan beda agama yaitu dalam Peraturan Per-
kawinan Campuran/Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staat-
sblad 1898 Nomor 158 (GHR), Undang-undang Perkawinan
No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Para pakar hukum berbeda pendapat tentang perkawinan
beda agama dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Ta-
hun 1974. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut
tidak menyebut secara tertulis/tekstual/eksplisit (expressis ver-
bis) mengenai perkawinan beda agama. Pada garis besarnya
ada tiga pandangan tentang perkawinan beda agama di Indo-
nesia terkait dengan pemahaman terhadap Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

a. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan ber-
dasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang de-
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ngan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu perkawi-
nan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum.7

b. Perkawinan beda agama adalah diperbolehkan dan sah dan
oleh sebab itu dapat dilangsungkan, sebab perkawinan ter-
sebut termasuk dalam perkawinan campuran. Menurut
pendapat ini titik tekan Pasal 57 tentang perkawinan cam-
puran terletak pada “dua orang yang di Indonesia tunduk
pada hukum yang berlainan”.8 Oleh karena itu pasal terse-
but tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang
memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga meng-
atur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.
Menurut pendapat ini pelaksanaan perkawinan beda agama
dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Pera-
turan Perkawinan Campuran.9

c. Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang masa-
lah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan meru-
juk Pasal 66 Undang-undang Perkawinan10 maka peraturan-

7 Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: “Perkawinan
adalah sah, apabila diakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu.” Sedangkan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 berbunyi: “mempunyai hubungan yang oleh agamanya
atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

8 Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: “Yang dimaksud
dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum
yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia”.

9 Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) terdiri dari 5 ayat yang
mengatur tata cara dilaksanakannya perakawinan campuran.

10 Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: “Untuk perkawinan
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan
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peraturan lama selama Undang-undang Perkawinan belum
mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian maka
masalah perkawinan beda agama harus berpedoman ke-
pada peraturan perkawinan campuran (Eoh, 2001: 37).11

Sehubungan dengan pandangan kelompok ketiga ini, me-
narik untuk dicatat bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam suratnya No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20
April 1981 yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri secara tegas menyatakan: (1) Merupakan suatu
kenyataan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang
serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan
suku, adalah pemeluk agama dan penganut Kepercayaan ter-
hadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan lain-
nya. (2) Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu,
ada yang menjalin suatu hubungan dalam memebnetuk suatu

atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (Bugerlijk Wetboek). Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen
(Huwerlijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898
No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang
perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan
tidak berlaku”.

11 Pasal 7 ayat 2 GHR berbunyi: “Perbedaan agama, golongan penduduk
atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan
perkawinan”. Dalam pelaksanaannya perkawinan dapat dilangsungkan
menurut hukum yang berlaku untuk suami. Hal ini sesuai dengan Pasal
6 ayat 1 GHR yang berbunyi: “Perkawinan campuran dilangsungkan
menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon
mitrakawin yang selalu disyaratkan”. O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama
Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 18 &
21; Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan, h. 92-93.
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keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan,
di mana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawi-
nan belum mengatur perihal perkawinan campuran. (3) Meski-
pun demikian dapat dicatat bahwa Pasal 66 Undang-undang
Perkawinan memungkinkan S.1898 No. 158 diberlakukan un-
tuk mereka sepanjang Undang-undang Perkawinan belum me-
ngatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan campu-
ran dimaksud.12

Di samping ketiga pendapat di atas, ada pula yang ber-
pandangan bahwa Undang-undang Perkawinan perlu disem-
purnakan sebab ada kekosongan hukum tentang perkawinan
beda agama. Pentingnya penyempurnaan Undang-undang ter-
sebut disebabkan karena beberapa hal13 yaitu, pertama, Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda
agama; kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural
yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihin-
darkan; dan ketiga, persoalan agama adalah menyangkut hak
asasi seseorang, dan keempat, kekosongan hukum dalam bidang
perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja sebab akan dapat
mendorong terjadinya perzinaan terselubung melalui pintu
kumpul kebo/samen leven.

Mayoritas kelompok muslim di Indonesia berpandangan
bahwa Undang-undang perkawinan tidak perlu disempurna-
kan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama
dalam Undang-undang tersebut sebab mereka berpendapat

12 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan, h. 14.
13 Mazroatus Sa’adah, “Perkawinan Antaragama Dalam Peraturan

Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”, Tesis Pascasarjana IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, h. 94-95.
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bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur
hukum perkawinan beda agama dengan tegas dan jelas.14

Mencermati pendapat-pendapat di atas, penulis memiliki
pendapat yang berbeda yaitu bahwa Undang-undang Perkawi-
nan Nomor 1 Tahun 1974 menurut penyusun —sejalan dengan
pendapat M. Idris Ramulyo15— memang tidak secara eksplisit
mengatur perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita
non-muslim ataupun antara wanita muslim dengan laki-laki
non-muslim, namun Undang-undang tersebut secara tegas me-
nyerahkan sah atau tidaknya perkawinan kepada agama dan
kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melang-
sungkan perkawinan.16 Kesimpulan ini didasarkan pada pe-
ngamatan terhadap bunyi pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedang-
kan pasal 8 huruf f berbunyi: “Perkawinan dilarang antara
dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agama-
nya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

14 FXS. Pr. Purwaharsanto, Perkawinan Campur Antar Agama Menurut UU RI
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media
Cetak, (Yogyakarta: t.p., 1992), h. 23.

15 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2000), h. 66.

16 Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indone-
sia” dalam Rachmat Djatniko et.al., Hukum Islam di Indonesia Perkembangan
dan Pembentukan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 144; Peunoh
Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan
Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.
99; Said Agil Husin al-Munawwar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial,
(Jakarta: Penamadani, 2004), h. 12.
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Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat dinyatakan bahwa
mengenai sah atau tidaknya sebuah perkawinan diserahkan
kepada aturan yang terdapat dalam agama atau kepercayaan
yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan per-
kawinan. Sedangkan salah satu sebab dilarangnya perkawinan
adalah adanya hubungan antara dua orang yang menurut
agama dilarang kawin. Dengan demikian maka undang-un-
dang ini tidak mengatur tentang perkawinan antara laki-laki
muslim dengan wanita non-muslim dan secara tegas menye-
rahkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut kepada aturan
yang terdapat dalam agama atau kepercayaan yang dianut.

Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44
secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara
laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita mus-
lim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi
Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wa-
nita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan
pria lain; (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa
iddah dengan pria lain; (c) seorang wanita yang tidak beragama
Islam.

 Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadi-
nya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-
muslim (baik Ahl al-Kitab maupun non Ahl al-Kitab). Jadi pasal
ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun
agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang
beragama Islam. Sedangkan pasal 44 menyatakan sebagai beri-
kut: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perka-
winan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.
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Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan an-
tara wanita muslim dengan pria non-muslim baik termasuk
kategori Ahl al-Kitab maupun tidak termasuk kategori Ahl al-
Kitab.

Terakhir pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan
sebagai berikut:

(3) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari
suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Pera-
turan Perundang-Undangan.

(4) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon
suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perka-
winan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsung-
kan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang
pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pela-
rangan perkawinan beda agama.

Pengesahan Kompilasi Hukum Islam dengan mengguna-
kan Instruksi Presiden Instruksi No.1 Tahun 1991 dan tidak
mengggunakan undang-undang memunculkan dua pandang-
an yang berbeda mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hu-
kum Islam, di kalangan Ahli Hukum ada yang mengatakan
bahwa Kompilasi Hukum Islam berkekuatan mengikat (impe-
ratif) dan ada yang mengatakan tidak mengikat (fakultatif).17

17 Ahmad Rafiq, Hukum Islam, h. 14-32; M. Yahya Harahap, Kedudukan
Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), (Jakarta:
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Argumen yang diajukan kelompok pertama yang menya-
takan bahwa Kompilasi Hukum Islam berkekuatan mengikat
(imperatif) adalah bahwa meskipun Inpres tidak termasuk
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dite-
tapkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 juncto TAP MPR
No. V/MPR/1973 namun Instruksi Presiden mempunyai kedu-
dukan yang sama dengan Keputusan Presiden, dan keduanya
mempunyai posisi yang sama dengan Undang-Undang. Oleh
karena itu Kompilasi Hukum Islam mempunyai kekuatan me-
ngikat secara imperatif.18

Argumen lain yang diajukan adalah bahwa dalam konsi-
deran Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 dinyatakan sebagai
berikut:

a. Bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang
diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5
Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku
Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Per-
kawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III
tentang Hukum Perwakafan.

b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh
Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memer-

Sinar Grafika, 2001), h. 29-30. Yang dimaksud dengan hukum imperatif
adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak dan bersifat memaksa,
sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan
atau ada kebolehan untuk memilih antara melaksanakan atau
mengeyampingkan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka
Cara Pembedaan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 22.

18 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum
Islam di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 166-167.
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lukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam me-
nyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut da-
lam huruf a perlu disebarluaskan.19

Kata sebagaimana pedoman dalam konsideran di atas
menurut Abdurrahman —sebagaimana dikutip oleh A. Rafiq20

— harus dipahami sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus
dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun warga masya-
rakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hu-
kum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Adapun argumen yang diajukan oleh kelompok kedua
yang menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak meng-
ikat (fakultatif) adalah bahwa Inpres tidak termasuk dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 juncto TAP MPR No. V/
MPR/1973,21 dengan demikian maka Kompilasi Hukum Islam

19 Depag RI., Kompilasi, h. 1.
20 Ahmad Rafiq, Hukum Islam, h, 27.
21 Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang dikuatkan dengan TAP

MPR No. V/MPR/1973 tata urutan peraturan perundangan Republik In-
donesia secara berurutan adalah sebagai berikut: Undang-undang Dasar
Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya. Hartono Hadisoe-
prapto Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 20-
21; Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999),
h. 86-86; C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, jilid I, Jakarta: Balai Pustaka,
1992), h. 151. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 telah dicabut dengan
dikeluarkannya TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, secara berurutan tata urutan
peraturan perundangan Republik Indonesia menurut TAP MPR No. III/
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tergolong hukum yang tidak tertulis sebab Inpres tidak terma-
suk dalam rangkaian tata urutan perundang-undangan yang
berlaku secara positif di Indonesia.22

Argumen lain yang diajukan adalah bahwa dalam konsi-
deran point b Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 dinyatakan:
bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh
Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan-
nya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesai-
kan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kata-kata “dapat dipergunakan sebagai pedoman” me-
nunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat se-
cara imperatif. Oleh karena itu para pihak dapat menjalankannnya
dan dapat pula meninggalkannya, sesuai dengan kebutuhan
dan keperluannya. Dengan demikian maka pedoman di sini
memiliki pengertian bersifat fakultatif.23 Oleh karenanya dalam
praktek, orang yang mengeyampingkan Kompilasi Hukum Is-
lam tidak dapat dipersalahkan telah melanggar hukum.

MPR/2000 adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-undang, Peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Lihat Redaksi Sinar Grafika,
Ketetapan-Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2000, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2000), h. 36.

22 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, h. 166.
23 Ibid., h. 169.
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Perkawinan Antara Muslim dengan Non Muslim dalam
Wacana Agama

Dalam konsep konvensional24 maupun kontemporer (mo-
dernis) perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non
muslim telah disepakati keharamannya. Adapun pernikahan
antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah masih
terdapat perbedaan di kalangan Ulama. Sebagian ketentuan
tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita
non muslim diuraikan sebagai berikut:

24 Konsep konvensional dalam tulisan ini diambil dari pandangan yang
terdapat dalam kitab-kitab fikih terutama yang banyak beredar di Indo-
nesia, terutama kitab fikih mazhab Syafi’i seperti al-Muhazzab karangan
as-Syirazi, Fath al-Mu’in karangan al-Malibari. Kitab Fiqh mazhab Syafi’i
perlu dicermati karena fiqh mazhab Syafi’i diikuti oleh mayoritas ummat
Islam Indonesia dan oleh karenanya banyak mempengaruhi hukum Is-
lam di Indonesia. Kitab-kitab Fiqah Mazhab Syafi’i yang banyak beredar
di Indonesia pada pokoknya bersumber pada empat buah kitab yaitu al-
Muharrar karya Imam Rafi’i (w. 1226 M0, Taqrib karya Abu Syuja’ (w. 1215
M), Qurrah al-‘Ain karya Zainuddin al-Malibari (lahir 1597 M), kitab ini
mendapat syarah dari beliau sendiri dengan kitabnya yang berjdudul
Fathu al-Mu’in dan kitab Muqaddimah al-Khadramiyyah karya Ba Fadhal
(hidup abad 16 M). Untuk mengetahui fikih empat Mazhab (Mazhab
Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali) dalam masalah tersebut, maka
digunakan dua kitab yaitu al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh karangan Wahbah
az-Zuhaili dan Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah karangan ‘Abd ar-
Rahman al-Jazairi. Disamping itu diambilkan juga dari kitab-kitab dan
buku-buku yang membahas pandangan Ulama Fikih seputar masalah
tersebut sesuai referensi yang terjangkau oleh penyusun. M. Atho’
Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi,
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), h. 109-110; Moenawwar Cholil,
Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990),
h. 11; Martin van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, Bandung:
Mizan, 1999), h. 117-123; Andree Feillard, NU Vis-a-Vis Negara Pencarian
Isi, Bentuk dan Makna, alih bahasa Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999), h.
390.
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Hukum Nikah Laki-laki Muslim dengan Wanita Bukan Ahli
Kitab

Mazhab Syafi’i —sebagaimana ditulis oleh Wahbah az-
Zuhaili25— berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki
muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti watsani,
majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad adalah tidak
sah (batal) berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221.

           
             
              
 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum me-
reka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik
dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita
mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang muk-
min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan am-
punan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (pe-
rintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran”.

Asy-Syirazi dalam al-Muhazzab menegaskan bahwa laki-
laki muslim haram menikah dengan orang perempuan yang
bukan ahli kitab yaitu orang-orang kafir seperti penyembah
berhala dan orang murtad berdasarkan firman Allah dalam

25 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, IX, (Beirut: Dar al-Fikr,
1997), h. 6613.
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surat al-Baqarah ayat 221.26 Sedangkan al-Malibari menyebut-
kan bahwa syarat wanita yang dapat dinikah adalah wanita
muslimah atau kitabiyyah Khalishah.27

Al-Jazairi menyebutkan bahwa berdasarkan surat al-
Baqarah ayat 221 maka laki-laki muslim tidak boleh menikah
dengan wanita musyrik apapun bentuk kemusyrikannya kecu-
ali kalau ia masuk Islam. Ketentuan ayat di atas ditakhsis oleh
surat al-Maidah ayat 5 yang menunjukkan bahwa wanita ahl
al-Kitab boleh dinikahi, walaupun mereka mengatakan bahwa
al-Masih adalah Tuhan.28

           
         
       
      

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembeli-
han) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan
kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita
yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang
diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina
dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang
kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka

26 Abu Ishaq Ibrahim Ibn ‘Ali Ibn Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syirazi, Al-
Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi‘i, II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),
h. 61.

27 Asy-Syaikh Zain ad-Din ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in,
(Semarang: Toha Putera, t.t.), h. 101.

28 ‘Abd ar-Rahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, IV,
(Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 61.
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hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang me-
rugi”.

Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa
tidak halal bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah
atau watsaniyyah yaitu wanita yang menyekutukan Allah de-
ngan yang lainnya. Ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah dan se-
lain mereka menyamakan orang murtad dengan musyrik.
Kesimpulannya adalah telah terjadi kesepakatan tentang tidak
halalnya menikahi wanita yang tidak memiliki kitab seperti
watsaniyyah dan Majusiyyah.29

Ibnu Rusyd30 —dalam fasal tentang penghalang menikah
sebab kafir— menyatakan bahwa para Ulama sepakat bahwa
laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita watsaniyyah.31

Sejalan dengan Ibn Rusyd, Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan
bahwa hukum tentang tidak bolehnya menikahi wanita wat-
saniyah (penyembah berhala) telah disepakati oleh Imam
Mazhab.32

29 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami, h. 6651-6652.
30 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, II, (Beirut: Dar

al-Fikr, 1995), h. 36.
31 Budi Handrianto, Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam, (Jakarta:

Khairul Bayan, 2003), h. 43-44; dengan merujuk kepada pendapat Ibn
Rusyd menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa mengawini
wanita musyrikah hukumnya haram dengan tidak ada perselisihan.

32 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1991), h. 167. Lihat juga hasil Muktamar NU dalam Solusi
Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes
NU (1926-1999M), (Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Diantama), h. 304.
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Hukum Nikah Laki-laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

Bolehnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli
Kitab telah disepakati oleh semua Imam Mazhab. Ibnu Rusyd
menyatakan bahwa para Ulama telah sepakat tentang bolehnya
laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyyah yang merdeka.33

Asy-Syirazi dalam al-Muhazzab menyebutkan bahwa laki-laki
muslim boleh menikahi wanita merdeka ahl Kitab yaitu Yahudi
dan Nasrani dan orang yang masuk agama mereka sebelum
adanya tabdil/penggantian.34 Sedangkan al-Malibari menyebut-
kan bahwa kemusliman dan keahli-kitaban adalah syarat bagi
wanita yang dapat dinikahi oleh laki-laki muslim.35 Al-Jazairi
menyebutkan bahwa wanita ahli kitab yang boleh dinikahi
tidak disyaratkan kedua orang tuanya harus ahli kitab, berbeda
menurut asy-Syafi’iyyah dan Hanabilah yang mensyaratkan
kedua orangtuanya harus ahli kitab.36

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa Ulama telah
sepakat terhadap bolehnya menikahi wanita kitabiyyah yaitu
wanita yang meyakini agama samawi seperti Yahudi dan Nas-
rani. Sedang yang dimaksud dengan ahli kitab adalah ahlu at-
Taurah dan Injil. Mengenai halalnya menikahi wanita kitabiy-
yah tidak ada syarat apapun menurut Jumhur sedangkan
menurut Ulama Syafi’iyyah halalnya menikahi Israiliyyah de-
ngan syarat awal moyangnya masuk agama Yahudi sebelum
dinasakh dan adanya perubahan, apabila terjadi keraguan ten-

33 Ibn Rusyd, Bidayah, h. 36.
34 Abu Ishaq Ibrahim Ibn ‘Ali Ibn Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syirazi, Al-

Muhazzab, h. 61.
35 Asy-Syaikh Zain ad-Din ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in, h. 101.
36 ‘Abd ar-Rahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh, h. 61.
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tang hal tersebut, menikahi israiliyyah juga tidak halal.37 Se-
dangkan halalnya menikahi wanita nashraniyyah dengan sya-
rat awal moyangnya masuk agama tersebut sebelum dinasah
dan sebelum terjadinya tahrif/pengrubahan. Menurut Wahbah
pendapat jumhur yang tidak mensyaratkan apapun bagi kebo-
lehan menikahi wanita kitabiyyah adalah lebih rajih dibanding
pendapat asy-Syafi’iyyah.38

Dalam pandangan muslim modernis yang dalam tulisan
ini merujuk kepada pemikiran Muhammad Abduh dan Mu-
hammad Rasyid Ridha.39 Mengenai perkawinan laki-laki mus-
lim dengan wanita musyrikah menurut Muhammad Abduh
sebagaimana dinukilkan oleh Rasyid Ridha adalah diperboleh-
kan selain wanita musyrikah Arab, hal ini dilatarbelakangi oleh
penafsirannya terhadap kata Musyrikah dalam surat al-Baqa-
rah ayat 221, ia secara tegas menyatakan bahwa perempuan
yang haram dikawini oleh laki-laki Muslim dalam surat al-
Baqarah ayat 221 adalah perempuan-perempuan Musyrikah
Arab.40 Jadi menurut pendapat ini seorang Muslim boleh meni-
kah dengan wanita musyrikah dari bangsa non-Arab seperti

37 Abu Bakr, Hasiyah I’anah at-Talibin, IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 339.
38 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami, h. 6655-6656.
39 Dijadikannya pandangan Muhammad Abduh sebagai pandangan muslim

modernis pada prinsipnya sama dengan apa yang ditempuh oleh Hamim
Ilyas ketika mengkaji tentang pandangan muslim modernis dalam
disertasinya. Lihat Hamim Ilyas, “Pandangan Muslim Modernis terhadap
Non-Muslim (Studi Pandangan Muhamad Abduh dan Rasyid Rida
terhadap Ahli Kitab dalam Tafsir al-Manar)”, Disertasi, (Yogyakarta: IAIN
Sunan Kalijaga, 2002).

40 Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, II,
IV, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), h. 193; M. Quraish Shihab, Wawasan Al-
Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Jakarta: Mizan, 1998),
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Cina, India dan Jepang (sebab masuk dalam kategori ahli
kitab).41

Sedangkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita
kitabiyyah adalah diperbolehkan, hal ini didasarkan pada surat
al-Maidah (5) ayat 5:42

           
         

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembeli-
han) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan
kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita
yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang
diberi Al-Kitab sebelum kamu.

Menurut Abduh,43 ahl al-Kitab mencakup penganut aga-
ma Yahudi, Nasrani, dan Shabiun. Muhammad Rasyid Ridha
berpendapat bahwa ahl al-Kitab mencakup Yahudi, Nasrani,
Majusi, Shabi’un, Hindu, Budha, Kong Fu Tse (Kong Hucu) dan
Shinto. Dalam menetapkan keahlikitaban satu ummat, Ridha
menggunakan kriteria memiliki kitab suci dan atau mengikuti

h.367-368; Mun’im A. Sirry (ed.), Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat
Inklusif-Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 160; M.M. Galib, Ahl Al-
Kitab Makna dan Cakupannya, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 33 & 35.

41 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji
Masagung, 1994), h. 5.

42 Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, h.
351.

43 Muhammad Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Karim Juz ‘Amma, (Kairo: Dar wa
Mathabi’ al-Sya’b, t.t.), h. 101.
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nabi yang dikenal, baik dalam tradisi agama Ibrahim maupun
bukan.44

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa muslim mo-
dernis memandang bahwa diperbolehkan terjadinya pernika-
han antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim yang
masuk dalam cakupan makna ahl al-Kitab dan wanita itu tidak
termasuk musyrikah Arab. Dengan demikian menurut panda-
ngan ini maka laki-laki muslim Indonesia boleh menikah de-
ngan wanita non muslim yang beragama Yahudi, Nasrani/
Kristen, Hindu, Budha, Kong Hucu, Shinto, Majusi dan Shabi’un.

Hukum Nikah Wanita Muslimah dengan Laki-laki Non-
Muslim

Dalam kaitannya dengan persoalan ini, para ulama telah
sepakat bahwa Islam melarang keras perkawinan antara se-
orang wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Lara-
ngan ini berlaku baik laki-laki non-muslim itu pemeluk agama
yang mempunyai kitab suci (seperti Kristen dan Yahudi), pe-
meluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci (seperti
Budhisme, Hinduisme) maupun pemeluk agama atau keper-
cayaan yang tidak memiliki kitab suci dan juga kitab yang se-
rupa dengan kitab suci. Demikian juga penganut kepercayaan
lainnya, seperti penganut Animisme, Ateisme, Politeisme dan
sebagainya.

Beberapa dasar atau landasan yang digunakan oleh para
ulama atas larangan model perkawinan ini, antara lain surat
al-Baqarah [2] ayat 221 dan ijma’ para ulama.

44 Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, h.
188-190; Hamim Ilyas, “Pandangan Muslim…”, h. 142-143.
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                         
                           
     

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia me-
narik hatimu; mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke
surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran”.

Larangan perkawinan yang dinyatakan dalam Kompilasi
Hukum Islam baik pada pasal 40 huruf c maupun pasal 44 (wa-
nita muslim dengan laki-laki non-muslim) memiliki alasan yang
kuat, yakni pertama, dari segi hukum positif bisa dikemukakan
dasar hukumnya antara lain pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan; dan kedua, dari segi hukum Islam da-
pat disebutkan beberapa dalil-dalil sebagai berikut: (a) sadd adz-
dzari’ah, artinya sebagai tindakan preventif untuk mencegah
terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga; (b) kai-
dah fiqh “dar’u al-mafâsid muqaddam ‘ala jalb al-mashâlih”, artinya
mencegah atau menghindari mafsadah atau resiko yang be-
rupa kemurtadan dan broken home itu harus didahulukan atau
diutamakan daripada upaya menariknya ke dalam Islam (sua-
mi/istri, anak, dan keluarga besar); dan (c) pada prinsipnya aga-
ma Islam melarang perkawinan ini karena mengandung resiko
yang tinggi.45

45 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, h. 10.
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Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa bagi kelompok yang yang meyakini bahwa Kompilasi
Hukum Islam pasal 40 huruf c yang secara eksplisit melarang
terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita
non muslim (baik Ahl al-Kitab maupun non Ahl al-Kitab) adalah
bersifat imperatif maka pernikahan beda agama di Indonesia ti-
dah sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
dan batal demi hukum. Sedangkan bagi kelompok yang meya-
kini bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c yang se-
cara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki
(muslim) dengan wanita non muslimah (baik Ahl al-Kitab mau-
pun non Ahl al-Kitab) adalah bersifat fakultatif maka sah atau
tidaknya perkawinan beda agama menurut peraturan perun-
dang-undangan di Indonesia diserahkan sepenuhnya pada
peraturan yang ada pada agama (Islam) tinggal apakah me-
makai pandangan muslim konvensional ataukah pandangan
muslim modernis. []
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A. Monogami, Poligami dan Perceraian di Indonesia

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
merupakan undang-undang yang dijadikan rujukan dalam me-
nyelesaikan segala pemasalahan yang terkait dengan perka-
winan atau nikah, talak, cerai dan rujuk. Undang-undang ini
merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional
dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati ada-
nya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan
untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama
tersebut.1

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
pasal 3 (1), maka hukum perkawinan di Indonesia menganut

1 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab
Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006), h. 146.

MONOGAMI, POLIGAMI

DAN PERCERAIAN3
B A B
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asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apa-
bila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan
agama dari yang bersangkutan membolehkannya, seorang
suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, per-
kawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, mes-
kipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersang-
kutan, hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai per-
syaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.2

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, te-
lah dikeluarkan PP No. 9/1975 yang mengatur ketentuan-keten-
tuan pelaksanaan UU tersebut. Dalam hal ini suami yang ber-
maksud untuk beristri lebih dari seorang , maka ia wajib meng-
ajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini
sesuai dengan pasal 4 UU No. 1/1974 dan pasal 40 PP No. 9/
1975.3

Pegawai pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan
pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih
dari seorang sebelum adanya izin pengdilan (Pasal 44 PP No.
9/1975).4

Khusus untuk pegawai negeri sipil dan yang dipersama-
kan, seperti pejabat pemerintahan desa, telah dikeluarkan PP
No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pega-
wai Negeri Sipil, dengan maksud agar pegawai negeri sipil

2 Moch. Asnawi (ed.), Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik In-
donesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya, (Kudus: Menara
Kudus, 1975), h. 26.

3 Ridwan, Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum
Keluarga Islam, (Yogyakarta: Kerjasama PSG STAIN Purwokerto dan
Unggul Religi, 2005), h. 166-168.

4 Ibid., h. 5-6, dan 53-54.
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dapat menjadi contoh yang baik kepada bahawannya dan men-
jadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat,
termasuk dalam membina kehidupan berkeluarga.

PP No. 10/1983 secara tidak langsung untuk memperketat
dan mempersulit izin perceraian dan izin poligami, sebab lain
yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang
tersebut dalam UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975, juga harus
memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam PP No.
10/1983. Dimana pegawai negeri sipil yang akan melakukan
perceraian atau poligami harus memperoleh izin lebih dulu
dari pejabat yang berwewenang untuk itu (Pasal 3 dan 4).

Apabila pegawai negeri melakukan perceraian atau
poligami tanpa izin lebih dahulu dari pejabat yang berwewe-
nang, maka ia dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhen-
tian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tidak atas per-
mintaan sendiri (pasal 16).

Selanjutnya jika pegawai negeri sipil sampai bercerai de-
ngan istrinya atas kehendak suami, maka ia wajib menyerah-
kan sepertiga gajinya kepada bekas istrinya dan sepertiganya
lagi untuk anak atau anak-anaknya. Tetapi apabila dari perka-
winannya itu tidak ada anak, maka setengah gajinya wajib
diserahkan kepada bekas istrinya (pasal 8 [2] dan [3]). Kemu-
dian jika perceraian terjadi atas kehendak istri, maka istri tidak
berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, kecuali
apabila istri terpaksa meminta cerai karena dimadu (padal 8 ayat
4 dan 5).

Demikianlah beberapa ketentuan pokok dari PP No. 10/
1983, yang bertujuan untuk mencegah atau mempersulit perce-
raian dan poligami di kalangan pegawai negeri sipil, dengan
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adanya sanksi-sanksi hukuman yang berat dan akibat-akibat
yang negatif dari perceraian dan poligami yang harus dipikir-
kan lebih dahulu secara matang oleh pegawai yang bersang-
kutan.

B. Monogami, Poligami dan Perceraian Menurut Hukum
Islam

Islam memandang poligami lebih banyak membawa
risiko atau madharat daripada manfaatnya. Karena manusia itu
menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan su-
ka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah muncul de-
ngan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang
poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber
konflik dalam kehidupan keluarga. Karena itu, hukum asal
dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami.

Karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam ke-
adaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Maka dalam
keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan
keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan poligami
dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk
semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian naf-
kah lahir dan batin serta giliran waktu tinggalnya,5 syarat-sya-
rat material dan moral.6

5 Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, vol. IV, (Mesir: Dar al-Manar, 1374 H), h.
364-370. Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, Rawaihul Bayan Tafsir Ayatil
Ahkam Minal Qur’an, terj., (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), h. 215-217.
Abu Muhammad Asyraf bin Abdil Maqshud, Fatwa-fatwa Muslimah, penj.
M. Ihsan ibn Zainuddin, (Jakarta: Darul Falah, 1421 H), h. 288. Rusydi,
Afif (ed.), Hamka Membahas Soal-soal Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas,
1985), h. 257.
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Dalam firman Allah surat an-Nisâ’ [4] ayat 2-3 disebutkan
bahwa:

?               
               
              
     

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta
mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan ja-
ngan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya
tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang
besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.7

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para wali yang menge-
lola harta anak yatim itu akan berdosa besar jika sampai makan
dan menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek de-
ngan jalan yang tidak sah; dan kepada para wali anak wanita
yatim yang mau mengawininya, agar si wali itu beri’tikad baik,
adil dan fair. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud me-
meras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-hala-
ngi anak yatim kawin dengan orang lain.

6 Syaikh Muhammad al-Ghazali, Al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad
20, terj. Muhammad Thohir dan Abu Laila, (Bandung: Mizan, 1992), h.
90. A. Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2003), h. 172-175.
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Jika wali anak yatim tersebut khawatir tidak bisa berbuat
adil, maka ia tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang
berada di bawah perwaliannya itu; tetapi ia wajib kawin de-
ngan wanita lain yang ia senangi, satu sampai empat bila ia bisa
berbuat adil. Tetapi bila ia tidak bisa berbuat adil, maka cukup
satu saja, dan ia pun tidak boleh berbuat zhalim pada istri ter-
sebut. Jika ia masih takut kalau berbuat zhalim, maka ia tidak
boleh kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya
dengan budak wanitanya.8

Konteks ayat yang membolehkan poligami sesungguhnya
lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan kehidupan anak
yatim sehingga bisa hidup secara layak. Dengan demikian me-
ngawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga
isu krusial dalam al-Qur’an tentang poligami adalah keadilan
kepada anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.9

Menurut Rasyid Ridha maksud sari ayat tersebut ialah
untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyah yang
tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini
anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya
dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara
tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan

7 Al-Qur’an, h. 114-115.
8 Rasyid Ridha, Tafsir, h. 350. Maulana Muhamamd Ali, The Religion of Is-

lam, (Lahore: The Ahmadiyah Anjuman Isy’at Islam, 1950), h. 662-663.
Umar Hubeis, Fatawa, h. 37-38. Ridwan, Membongkar, h. 176. Muhammad
Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, Intisari Islam: Kajian Komprehensif
tentang Hikmah Ajaran Islam, penj. Ilyas Hasan, (Jakarta Lentera, 2003), h.
371.

9 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Fiqh Madzhab
Sunni, alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2000), h. 373-374.
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orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demi-
kian pula tradisi zaman jahiliyah yang mengawini istri banyak
dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dila-
rang oleh Islam berdasarkan ayat ini.10

Menurut al-Thabari, laki-laki yang mempunyai keyakinan
bahwa dia akan dapat berlaku adil ketika berpoligami, maka
ia boleh menikahi maksimal empat wanita. Dan sebaliknya, laki-
laki yang khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka ia cu-
kup menikahi seorang wanita saja.11

Menurut al-Jashshash, ayat tersebut berkaitan dengan
wanita yatim yang dinikahi oleh pengasuhnya. Pernikahan ini
dilarang, ketika kecantikan dan harta wanita yatim tersebut
dijadikan sebagai alasan, karena dikhawatirkan wali tersebut
memperlakukan wanita yatim yang berada dalam pengam-
puannya secara tidak adil, maka lebih baik wali itu menikahi
wanita lain. Ayat ini juga merupakan ayat yang berupaya meng-
hapuskan kebiasaan orang Arab, bahwa seorang wali itu ber-
kuasa penuh terhadap wanita yatim yang diasuhnya, kalau ia
cantik dan kaya maka dinikahinya, kalau ia kaya dan tidak can-
tik maka tidak dinikahinya dan laki-laki lain pun tidak boleh
menikahinya, supaya wali itu bisa tetap menguasai harta milik
wanita yatim tersebut. Poligami yang disebutkan dalam ayat
tersebut hukumnya hanya mubah, dengan syarat kemampuan
berbuat adil terhadap para isteri, baik di bidang kebutuhan ma-
teri seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, dan pakaian

10 Rasyid Ridha, Tafsir, h. 347-348.
11 Ibnu Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, juz 4, (Beirut: Dar

al-Fikr, 1978), h. 155.
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maupun di bidang kebutuhan non-materi seperti kasih saying
dan kecenderungan hati.12

Ayat di atas merupakan ayat yang sering digunakan
untuk melegalkan poligami dalam Islam. Persoalannya adalah
benarkah ayat tersebut berbicara tentang kebolehan poligami?
Dan benarkah Islam melegalkan poligami? Untuk menjelaskan
permasalahan ini, menurut Abu Yasid paling tidak ada tiga
kelompok ulama yang dapat dikemukakan.13 Pertama, kelom-
pok yang menafsirkan bahwa kawin berapapun jumlahnya
diperbolehkan. Dalam hal ini ada beberapa argumentasi yang
mereka kemukakan dalam mendukung pendapat mereka,
yaitu (1) kalimat “al-Nisa’’ (perempuan) dalam ayat tersebut
menunjukkan pemahaman bahwa bilangan yang banyak tanpa
batas; (2) kalimat matsna (dua-dua), tsulatsa (tiga-tiga), dan
ruba’ (empat-empat) pada ayat tersebut tidak layak digunakan
sebagai alasan untuk men-takhshish (membatasi) bilangan
perempuan yang boleh dikawini dari kalimat nisa’ (yang me-
nunjukkan bilangan umum). Pemahaman yang mengatakan
bahwa wanita yang boleh dikawini itu hanya sebatas empat
orang saja kurang tepat. Karena dengan hanya mengkhusus-
kan sebagian (menyebutkan 2, 3 dan 4), bukan berarti hukum
sebagian lain (bilangan lebih dari empat) tidak berlaku lagi; (3)
huruf wawu tersebut mengindikasikan penjumlahan sehingga
kawin sampai sembilan (2+3+4) bahkan delapan belas (2+2+3+

12 Al-Jashshash, Ahkam al-Qur’an, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah,
t.t.), h. 50-55. Lihat juga Abul Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad
bin Umar al-Zamakhsyari, Al-Kasysyaf, juz 1, (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi, 1966), h. 496-497.

13 Abu Yasid (ed.), Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum
Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 346-348.
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3+4+4) pun dipandang absah-absah saja; (4) alasan ini diper-
kuat dengan hadits yang menganjurkan untuk senantiasa me-
ngikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Sehingga
dalam pemahaman mereka kawin lebih dari empat itu juga
merupakan sunnah Rasulullah Saw.

Pendapat tersebut ditentang oleh kelompok kedua, di
mana kelompok ini membatasi kebolehan mengawini wanita
hanya sampai empat. Selain dengan pemahaman konvensional,
mereka menolak penafsiran kelompok pertama, yang juga
mendasarkannya pada kisah seorang shahabat yang bernama
Ghailan. Sebelum memeluk Islam, ia mempunyai istri seba-
nyak sepuluh orang. Kemudian setelah Ghailan masuk Islam,
Rasulullah menyuruhnya untuk menetapkan istrinya hanya
sampai batas empat saja.14 Hal ini juga dialami oleh shahabat
Harits bin Qais al-Asadi, seorang shahabat yang mempunyai
delapan orang istri. Ketika ayat itu turun, Rasul memerintah
shahabat Harits untuk mempertahankan empat dan men-
ceraikan empat yang lainnya.15 Meskipun ada perbedaan pene-
kanan diantara dua golongan di atas, namun mempunyai titik
kesimpulan yang sama, yaitu sama-sama membolehkan poli-
gami, asalkan memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh
al-Qur’an (bisa berlaku adil).

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu per-
buatan rukhshah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan
darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih
disyaratkan harus bias berbuat adil terhadap isteri-isteri di

14 Malik ibn Anas, Al-Muwaththa’, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 375.
15 Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Al-Jami’ li

Ahkam al-Qur’an, juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 17.
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bidang nafkah, mu’amalah, pergaulan dan pembagian (waktu)
malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, ma-
ka diharuskan cukup menikahi satu orang isteri saja. Sedang-
kan bagi calon suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh
berpoligami dengan batas maksimal hanya empat orang isteri.16

Kelompok ketiga, diwakili oleh ulama kontemporer, di
antaranya Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh,
poligami hukumnya tidak boleh. Pada dasarnya, kelompok ini
berpendapat bahwa hukum poligami itu boleh asal suami da-
pat berlaku adil. Yang menjadi persoalan adalah zaman seka-
rang sangat sulit bahkan tidak ada orang yang dapat berlaku
adil kepada istri-istri mereka. Banyak orang yang berpoligami
meninggalkan istri pertama mereka dan anak-anaknya. Istri
muda lebih mereka cintai di atas segalanya. Akibatnya, per-
hatian dan curahan kasih sayang mereka lebih terfokus pada
istri muda. Ketidakadilan yang dilakukan oleh suami tidak
hanya dalam hal hubungan seksual, tetapi pada akhirnya juga
dalam hal materi.17 Bahkan poligami tersebut hanya bertujuan
untuk memuaskan hawa nafsu kaum laki-laki (suami) dan
kebutuhan biologis, tanpa ada tanggung jawab yang penuh
sebagai seorang suami.18

Pada umumnya, para fuqaha dalam membahas masalah
poligami hanya menyoroti aspek hukum kebolehan poligami

16 Sayyid Qutub, Fi Zhilal al-Qur’an, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
t.t.), h. 236-241.

17 Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, juz II, (Beirut:
Dar al-Fikr, t.t.), h. 18-27.

18 Ali Rohmad, “Poligami: Antara Keteladanan Nabi Saw. dan Apresiasi
Masyarakat”, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, no. 8 vol. 1 Juli 2003,
(Tulungagung: STAIN Tulungagung), h. 8.
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saja tanpa ada upaya untuk mengkritisi kembali hakikat di ba-
lik hukum boleh tersebut baik secara historis, sosiologis mau-
pun antropologis.19 Oleh karena itu, dalam perkembangannya
interpretasi ayat poligami sebagaimana tertuang dalam kitab-
kitab fiqh klasik banyak digugat karena dianggap bias gender.20

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lom-
patan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas syariat se-
belumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan
menikah dengan perempuan tanpa batas. Faktor historis, mem-
buktikan bahwa pada masa Rasulullah Saw. ada seorang saha-
bat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh
isteri, kemudian Rasulullah Saw. menyuruhnya untuk meng-
ambil empat orang dari sepuluh isteri tersebut. Riwayat ini mem-
buktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis dan
antropologis al-Qur’an terhadap budaya masyarakat Arab.21

Dalam menghadapi dan menyikapi persoalan tersebut
ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama,
perlu kiranya untuk melihat apa sebab-sebab yang melatar-
belakangi turunnya ayat tersebut (asbab al-nuzul). Diantara se-
bab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut adalah bah-
wa ketika Rasulullah diutus, kaum Quraisy masih tetap menja-
lankan tradisi mereka sebelumnya, termasuk kawin lebih dari
empat orang. Beliau hanya memerintah atau melarang suatu
perbuatan, tetapi tidak pernang mengungkit-ungkit tradisi me-
reka. Pada satu saat mereka menanyatakan tentang bagaimana

19 Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan
Dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001), h. 161.

20 Ridwan, Membongkar, h. 165.
21 Syafiq Hasyim, Hal-hal, h. 160.
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cara memperlakukan anak yatim. Namun mereka pernah
mempertanyakan bagaimana memperlakukan istri-istri
mereka. Hingga turunlah ayat ini, yang menjelaskan kepada
mereka bahwa perempuan-perempuan itu tidak ada ada beda-
nya dengan anak yatim. Kalau pada anak yatim harus berbuat
adil, maka Islam juga menganjurkan untuk berbuat adil kepada
istri-istri mereka. Untuk mewujudkan keadilan ini, tradisi jahi-
liyah yang biasa kawin lebih dari satu dibatasi menjadi empat.22

Kedua, ayat tersebut harus dikaitkan dengan misi kerasu-
lan. Artinya, Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul mendapat
tugas dari Tuhan untuk mengubah budaya “kawin banyak”
yang biasa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena
begitu besar bahaya yang ditimbulkan, selain menelantarkan
anak yatim serta anak yang menjadi tanggung jawabnya, poli-
gami juga menyebabkan terlantarnya istri tertua. Tetapi Nabi
tidak mungkin melarang secara total poligami yang sudah
membudaya di tengah masyarakat jahiliyah. Karena akan me-
nyebabkan terjadinya keguncangan di tengah masyarakat.
Langkah awal yang ditempuh adalah dengan membatasi ka-
win sampai empat saja. Ketiga, hadits tentang “ambil empat saja
dan ceraikan yang lain” harus diartikan bukan sebagai anjuran
untuk kawin empat. Kalau benar anjuran, mesti banyak shaha-
bat yang mempraktekkan poligami. Kenyataannya, mereka
banyak yang tidak melakukan poligami. Perintah ini hanya
ditujukan kepada orang-orang yang telah melakukan poligami.
Mereka yang memiliki satu istri atau belum kawin tidak terma-

22 Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain al-Razi, Al-Tafsir al-
Kabir, juz IX, (Beirut: dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 140.
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suk dalam sabda ini. Bahkan ada indikasi kalau Nabi Muham-
mad Saw. melarangnya.23

Sesungguhnya Allah Swt. tidak hanya sekedar memper-
bolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya,
namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu: pertama,
bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang
memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak
dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah
poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat
tersebut. Walaupun sebenarnya perintah poligami itu akan
dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami pe-
rempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain: (1) adanya
seorang laki-laki di sisi seorang janda akan mampu menjaga
dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang
keji; (2) pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi
anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik di da-
lamnya; dan (3) keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka
yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga
mereka.24

Oleh karena itu secara praktis dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 55, 56. 57 dan 58 mengatur berbagai persyaratan
bagi mereka yang ingin berpoligami. Dalam pasal 56 misalnya,
disebutkan bahwa:25

23 Abu Yasid (ed.), Fiqh Realitas, h. 350-351.
24 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, penj. Sahiron

Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 428-
429.

25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI Dirjen Binbaga Is-
lam, 2000), h. 33-34. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), h. 126.
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(1)Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus
mendapat izin dari Pengadilan Agama

(2)Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga
atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak
mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal ini al-Qur’an juga memberikan beberapa ke-
tentuan sebagai berikut:26

a. Poligami diperbolehkan dalam kondisi dan keadaan
tertentu

b. Kebolehan poligami dibatasi dengan pembatasan yaitu
tidak boleh lebih dari empat istri saja.

c. Pemberian hak yang sama pada masing-masing istri
(adil).

d. Perizinan ini merupakan pengecualian dari cara yang
biasa.

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan
darurat dengan syarat berlaku adil antara lain ialah sebagai
berikut:27

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur
dan istri mandul;

2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan
istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya se-

26 Hammudah Abdalati, Islam Suatu Kepastian, alih bahasa Nasmay Lofita
Anas, (Jakarta: Media Da’wah, 1983), h. 387.

27 Hamka, Tafsir al-Azhar, juz II, (Jakarta: PT. Pembimbing Massa, 1971), h.
307. Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 16. Baca juga Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah,
h. 53-54.
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bagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan;

3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan
zina dan krisis akhlak lainnya.

4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak
yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wa-
nitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.

Sedangkan hikmah Nabi Muhammad Saw. diizinkan ber-
istri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang
diizinkan bagi umatnya adalah sebagai berikut:28

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama.
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku

bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama
Islam.

3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.
Mengenai perceraian, Islam memandangnya sebagai per-

buatan halal yang paling dibenci agama, sebagaimana hadits
Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ibnu Umar:29


Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.

Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan de-
ngan tujuan perkawinan, dan perceraian itu membawa dam-
pak yang negatif terhadap bekas suami-istri dan anak-anak.

28 Ibid.
29 Al-Suyuti, Al-Jami’, h. 5.
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Oleh karena itu, perceraian hanya diiizinkan kalau dalam
keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi syiqaq atau
kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan
sudah diusahakan dengan i’tikad baik dan serius untuk adanya
ishlah atau rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak ber-
hasil, termasuk pula usaha dua hakam dari pengadilan tetapi
tetap tidak berhasil. Maka tidak ada jalan lain kecuali percera-
ian (talak), tetapi dalam hal ini masih talaq raj’i, artinya masih
memungkinkan suami untuk kembali atau rujuk pada istri
dalam masa iddah. Karena itu, masa iddah ini merupakan ma-
sa pengendapan (cooling period), introspeksi atau retrospeksi
untuk merenungkan dengan tenang tentang baik buruknya
perceraian bagi keluarga, dan menelusuri apa penyebab ter-
jadinya syiqaq.30

Dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan surat al-Nisa’ ayat
34 disebutkan:



 

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dicip-
takan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan
hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa
menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan
para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

30 Tentang peraturan perceraian dalam Islam ini lihat Yusuf Wibisono,
Monogami Atau Poligami: Masalah Sepanjang Masa, (Jakarta: Bulan Bintang,
1980), h. 99-104.
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tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana.31

       
      

    
  

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah
yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka menta’atimu, maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha Besar.32

Mengingat madharat yang timbul akibat perceraian dan
poligami itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap ke-
hidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat di Indo-
nesia, maka pemerintah RI berhak dan bahkan berkewajiban
untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan poli-
gami, sebagaimana tersebut dalam UU No. 1/1974, PP No. 9/
1975 dan PP No. 10/1983, demi menjaga kemaslahatan keluarga
dan masyarakat.

31 Al-Qur’an, h. 55.
32 Ibid., h. 123.



Kajian Islam Kontemporer

82



Abortus dan Menstrual Regulation

83

A. Abortus dan Menstrual Regulation Menurut Hukum di
Indonesia

Menstrual regulation merupakan istilah bahasa Inggris
yang telah diterjemahkan oleh dokter Arab menjadi istilah
wasail al-ijhadh (cara pengguguran kandungan yang masih mu-
da), sedangkan abortus diterjemahkan menjadi istilah isqath al-
hamli (pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah
bernyawa). Keduanya menurut Mahjuddin merupakan prak-
tek pengguguran kandungan.1

Menurut Sardikin Ginaputra dan Maryono sebagaimana
yang dikutip oleh Zuhdi, abortus ialah pengakhiran kehamilan
atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandu-
ngan. Menurut Maryono Reksodipura, abortus ialah pengelu-

1 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam
Masa Kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 76.
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aran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum da-
pat lahir secara alamiah).2

Metode yang dipakai untuk abortus biasanya ialah:3

a. Curratage and Dilatage (C & D)
b. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan kemudian

janin di-curet (dikiret) dengan alat seperti sendok kecil.
c. Aspirasi, yakni penyedotan isi rahim dengan pompa kecil
d. Hysterotomi (melalui operasi)

Ada dua macam abortus (pengguguran), yaitu:4

a. Abortus spontan (spontaneus abortus), ialah abortus yang
tidak disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena pe-
nyakit syphilis, kecelakaan, dan sebagainya.

b. Abortus yang disengaja (abortus provacatus/induced pro abor-
tion). Abortus ini ada dua macam, yaitu:
1) Abortus artificialis therapicus, yakni abortus yang dilaku-

kan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika
kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon
ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat,
seperti TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.

2) Abortus povacatus criminalis, yakni abortus yang dilaku-
kan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya abortus yang
dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar
perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang ti-
dak dikehendaki.

2 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji
Masagung, 1994), h. 78.

3 Ibid.
4 Ibid.
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Sedangkan menstrual regulation secara harfiah artinya pe-
ngaturan menstruasi/datang bulan/haid, tetapi dalam praktek-
nya dilakukan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu
menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris ternyata
positif hamil dan mulai mengandung, kemudian ia minta agar
“dibereskan” janinnya itu. Maka jelaslah bahwa menstrual regu-
lation itu pada hakekatnya adalah abortus provocatus criminalis
sekalipun dilakukan oleh dokter. Karena itu, abortus dan mens-
trual regulation itu pada hakekatnya adalah pembunuhan janin
secara terselubung.

Ada beberapa faktor yang mendorong seorang dokter me-
lakukan pengguguran kandungan pada seorang ibu. Faktor-
faktor itu antara lain:5

1. Indikasi medis, yaitu seorang dokter menggugurkan kan-
dungan seorang ibu, karena dalam pandangannya nyawa
wanita (ibu) yang bersangkutan tidak dapat tertolong bila
kandungannya dipertahankan. Hal ini karena seorang ibu
tersebut mengidap penyakit yang berbagaya, antara lain:
penyakit jantung, paru-paru, ginjal, hypertensi dan seba-
gainya.

2. Indikasi sosial, yaitu pengguguran kandungan itu dilaku-
kan karena didorong oleh faktor kesulitan finansial. Misal-
nya: (a) karena seorang ibu sudah menghidupi beberapa
orang anak, padahal ia tergolong miskin; (b) karena wanita
yang hamil itu disebabkan hasil pemerkosaan seorang pria
yang tidak mau bertanggung hawab; (c) karena malu dikata-
kan dihamili oleh pria yang bukan suaminya, dan sebagainya.

5 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, h. 77.
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Berdasarkan KUHP pasal 299, 346, 348 dan 349,6 negara
melarang abortus termasuk menstrual regulation dan sanksi hu-
kumannya cukup berat, bahkan hukumannya tidak hanya ditu-
jukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang
yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut.

Kalau diperhatikan, pasal-pasal KUHP yang berkaitan
dengan abortus sebagai berikut. Pasal 299:

(1)Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita
atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahu-
kan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengoba-
tan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pi-
dana penjara paling lama empat tahun atau denda paling
banyak tiga ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari ke-
untungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai
pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bi-
dan atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga;

(3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut; dalam
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya un-
tuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346; seorang wanita yang sengaja menggugurkan
atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain un-
tuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.

Pasal 347 (1): Barang siapa dengan sengaja menggugur-
kan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetu-

6 Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2001), h. 109 & 124.
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juannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita
tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas ta-
hun.

Pasal 348 (1): Barang siapa dengan sengaja menggugur-
kan kandungan atau mematikan seorang wanita dengan per-
setujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling la-
ma tujuh tahun.

Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat mem-
bantu melakukan kejahtaan yang tesebut pasal 346, atau pun
melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan
yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang
ditentukan dalam pasal itu dapat ditambahkan dengan seper-
tiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian da-
lam mana kejahatan dilakukan.

Pasal-pasal tersebut merumuskan dengan tegas tanpa pe-
ngecualian bahwa barang siapa memenuhi unsur-unsur kejaha-
tan tersebut diancam dengan hukuman sampai lima belas tahun;
bahkan bagi dokter, bidan dan tukang obat yang melakukan
atau membantu melakukan abortus, pidananya bisa ditambah
sepertiga dan bisa dicabut haknya untuk melakukan praktek
profesinya.

Tetapi sementara ini di kalangan ahli hukum di Indonesia
ada yang mempunyai ide/saran agar abortus itu dapat dilegali-
sasi seperti di negara maju/sekuler, berdasarkan pertimbangan
antara lain bahwa kenyataannya abortus tetap dilakukan secara
ilegal di mana-mana dan kebanyakan dilakukan oleh tenaga-
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tenaga non-medis seperti dukun, sehingga bisa membawa
resiko besar berupa kematian atau cacat berat bagi wanita yang
bersangkutan. Maka sekiranya abortus dapat dilegalisasi dan
dapat dilakukan oleh dokter yang ahli, maka risiko tersebut da-
pat dihindari atau dikurangi.

Pendukung ide legalisasi abortus itu menghendaki pasal-
pasal KUHP yang melarang abortus dengan sanksi-sanksinya
itu hendaknya direvisi, karena juga dipandang bisa mengham-
bat pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kependu-
dukan.

Menurut Masjfuk Zuhdi, pasal-pasal KUHP yang mela-
rang abortus hendaknya tetap dipertahankan, tetapi mungkin
perlu sebuah pengecualian, bahwa pengguguran kandungan
yang dilakukan dokter atas pertimbangan ksehatan dapat dibe-
narkan dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Dan apabila tanpa indikasi medis, maka abortus dan menstrual
regulation merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, ber-
tentangan dengan Pancasila dan moral agama, dan mempunyai
dampak yang sangat negatif berupa dekadensi moral terutama
di kalangan remaja dan pemuda, sebab legalisasi abortus dapat
mendorong keberanian orang untuk melakukan hubungan
seksual sebelum nikah.7

B. Abortus dan Menstrual Regulation menurut Pandangan
Islam

Apabila abortus dilakukan sebelum diberi ruh/nyawa pa-
da janin (embrio), yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada bebe-

7 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 81.
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rapa pendapat. Ada ulama yang membolehkan abortus antara
lain Muhammad Ramli dalam kitab al-Nihayah dengan alasan
karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada ulama yang
memandangnya makruh, karena janin sedang mengalami per-
tumbuhan. Dan ada pula yang mengharamkannya, antara lain
Ibnu Hajar dalam kitabnya al-Tuhfah dan al-Ghazali dalam ki-
tabnya Ihya’ Ulumuddin. Dan apabila abortus dilakukan
sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan, maka di kala-
ngan ulama telah ada ijma’ tentang haramnya abortus.8

Menurut Masjfuk Zuhdi, pendapat yang benar adalah
sebagaimana yang diuraikan oleh Mahmud Syaltut bahwa se-
jak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran
adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin
belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandu-
ngan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan un-
tuk makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang di-
hormati dan dilindungi eksistensinya. Lebih jahat dan makin
besar dosanya, apabila penggugurannya dilakukan setelah ja-
nin bernyawa, dan lebih besar lagi dosanya jika sampai dibu-
nuh atau dibuang bayi yang baru lahir tersebut.9

Islam membolehkan pengguguran itu, jika dilakukan ka-
rena benar-benar terpaksa demi melindungi/menyelamatkan
si ibu, bahkan Islam mengharuskannya. Hal ini tidak lain
karena didasari oleh prinsip:



8 Masjfuk Zuhdi, Islam dan Keluarga Berencanan di Indonesia, (Surabaya: Bina
Ilmu, 1986), h. 39. Ibrahim Muhammad al-Jamal, Tanya, h. 158-160. Said
Agil Husin Al-Munawar, Hukum, h. 115.

9 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 82. Muhammad Ibrahim Salim, Fiqih, h. 206.
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Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang
berbahaya itu adalah wajib.

Dalam hal ini, keselamatan seorang ibu lebih diutamakan
daripada nyawa janinnya, dengan dasar pertimbangan sebagai
berikut:10

1. Kehidupan ibu di dunia ini sudah nyata, sedangkan ke-
hidupan janinnya belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak
hidup daripada janinnya.

2. Mengorbankan ibu lebih banyak resikonya daripada me-
ngorbankan janinnya. Karena kalau seorang ibu yang me-
ninggal, semua anak yang ditinggalkannya mengalami pen-
deritaan, terutama bayinya yang baru lahir. Tetapi kalau
janinnya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan di-
bandingkan dengan resiko kematian ibunya.

Jadi dalam hal ini, Islam tidak membenarkan menyela-
matkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena ke-
beradaan ibu lebih diutamakan mengingat dia merupakan
tiang/sendi keluarga dan dia telah mempunyai beberapa hak
dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun sesama makhluk.
Berbeda dengan si janin, selama ia belum lahir di dunia dalam
keadaan hidup, ia tidak/belum mempunyai kewajiban apa pun.11

Sedangkan menstrual regulation, Islam juga melarangnya,
karena pada hakekatnya sama dengan abortus. Keduanya sa-
ma-sama merusak/menghancurkan janin calon manusia yang
dimuliakan Allah Swt., karena ia berhak tetap survive dan lahir

10 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, h. 78.
11 Mahmud Syaltut, Al-Fatwa, h. 289-292.
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dalam keadaan hidup, sekalipun eksistensinya hasil dari hu-
bungan yang tidak sah. Sebab menurut Islam bahwa setiap anak
lahir dalam keadaan suci (tidak bernoda).12 Hal ini sesuai de-
ngan hadits Nabi Saw.:




Semua anak dilahirkan atas fitrah, sehingga jelas pembi-
caraannya. Kemudian orang tuanyalah yang menyebabkan
anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.

Yang dimaksud dengan fitrah dalam hadits ini ada dua
macam, yaitu:13

a. Dasar pembawaan manusia (human nature) yang religius
dan monoteis, artinya bahwa manusia itu dari dasar pem-
bawaannya adalah makhluk yang beragama dan percaya
pada keesaan Allah secara murni.

b. Kesucian/kebersihan (purity), artinya bahwa semua anak
manusia dilahirkan dalam keadaan suci/bersih dari macam
dosa.

C. Eugenetika menurut Pandangan Hukum Islam

Pada akhir-akhir ini diisukan adanya praktek eugenetika
di salah satu rumah sakit di Jakarta. Eugenetika, artinya seleksi
ras unggul, dengan tujuan agar janin yang dikandung oleh ibu
dapat diharapkan lahir sebagai bayi yang normal dan sehat

12 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 83.
13 Ibid.
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fisik, mental dan intelektual.14 Sebagai konsekuensinya, apabila
janin diketahui dari hasil pemeriksaan medis yang canggih,
menderita cacat atau penyakit yang sangat berat, maka digu-
gurkan janin tersebut dengan alasan hidup anak yang demi-
kian tidak ada artinya dan menderita sepanjang hidupnya, dan
juga menjadi beban keluarga dan masyarakat/negara.

Permasalahannya, sejauhmana eugenetika tersebut.
Apakah pengguguran janin yang telah dilakukan itu hanya
terbatas pada janin yang menderita down syndrome saja misal-
nya, ataukah lebih jauh lagi, misalnya pengguguran juga dila-
kukan atas permintaan ibu atau keluarga yang bersangkutan
karena jenis kelaminnya tidak sesuai dengan harapannya.

Menurut Masjfuk Zuhdi15, apabila pengguguran janin di-
lakukan dengan alasan down syndrome maka masih tolarable,
karena mengingat madarat/resikonya jauh lebih besar daripada
maslahahnya jika mempertahankan hiudp janin itu. berbeda
dengan eugenetika (baca: abortus) yang dilakukan atas permin-
taan ibu/keluarga dengan alasan jenis kelaminnya tidak sesuai
dengan harapannya maka jelaslah tindakan yang demikian itu
tidak manusiawi dan perbuatan kriminal, sebab bertentangan
dengan norma agama, norma Pancasila, dan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku (KUHP Pidana dan UU No. 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan).  []

14 Muhammad Ibrahim Salim, Fiqih, h. 207.
15 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 84.
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Homoseksual dan Lesbian

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-
orang yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun se-
sama wanita. Namun biasanya istilah homosex itu dipakai un-
tuk seks antar-pria; sedangkan lesbian (female homosex) dipakai
untuk seks antar-wanita. Lawan dari homosex adalah hete-
rosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang ber-
beda kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita).1

Homoseksual (liwath) dilakukan dengan cara memasuk-
kan penis (dzakar) ke dalam anus (dubur); sedangkan lesbian
dilakukan dengan cara melakukan masturbasi satu sama lain

1 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji
Masagung, 1994), h. 42. M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-
masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2000), h. 58.

HOMOSEKSUAL, LESBIAN

DAN ONANI/MASTURBASI5
B A B
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atau dengan cara lainnya untuk mendapatkan orgasme atau
puncak kenikmatan (climax of the sex act).

Dalam perspektif sejarah, hal ini sudah pernah terjadi
yaitu pada zaman Nabi Luth as., dimana al-Qur’an mence-
ritakan kaum Nabi Luth as. sebagai kaum yang terkenal memi-
liki sifat-sifat homoseksual. Mereka tidak mau mengawini pe-
rempuan, kecuali sangat gemar melakukan hubungan seks
dengan sesama laki-laki.

Ketika Nabi Luth as. menawarkan beberapa orang perem-
puan cantik untuk dikawininya, maka mereka menolaknya de-
ngan mengatakan: Kami sama sekali tidak menginginkan pe-
rempuan, karena kami sudah memiliki pasangan hidup yang
lebih baik, yaitu laki-laki yang berfungsi sebagai teman hidup
yang dapat membantu kelangsungan hidup kami, ia pun bisa
digunakan untuk melampiaskan nafsu seksual. Oleh karena
itu, ketika Nabi Luth as. didampingi oleh para malaikat utusan
Allah yang bertampan pemuda rupawan, maka ia merasa ce-
mas karena dikiranya bahwa mereka adalah manusia biasa yang
menemuinya.2

Terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang menerangkan
tentang kaum Nabi Luth as. tersebut, antara lain dalam surat
asy-Syu’arâ [26] ayat 165-166 sebagai berikut:

          
 

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu
tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bah-
kan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.3

2 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, h. 23.
3 Al-Qur’an, h. 585.
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Dalam surat Hûd [11] ayat77-79 juga disebutkan bahwa:

       
               
        
         

Dan tatkala dating utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada
Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedata-
ngan mereka, dan dia berkata: “Ini adalah hari yang amat sulit”. Dan
datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak
dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth
berkata: “Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negeri)ku mereka lebih
suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu
mencermankan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di an-
taramu seorang yang berakal?” Mereka menjawab: “Sesungguhnya
kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap
puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang
sebenarnya kami kehendaki”.4

Perbuatan kaum homo, baik seks antar sesama pria (ho-
moseksual) maupun seks antar sesama wanita (lesbian) meru-
pakan kejahatan (jarimah/jinayah) yang dapat diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun menurut hukum pidana
di Indonesia (pasal 292 KUHP).5

Menurut hukum fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam), ho-
moseksual termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan
norma agama, norma susila, dan bertentangan dengan sunna-

4 Ibid., h. 339.
5 Moelyanto, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), (Jakarta: Bima

Aksara, 1985), h. 127.
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tullah dan fitrah manusia. Sebab Allah menjadikan manusia
terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan
sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah
dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang. Sebagai-
mana firman Allah Swt. dalam surat an-Nahl [16] ayat 72 dan
surat ar-Rûm [30] ayat 21:

           
      

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-
cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa me-
reka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?6

             
     

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ter-
dapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.7

Homoseks ini akan membawa pengaruh yang negatif ter-
hadap kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara
lain terjadinya kegoncangan jiwa, depresi mental, pengaruh
terhadap akhlak sanga berbahaya karena tidak dapat membe-
dakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan akan me-

6 Al-Qur’an, h. 412.
7 Ibid., h. 644.
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nimbulkan suatu sindrom atau himpunan-himpunan gejala-
gejala penyakit mental yang disebut herastenia.8

Menurut Muhammad Rashfi dalam kitabnya al-Islam wa
al-Thib, sebagaimana yang dikutip oleh Sayid Sabiq bahwa Is-
lam melarang keras homosex, karena mempunyai dampak
yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat
antara lain sebagai berikut:9

1. Tidak tertarik kepada wanita, tetapi justru tertarik kepada
pria sama kelaminnya. Akibatnya kalau di homo itu kawin,
maka istrinya menjadi korban, karena suaminya bisa tidak
mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan si istri hi-
dup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta tidak menda-
patkan keturunan.

2. Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kela-
min, tidak stabil jiwanya, dan timbul tingkah laku yang
aneh-aneh pada pria pasangan si homo.

3. Gangguan saraf otak, yang akibatnya bisa melemahkan
daya pikiran dan semangat atau kemauannya.

4. Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kehila-
ngan atau kekurangan daya ketahanan tubuhnya.

Para ahli hukum fiqh sekalipun telah sepakat mengha-
ramkan homosex, tetapi mereka berbeda pendapat dalam me-
netapkan hukumannya.10 Pendapat pertama, Imam Syafi’i, pasa-
ngan homosex dihukum mati, berdasarkan hadits Nabi:

8 M. Ali Hasan, Masail, h. 62.
9 Sayid Sabiq, Fiqh, vol. II, h. 361-365.
10 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 44-45.
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
“Barangsiapa menjumpai orang yang berbuat homosex seperti praktek
kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasa-
ngannya)”.

Menurut al-Mundziri, Khalifah Abu Bakar dan Ali pernah
menghukum mati terhadap pasangan homosex.

Pendapat kedua, al-Auza’i, Abu Yusuf danlain-lain, hu-
kumannya disamakan dengan hukuman zina, yakni hukuman
dera dan pengasingan untuk yang belum kawin, dan dirajam
untuk pelaku yang sudah kawin. Hal ini berdasarkan hadits
Nabi:


“Apabila seorang pria melakukan hubungan seks dengan pria lain,
maka kedua-duanya adalah berbuat zina”.

Pendapat ketiga, Abu Hanifah, pelaku homosex dilakukan
ta’zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar
ringannya hukuman ta’zir diserahkan kepada pengadilan
(hakim). Hukuman ta’zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau
pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar huku-
mannya oleh nash al-Qur’an dan hadits.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut al-Syau-
kani sebagaimana yang dikutip oleh Sayid Sabiq11 bahwa pen-
dapat pertamalah yang kuat karena berdasarkan nash shahih
yang jelas maknanya; sedangkan pendapat kedua dianggap
lemah, karena memakai qiyas, padahal ada nashnya dan sebab

11 Sayid Sabiq, Fiqh, h. 365-367.
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hadits yang dipakainya lemah. Demikian pula pendapat ketiga
juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nash yang
telah menetapkan hukuman mati (hukuman had), bukan hu-
kuman ta’zir.

Mengenai perbuatan lesbian atau sahaq, para ahli fiqh juga
sepakat mengharamkannya, berdasarkan hadits Nabi:


Æ

Janganlah pria melihat aurat pria lain dan jangalah wanita melihat
aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain
di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan
dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain.

Menurut Sayid Sabiq, lesbian ini dihukum ta’zir, suatu
hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada
pengadilan. Jadi hukumannya lebih ringan daripada homosek-
sual, karena bahaya atau resikonya lebih ringan dibandingkan
dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu bersentuhan
langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya; seperti halnya
seorang pria bersentuhan langsung (pacaran) dengan wanita
bukan istrinya tanpa memasukkan penisnya ke dalam vagina.
Perbuatan semacam ini tetap haram, sekalipun bukan zina, te-
tapi dapat dikenakan hukuman ta’zir seperti lesbian di atas.12

Perlu ditegaskan bahwa perbuatan lesbian itu bertenta-
ngan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula
dengan sunnatullah dan fitrah manusia. Karena itu, Islam me-
larangnya dan dihukum dengan hukuman ta’zir, agar pelaku-
nya mau menghentikan dan meninggalkan perbuatan itu.

12 Ibid., h. 369.
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Dalam uraiannya, Mahjuddin menyimpulkan bahwa gan-
jaran hukum pelaku dan orang yang dikumpuli oleh homosek-
sual dan lesbian, menjadi tiga kalasifikasi pendapat, yaitu:13

a. Memberikan ganjaran hukuman bagi pelaku homoseksual
dan lesbian bersama-sama orang yang dikumpulinya, de-
ngan hukuman rajam bila ia sudah pernah kawin; dan huku-
man dera seratus kali bila ia belum pernah kawin. Atau
memberikan hukuman dengan mengasingkan selama se-
tahun bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bersama de-
ngan orang-orang yang dikumpulinya, baik ia telah kawin
maupun belum kawin. Pendapat ini dianut oleh segolongan
ulama hukum Islam, yang menganggap dirinya mengikuti
pendapat Imam Syafi’i.

b. Memberikan ganjaran hukuman bagi pelaku homoseksual
dan lesbian bersama dengan orang-orang yang dikumpuli-
nya, dengan hukuman rajam; meskipun ia belum pernah ka-
win. Pendapat ini dianut oleh segolongan ulama hukum Is-
lam yang menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam
Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal.

c. Memberikan ganjaran hukuman bagi pelaku homoseksual
dan lesbian beserta orang-orang yang dikumpulinya dengan
hukuman mati, baik ia sudah pernah kawin maupun belum.

Masturbasi (Onani)

Istilah masturbasi ini berasal dari bahasa Inggris, mastur-
bation. Menurut ahli hukum Islam, masturbasi ini disebut de-
ngan istilah al-Istimna’, yang berarti onani atau perancapan.

13 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, h. 27-28.



Homoseksual, Lesbian dan Onani/Masturbasi

101

Kata ini sebenarnya berasal dari isim (kata benda) al-Maniyy (air
mani), kemudian dialihkan menjadi fi’il (kata kerja) istamna-
yastamni lalu menjadi istimna’, yang berarti mengeluarkan air
mani. Pengertian onani ini sebenarnya adalah mengeluarkan
air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan
(tangan misalnya) untuk mendapatkan kepuasan seks.14

Mengenai onani (istimna’ bi al-yad), yakni masturbasi
dengan tangan sendiri. Islam memandang sebagai suatu perbu-
atan yang tidak etis dan tidak pantas dilakukan. Namun para
ahli hukum fiqh berbeda pendapat tentang hukumnya. Penda-
pat-pendapat itu antara lain:15

Pendapat pertama, Ulama Maliki, Syafi’i dan Zaidi meng-
haramkan secara mutlak. Berdasarkan firman Allah Swt dalam
al-Qur’an surat al-Mukminun [23] ayat 5-7:

      
      

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-
istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesung-
guhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang
di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.16

Pendapat kedua, Ulama Hanafi secara prinsip mengha-
ramkan onani, tetapi dalam keadaan gawat, yakni orang yang
memuncak nafsu seksnya dan khawatir berbuat zina, maka ia

14 Ibid., h. 29.
15 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 46-47. Al-Ghazali, Halal dan Haram, terj. M.A.

Asyhari, (t.kp: CV. Bintang Remaja, t.t), h. 249-250. Mahjuddin, Masailul
Fiqhiyah, h. 29-31.

16 Al-Qur’an h. 526.
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boleh bahkan wajib berbuat onani demi menyelamatkan diri-
nya dari perbuatan zina yang jauh lebih besar dosa dan baha-
yanya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:


“Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya”.

Pendapat ketiga, Ulama Hanbali mengharamkan onani,
kecuali kalau orang takut untuk berbuat zina (karena terdorong
nafsu seksnya yang kuat), atau khawatir terganggu kesehatan-
nya, sedangkan ia tidak mempunyai istri atau budak wanita,
dan ia tidak mampu kawin maka ia tidak berdosa.

Menurut pendapat kedua dan ketiga, onani hanya diper-
bolehkan dalam keadaan terpaksa. Sudah barang tentu yang
diperbolehkan dalam keadaan terpaksa itu juga dibatasi se-
minimal mungkin penggunaannya. Hal ini sesuai dengan
kaidah fiqh:


“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekadarnya
saja”.

Kaidah fiqh tersebut berdasarkan firman Allah Swt. da-
lam al-Qur’an surat al-Baqarah [2] ayat 173:

                 
“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang
ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”.17

17 Ibid., h. 42.
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Pendapat keempat, Ibnu Hazm memandang makruh onani,
tidak berdosa, tetapi tidak etis. Pendapat kelima, Ibnu Abbas,
al-Hasan dan lain-lain membolehkan onani. Kata al-Hasan,
“Orang Islam dahulu melakukannya dalam waktu peperangan
(jauh dari keluarga/istri)”. Dan kata Mujahid seorang ahli tafsir
murid Ibnu Abbas, “Orang Islam dahulu (sahabat Nabi) men-
toleransi para remaja/pemudanya melakukan onani/mastur-
basi”. Hukum mubah berbuat onani ini berlaku baik untuk pria
maupun wanita.

Menurut Masjfuk Zuhdi, masturbasi atau onani diperbo-
lehkan dalam situasi dan kondisi tertentu atau masa remaja
(masa pubertas). Namun tidak boleh dilakukan secara rutin,
sebab kalau sering dilakukan akan bisa mengganggu kesehatan
jasmani dan rohani. Demikian pula bisa melemahkan potensi
kelaminnya, serta kemampuan ejakulasinya, sehingga menjadi
sebab gagalnya sel sperma pria menerobos masuk untuk ber-
temu dengan sel telur wanita (ovum).18  []

18 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 48.
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Pendahuluan

Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris, insemination
yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi,
bukan secara alamiah. Kata inseminasi itu sendiri, dimaksud-
kan oleh dokter Arab dengan istilah al-talqih dari fiil (kata kerja)
laqqaha-yulaqqihu menjadi talqihan yang berarti mengawinkan
atau mempertemukan (memadukan). Dalam hal ini ada dua
macam inseminasi, yaitu inseminasi alamiah (yaitu pembua-
han dengan cara hubungan badan antara dua jenis makhluk
biologis), dan inseminasi buatan.1

Inseminasi buatan (artificial insemination) yang padanan
katanya dalam bahasa Arab adalah  2 dapat ber-

1 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam
Masa Kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 1.

2 Hans Wahr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (Bairut: Librairie Du
Liban, 1980), h. 526 & 874. Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, (Kairo: Dar al-
Syuruq, 1991), h. 325.

BAYI TABUNG

DAN INSEMINASI BUATAN

(HEWAN DAN MANUSIA)
6
B A B



Kajian Islam Kontemporer

106

arti pembuahan buatan.3 Dengan demikian dapat diambil pe-
ngertian bahwa inseminasi buatan ialah pembuahan pada he-
wan atau manusia tanpa melalui senggama. Masalah insemi-
nasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah
ijtihadi, karena tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan sunnah.4

Karena itu, kalau masalah ini hendak dikaji menurut hukum
Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang
lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad, agar dapat ditemukan
hukumnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan
sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam.

Namun, seyogyanya masalah inseminasi buatan ini dikaji
dengan menggunakan pendekatan multi disipliner oleh para
ulama dan cendekiawan Muslim dari berbagai disiplin ilmu
yang relevan dengan masalah ini, agar dapat diperoleh huku-
mnya yang benar-benar proporsional dan mendasar. Misalnya
ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum, agama dan etika.

Masalah inseminasi buatan ini sejak tahun 1980-an telah
banyak dibicarakan di kalangan umat Islam, baik di tingkat na-
sional maupun tingkat internasional. Misalnya Majelis Tarjih
Muhammadiyah dalam Muktamarnya tahun 1980 mengha-
ramkan bayi tabung dengan sperma donor. Lembaga Fiqh
Islam OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Amman tahun 1986
mengharamkan bayi tabung (inseminasi buatan) dengan donor
sperma dan/atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan
dengan sel sperma dan ovum dari istri sendiri.5

3 John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT.
Gramedia, 1984), h. 324.

4 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji
Masagung, 1994), h. 152.

5 Ibid., h. 153.
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Inseminasi Buatan pada Hewan dan Manusia menurut Hukum
Islam

Setiap perbuatan atau tingkah laku manusia mukallaf (de-
wasa dan sehat pikirannya) ada hukumnya. Dan setiap kete-
tapan hukum Islam mempunyai dasar-dasar hukumnya seperti
al-Qur’an, hadits, qiyas, ijma’, maslahah mursalah dan seba-
gainya; dan mempunyai pula motif hukumnya (‘illatul hukmi)
serta hikmahnya. Hanya saja ada masalah-masalah yang cukup
jelas hukumnya, dasar-dasar hukumnya, motif/’illat hukum-
nya, dan juga hikmahnya.6 Misalnya masalah perkawinan pria
Muslim dengan wanita ateis, animis atau politeis, hukumnya
haram. Di samping itu, banyak pula masalah yang tidak/belum
jelas hukumnya, dasar hukumnya, ‘illat hukumnya dan hik-
mahnya. Misalnya masalah inseminasi buatan ini. Masalah-ma-
salah seperti ini perlu segera dikaji untuk kemudian disebar-
luaskan kepada masyarakat, agar umat Islam dapat mengeta-
hui hukumnya yang benar, sehingga tidak confused dan tidak
ikut-ikutan melalukan inseminasi buatan tanpa mengetahui
hukumnya.

1. Hukum Inseminasi Buatan pada Hewan

Pada umumnya hewan itu, baik yang hidup di darat, di
air maupun yang hidup di udara (angkasa) adalah halal dima-
kan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahtera-
an hidupnya, kecuali beberapa jenis makanan/hewan yang di-
larang dengan jelas oleh agama.

6 Ibid.



Kajian Islam Kontemporer

108

Kehalalan hewan pada umumnya dan hewan ternak pada
khususnya adalah berdasarkan firman Allah dalam surat al-
Baqarah [2] ayat 29, yang menyatakan bahwa semua yang ada
di langit dan di bumi ini untuk kesejahteraan manusia.

             
   

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya
tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dan juga surat al-Mâidah [5] ayat 2 yang menyatakan bah-
wa semua hewan ternak dihalalkan, kecuali yang tersebut dalam
surat al-An’âm [6] ayat 145, an-Nahl [16] ayat 115, al-Baqarah
[2] ayat 173, dan al-Mâidah [5] ayat 3. Secara berturut-turut
bunyi ayat-ayat itu adalah sebagai berikut:

         
           

              
          

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-
syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan
dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji,
Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)
kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
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dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya (QS. al-Mâidah [5]: 2).

                 
               
      

Katakanlah: “Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak mema-
kannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir
atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau bi-
natang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang da-
lam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Peng-
ampun lagi Maha penyayang” (QS. al-An’âm [6]: 145).

               
   

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan)
bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan me-
nyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa mema-
kannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas,
Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
(QS. an-Nahl [16]: 115).

             
     

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)
selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (mema-
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kannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melam-
paui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Baqarah [2]: 173).

                
              
           
                 
         

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, ke-
cuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)
yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi
nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu)
adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa un-
tuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada
mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa
terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Mâidah [5]:
3).

Mengenai hewan yang halal dan haram, terdapat perbe-
daan pendapat di kalangan ulama, yakni:7

a. Ulama yang hanya mengharamkan 10 macam makanan/
hewan yang tersebut dalam surat al-Maidah ayat 3, sebab
ayat ini termasuk wahyu terakhir yang turun.

7 Ibid., h. 154.
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b. Ulama hadits menambah beberapa larangan berdasarkan
hadits Nabi, yaitu antara lain: semua binatang buas yang
bertaring, semua burung yang berkuku tajam, keledai pe-
liharaan, dan peranakan kuda dengan keledai (bighal).

c. Ulama fiqh/madzhab menambah daftar sejumlah hewan
yang haram dimakan berdasarkan ijtihad, yaitu antara lain:
semua jenis anjing termasuk anjing hutan dan anjing laut,
rubah, gajah, musang/garangan, burung undan, rajawali,
gagak, buaya, tawon, semua jenis ulat dan serangga.

d. Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang tidak jelas halal/
haramnya berdasarkan nash al-Qur’an itu ada dua macam,
yaitu semua hewan yang baik, bersih dan enak/lezat (thay-
yib) adalah halal; dan semua hewan yang jelek, kotor dan
menjijikkan adalah haram. Namun kriteria baik, bersih, enak
dan menarik atau kotor, jelek dan menjijikkan tidak ada
kesepakatan di kalangan ulama. Apakah kriterianya tergan-
tung pada selera dan watak masing-masing orang/kelom-
pok atau suku/bangsa, ataukah menurut ukuran umumnya.8

Mengembangbiakkan semua jenis hewan yang halal
diperbolehkan oleh Islam, baik dengan jalan inseminasi alami
maupun inseminasi buatan. Dasar hukum boleh membuat
inseminasi buatan ini adalah:9

a. Dasar qiyas (analogi)
Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ia melihat
penduduk Madinah melakukan pembuahan buatan pada

8 Rasyid Ridha, Tafsir, vol. VI, h. 172.
9 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 155.
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pohon kurma. Lalu Nabi menyarankan agar tidak usah me-
lakukan itu. Kemudian ternyata buahnya banyak yang ru-
sak. Dan setelah hal itu dilaporkan kepada Nabi, maka beliau
berpesan:


“Lakukanlah pembuahan buatan! Kalian lebih tahun tentang urusan
dunia kalian”.

Kalau inseminasi buatan pada tumbuh-tumbuhan itu diper-
bolehkan, kiranya inseminasi buatan pada hewan juga dibe-
narkan, karena kedua-duanya sama-sama diciptakan oleh
Tuhan untuk kesejahteraan umat manusia, sebagaimana fir-
man Allah dalam al-Qur’an surat Qâf [50] ayat 9-11 dan surat
an-Nahl [16] ayat 5-8.

b. Kaidah hukum fiqh Islam:


Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang
kongkret melarangnya.

Dan karena tidak dijumpai ayat dan hadits yang secara eks-
plisit melarang inseminasi buatan pada hewan, maka berarti
hukumnya mubah.

Namun, mengingat misi Islam tidak hanya mengajak umat
manusia untuk beriman, beribadah, dan bermuamalah yang
baik sesuai dengan tuntutan Islam, melainkan Islam juga me-
ngajak manusia untuk berakhlak yang baik terhadap Tuhan, se-
sama manusia, dan sesama makhluk termasuk hewan dan ling-



Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan

113

kungan hidup. Oleh karena itu, patut dipersoalkan dan dire-
nungkan, apakah melakukan inseminasi buatan pada hewan
terus menerus sepanjang hidupnya secara moral bisa dibenar-
kan? Sebab hewan makhluk hidup seperti manusia juga mem-
punyai nafsu dan naluri untuk kawin guna memenuhi seksual
instingnya, mencari kepuasan, dan melestarikan jenisnya di
dunia.

2. Hukum Inseminasi Buatan pada Manusia (Bayi Tabung)

Sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran dan biologi yang canggih, maka teknologi bayi ta-
bung ini ditangani orang-orang yang kurang beriman dan ber-
takwa, dikhawatirkan dapat merusak peradaban umat manu-
sia, bisa merusak nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa
serta akibat-akibat negatif lainnya yang tidak terbayangkan
oleh kita sekarang ini. Sebab apa yang dihasilkan dengan tek-
nologi, belum tentu bisa diterima dengan baik menurut agama,
etika dan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini terbukti
dengan adanya kasus bayi tabung atau inseminasi buatan.

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah di-
kembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain:10

1. Fertilazation in Vitro (FIV) dengan cara mengambil sperma
suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung),
dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri.

10 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 20. Abd. Salam Arief, Pembaharuan Pemikiran
Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh
Mahmud Syaltut, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 159.
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2. Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT) dengan cara mengambil
sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi
pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba pa-
lupi).

Masalah bayi tabung (inseminasi buatan) telah banyak
dibicarakan di kalangan Islam dan di luar Islam, baik di tingkat
nasional maupun internasional. Misalnya Majelis Tarjih Mu-
hammadiyah dalam muktamarnya tahun 1980 mengharamkan
bayi tabung dengan donor sperma. Lembaga Fiqh Islam OKI
(Organisasi Konferensi Islam) mengadakan sidang di Amman
pada tahun 1986 untuk membahas beberapa teknik inseminasi
buatan (bayi tabung) dan mengharamkan bayi tabung dengan
sperma dan/atau ovum donor. Vatikan secara resmi pada tahun
1987 telah mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung,
ibu titipan, dan seleksi jenis kelamin anak, karena dipandang
tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia. Kemu-
dian Kartono Muhammad, Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
mengharap agar masyarakat Indonesia bisa memahami dan
menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovum da-
ri suami istri sendiri.

Dalam pandangan Islam, bayi tabung (inseminasi buatan)
apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri
sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita
lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang ber-
poligami), maka Islam membenarkan, baik dengan cara meng-
ambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina
atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan
di luar rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam di
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dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang ber-
sangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan
untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan ala-
mi, suami istri tidak berhasil memperoleh anak.11 Hal ini sesuai
dengan kaidah hukum Fiqh Islam:


Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlakukan seperti da-
lam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membo-
lehkan melakukan hal-hal yang terlarang.

Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan de-
ngan bantuan, donor sperma dan atau ovum, maka diharam-
kan, dan hukumnya sama dengan zina. Dan sebagai akibat hu-
kumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya
hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.12

Dalil-dalil syara’ yang dapat dijadikan sebagai dasar hu-
kum untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan donor
ialah sebagai berikut:

             
 

11 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 21. Ahmad Qodri A. Azizy, Islam dan Permasa-
lahan Sosial: Mencari Jalan Keluar, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 235-238.
Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muk-
tamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M), penj. M. Djama-
luddin Miri, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur bekerjasama dengan Di
antama, 2004), h. 372.

12 Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, h. 328. Azyumardi Azra (peny.), Islam dan
Masalah-masalah Kemasyarakatan, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 205-
206. Muhammad Tanthawi, dkk., Problematika, h. 158. Ibrahim Muhammad
al-Jamal, Tanya Jawab Fikih Wanita, penj. Irwan Kurniawan (Jakarta: PT.
Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 158.
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Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari
yang baik-bak dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sem-
purna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. al-
Isrâ’ [17]: 70).13

            
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya” (QS. at-Tîn [95]: 4).14


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ         ()

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir
menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri
orang lain)”.15

Dengan hadits ini para ulama madzhab sepakat meng-
haramkan seseorang mengawini/melakukan hubungan sek-
sual dengan wanita hamil dari orang lain yang mempunyai ika-
tan perkawinan yang sah. Tetapi mereka berbeda pendapat
apakah sah/tidak seorang pria mengawini wanita hamil dari
orang lain akibat zina? Menurut madzhab Hanbali, wanita ter-
sebut tidak boleh dinikahi oleh pria yang tidak menghamilinya
sebelum anak yang dikandung itu lahir. Sebab pada masa itu,
dia dalam masa ‘iddah.

Sedangkan menurut madzhab Syafi’i membolehkan wa-
nita hamil tersebut dikawini oleh orang yang tidak mengha-

13 Al-Qur’an, h. 435.
14 Ibid., h. 1076.
15 Al-Shun’ani, Subul al-Salam, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.), h. 207.
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milinya tanpa harus menunggu lahirnya bayi yang dikandung-
nya. Sebab anak yang dikandungnya tidak ada hubungan nasab
dengan pria yang berzina yang menghamili ibunya. Karena itu,
adanya janin itu sama dengan tidak adanya, sehingga tidak per-
lu ada masa ‘iddah. Sementara Abu Hanifah membolehkan juga
seorang mengwini wanita hamil dari zina dengan orang lain
(sah nikahnya), tetapi dengan syarat pria yang menjadi suami-
nya itu untuk sementara tidak boleh melakukan hubungan sek-
sual dengan istrinya sebelum bayi yang dikandungnya lahir.

Jelaslah, bahwa masalah mengawini wanita hamil karena
zina itu merupakan masalah ijtihadiyah dan di kalangan ulama
terdapat tiga pendapat. Menurut Masjfuk Zuhdi, pendapat
yang paling membawa maslahah bagi masyarakat Islam di
Indonesia ialah pendpaat Abu Hanifah yang membolehkan se-
orang pria menikahi wanita hamil karena zina dengan pria lain
yang tidak mau bertanggung jawab, dengan catatan si suami
tidak boleh mensetubuhi si istri sebelum melahirkan berdasar-
kan beberapa pertimbangan antara lain:16

1) Fatwa hukum Abu Hanifah telah mengandung unsur hu-
kuman yang besifat edukatif dan kuratif terhadap wanita
pelaku zina itu.

2) Untuk menjaga kehormatan anak yang tak berdosa yang
lahir dari hubungan yang tidak sah. Sebab semua anak lahir
sebagai anak yang suci, tidak membawa dosa.

3) Untuk menutup aib (cela) pada keluarga wanita itu, sebaba
kehamilan si wanita dan kelahiran anaknya tanpa mempu-
nyai suami/bapak yang rsmi adalah sangat tercela di ma-

16 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 23-24.
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syarakat, sedangkan Islam menganjurkan orang mau menu-
tup aib orang lain.

4) Sesuai dengan hadits Nabi Saw.


Ingatlah! Tidak boleh disetubuhi wanita-wanita hamil, sehingga
mereka melahirkan dan tidak boleh pula disetubuhi wanita-wanita
tidak hamil, sehingga jelas bersih rahimnya karena menstruasi.

Menurut Masjfuk Zuhdi, madzhab Hanbali yang meng-
haramkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan
pria yang tidak menghamilinya sebelum habis masa ‘iddahnya
adalah mengandung hukuman yang cukup berat yang tidak
hanya dirasakan oleh si wanita pelaku zina, melainkan juga oleh
keluarganya, lebih-lebih nantinya akan dirasakan oleh si anak
yang tidak berdosa akibat ulah ibunya. Sebaliknya, madzhab
Syafi’i yang membolehkan wanita hamil karena zina bisa dini-
kahi pria lain tanpa syarat bisa membawa dampak negatif dalam
masyarakat, yakni pria dan wanita tidak merasa takut melaku-
kan hubungan seksual di luar nikah. Sebab kalau terjadi keha-
milan, pria dan wanita tersebut bisa kawin dengan dengan pria
lain tanpa menunggu ‘iddah, kecuali kalau keduanya atau sa-
lah satu dari keduanya masih terikat tali perkawinan dengan
orang lain.17

Pada zaman imam-imam madzhab, masalah bayi tabung
(inseminasi buatan) belum muncul, sehingga tidak diperoleh
fatwa hukumnya dari mereka. Menurut hemat penulis, hadits
tersebut bisa menjadi dalil untuk mengharamkan inseminasi

17 Ibid., h. 24.
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buatan dengan donor sperma dan/atau ovum, karena kata ma’
dalam bahasa Arab dan juga di dalam al-Qur’an bisa dipakai
untuk pengertian air hujan atau air pada umumnya, dan bisa
juga untuk pengertian benda cair atau sperma.

Sedangkan kaidah hukum fiqh Islam berbunyi:


Menghindari mahdarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari
atau menarik maslahah.

 Kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan atau
bayi tabung dengan donor sperma dan atau ovum lebih men-
datangkan madharatnya daripada maslahahnya. Maslahahnya
adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau
salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami
dan/atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma de-
ngan sel telur. Misalnya karena saluran telurnya (tuba palupi)
terlalu sempit atau ejakulasi (pancaran sperma) terlalu lemah.

Sedangkan mafsadah inseminasi buatan atau bayi tabung
itu jauh lebih besar, antara lain:18

a) Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesuci-
an/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab.

b) Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam
c) Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/zina,

karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa
perkawinan yang sah

d) Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sum-
ber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung

18 Ibid., h. 25.
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dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik
yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan ka-
rakter/mental si anak dengan bapak-ibunya

e) Anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percam-
puran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan do-
nornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada
umumnya diketahui asal/nasabnya

f) Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami, ter-
utama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menye-
rahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya
benihnya, sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan
keibuan antara anak dengan ibunya secara alami.

Mengenai status/anak hasil inseminasi dengan donor
sperma dan/atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah
dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. Pemerintah
hendaknya melarang berdirinya bank sperma dan bank ovum
untuk pembuatan bayi tabung, karena selain bertentangan de-
ngan Pancasila dan UUD 1945, juga bertentangan dengan norma
agama dan moral, serta merendahkan harkat manusia sejajar
dengan hewan yang diinseminasi tanpa perlu adanya perkawi-
nan. Pemerintah hendaknya hanya mengizinkan dan melayani
permintaat bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami
istri yang bersangkutan tanpa ditransfer ke dalam rahim wa-
nita lain (ibu titipan), dan pemerintah hendaknya juga mela-
rang keras dengan sanksi-sanksi hukumannya kepada dokter
dan siapa saja yang melakukan inseminasi buatan pada manu-
sia dengan sperma dan/atau ovum donor.  []
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Pencangkokan (transplantasi) ialah pemindahan organ
tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk meng-
gantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi de-
ngan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa,
harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi.1

Terdapat beberapa tipe donor organ tubuh, dan masing-
masing tipe tersebut mempunyai permasalahan sendiri, yaitu:2

1. Donor dalam keadaan hidup sehat

Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan general check
up (pemeriksaan kesehatan yang lengkap), baik terhadap donor

1 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji
Masagung, 1994), h. 86.

2 Ibid., h. 86-87. Abuddin Nata, Masail al-Fiqhiyah, (Bogor: Kencana
Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2003), h. 101-102. Said Agil Husin
Al-Munawar, Hukum, h. 77-99.

PENCANGKOKAN ORGAN TUBUH

(TRANSPLANTASI)7
B A B



Kajian Islam Kontemporer

122

maupun terhadap si penerima (resipien), demi menghindari kega-
galan transplantasi yang disebabkan oleh karena penolakan tu-
buh resipien, dan sekaligus untuk mencegah resiko bagi donor.

2. Donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan
meninggal segera

Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memer-
lukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan
bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian alat-alat penunjang
kehidupan tersebut dicabut setelah selesai proses pengambilan
organ tubuhnya. Hanya saja, kriteria mati secara medis/klinis
dan yuridis perlu ditentukan dengan tegas dan tuntas. Apakah
kriteria mati itu ditandai dengan berhentinya denyut jantung
dan pernafasan ataukah ditandai dengan berhentinya fungsi
otak. Penegasan kriteria mati secara klinis dan yuridis itu sa-
ngat penting bagi dokter sebagai pegangan dalam menjalankan
tugasnya, sehingga ia tidak khawatir dituntut melakukan pem-
bunuhan berencana oleh keluarga yang bersangkutan sehu-
bungan dengan praktek transplantasi itu.

3. Donor dalam keadaan mati

Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis
tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap mening-
gal secara medis dan yuridis dan harus diperhatikan pula daya
tahan tubuh yang mau diambil untuk transplantasi.

Dilihat dari hubungan genetik antara donor dan resipien,
ada 3 macam pencangkokan, yaitu:3

3 Ahkamul Fuqaha, h. 484. Abu Yasid (ed.), Fiqh Realitas, h. 220.
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1. Auto transplantasi, yaitu transplantasi dimana donor resi-
piennya satu individu. Seperti seorang yang pipinya diope-
rasi, untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari ba-
gian badannya yang lain dalam badannya sendiri.

2. Homo transplantasi, yakni di mana transplantasi itu donor
dan resipiennya individu yang sama jenisnya, (jenis di sini
bukan jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia).

3. Hetero transplantasi, ialah yang donor dan resipiennya dua
individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang
donornya adalah hewan sedangkan resipennya manusia.

Sampai saat ini, transplantasi organ tubuh yang banyak
dibicarakan di kalangan ilmuan dan agamawan/rohaniwan
adalah mengenai tiga macam organ tubuh yaitu mata, ginjal,
dan jantung. Hal ini dapat dimaklumi karena organ tubuh ter-
sebut sangatlah vital bagi kehidupan manusia. Namun, sebagai
akibat ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih,
maka di masa yang akan datang, transplantasi mungkin juga
berhasil dilakukan untuk organ-organ tubuh lainnya, mulai da-
ri kaki dan telapaknya sampai kepalanya, termasuk pula organ
tubuh bagian dalam, seperti rahim wanita.

Namun, apa yang bisa dicapai dengan teknologi, belum
tentu bisa diterima oleh agama dan hukum yang hidup di ma-
syarakat. karena itu, mengingat transplantasi organ tubuh itu
termasuk maslaah ijtihadi, karena tidak terdapat hukumnya se-
cara eksplisit di dalam al-Qur’an dan hadits, dan mengingat pula
masalah transplantasi itu termasuk masalah yang cukup kom-
pleks, menyangkut berbagai bidang studi, maka seharusnya
masalah ini dianalisis dengan memakai pendekatan/metode
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multi disipliner. Misalnya kedokteran, biologi, hukum, etika
dan agama, agar bisa diperoleh kesimpulan berupa hukum
ijtihadi yang proporsional dan mendasar.

Bagaimanakah pandangan Islam terhadap transplantasi
ketiga organ tubuh tersebut, yakni mata, ginjal dan jantung?
Jawaban atas masalah ini tergantung kepada kondisi donornya,
apakah donor dalam keadaan hidup sehat, ataukah dalam ke-
adaan kom atau hampir meninggal, ataukah dalam keadaan
mati.

Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik
yang hidup maupun yang sudah mati. Sebab manusia memiliki
banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.
Manusia dikarunia bentuk tubuh yang sempurna, akal yang
cerdas dan kemampuan untuk mengatur alam semesta ini.
Maka wajar jika Allah memuliakan manusia atas makhluk lain-
nya (QS. al-Isra’ ayat 70). Karena itulah, kita dilarang meng-
injak-injak martabat orang lain. seseorang tidak boleh merusak
jiwa, perasaan, harga diri dan hak orang lain, bahkan terhadap
mayat sekalipun. Sebaliknya kita wajib melindungi dan memu-
liakannya. Rasulullah Saw. bersabda:4


“Setiap orang muslim atas orang muslim yang lain itu haram darah,
harta dan kehormatannya”.

Hadits tersebut mengajarkan bahwa seseorang tidak bo-
leh mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Jika

4 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, juz II,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), h. 473.
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dikaitkan dengan kasus transplantasi, bolehkah mengambil
bagian (anggota tubuh) orang lain ketika ada hajat atau dalam
kondisi darurat? Pertanyaan ini penting, karena transplantasi
merupakan langkah darurat. Teknik ini dilakukan setelah se-
mua langkah pengobatan tidak membawa hasil. Maka demi ke-
selamatan penderita, jalan satu-satunya adalah transplantasi.
Jika tidak, maka ancamannya jelas kematian. Dalam hal ini para
ulama madzhab sepakat bahwa tidak boleh memotong organ
tubuh orang hidup untuk dikonsumsi, ketika dalam kondisi
darurat. Karena hal itu merupakan tindakan perusakan.5 Seba-
gaimana akan dijelaskan lebih lanjut falam pembahasan di
bawah ini.

Apabila pencangkokan mata (selaput bening mata atu
kornea mata), ginjal atau jantung dari donor dalam keadaan hi-
dup sehat, maka Islam tidak membenarkan (melarang)nya dan
haram hukumnya,6 sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat
al-Baqarah [2] ayat 195 dan kaidah-kaidah hukum Islam beri-
kut ini.


“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam ke-
binasaan”.7

Ayat ini mengingatkan manusia agar tidak gegabah ber-
buat sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi dirinya, sekalipun
mempunyai tujuan kemanusiaan yang luhur. Misalnya seorang

5 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz III, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1989), h. 520.

6 Abuddin Nata, Masail, h. 103-105.
7 Al-Qur’an, h. 47.
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menyumbangkan sebuah matanya atau sebuah ginjalnya ke-
pada orang lain yang buta atau tidak berfungsi ginjalnya, sebab
selain ia mengubah ciptaan Allah, juga ia sewaktu-waktu me-
ngalami tidak normalnya atau tidak berfungsinya mata atau
ginjalnya yang tinggal sebuah itu.

Kaidah hukum Islam:


“Menghindari kerusakan/resiko didahulukan atas menarik ke-
maslahatan”.

Misalnya menolong orang dengan cara mengorbankan
dirinya sendiri yang bisa berakibat fatal bagi dirinya, tidak di-
bolehkan dalam Islam.


“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya”.

Misalnya bahaya yang mengancam jiwa seseorang tidak
boleh diatasi atau dilenyapkan dengan cara yang bisa menim-
bulkan bahaya baru yang mengancam jiwa orang yang meno-
long orang tersebut. Karena itu tidak boleh mendermakan or-
gan tubuh bagian luar, seperti mata, tangan dan kaki. Karena
dengan begitu berarti menghilangkan dharar orang lain dengan
menimbulkan dharar pada diri sendiri yang lebih besar. Demi-
kian juga dengan organ tubuh bagian dalam.

Apabila pencangkokan mata, ginjal atau jantung dari
donor dalam keadaan koma atau hampir meninggal, maka Is-
lam pun tidak mengizinkan, karena:8

8 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 89. Abuddin Nata, Masail, h. 105-106.



Pencangkokan Organ Tubuh

127

1. Hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ma-
lik dari ‘Amar bin Yahya, riwayat al-Hakim, al-Baihaqi dan
al-Daruqutni dari Abu Sa’id al-Khudri, dan riwayat Ibnu
Majah dari Ibnu Abbas dan ‘Ubadah bin al-Shamit:


Tidak boleh membuat mudarat pada dirinya dan tidak
boleh pula membikin mudarat pada orang lain.
Misalnya orang yang mengambil organ tubuh dari seorang
donor yang belum mati secara klinis dan yuridis untuk
transplantasi, berarti ia membuat mudarat kepada donor
yang berakibat mempercepat kematiannya.

2. Manusia wajib berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit-
nya demi mempertahankan hidupnya, tetapi hidup dan
mati itu di tangan Allah. Karena itu, manusia tidak boleh
mencabut nyawanya sendiri (bunuh diri) atau mempercepat
kematian orang lain, sekalipun dilakukan oleh dokter de-
ngan maksud untuk mengurangi/menghentikan penderita-
an pasien.

Apabila pencangkokan mata, ginjal atau jantung dari do-
nor yang telah meninggal secara yuridis dan klinis, maka Islam
mengizinkan dengan syarat:9

1. Resipien (penerima sumbangan donor) berada dalam ke-
adaan darurat, yang mengancam jiwanya, dan ia sudah me-
nempuh pengobatan secara medis dan non-medis, tetapi ti-
dak berhasil.

9 Ibid. M. Ali Hasan, Masail, h. 124. Abuddin Nata, Masail, h. 106-108.
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2. Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penya-
kit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan
keadaannya sebelum pencangkokan.

Perlu dipahami bahwa sebenarnya merusak jasad mayit
merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Larangan ini
semata-mata demi menjaga kemuliaan mayit. Akan tetapi ke-
tika dalam kondisi darurat karena keperluan yang mendesak,
para ulama berselisih pendapat:10

a. Kalangan ulama Malikiyah, berpendapat bahwa dalam kon-
disi apapun tidak boleh memakan daging manusia, sekali-
pun dia khawatir akan mati. Alasannya semata-mata untuk
memuliakannya.

b. Kalangan ulama Syafi’iyah, berpendapat bahwa boleh ma-
kan organ mayat manusia selama tidak ditemukan makanan
yang lain. Karena kemuliaan orang hidup lebih utama dari
kemuliaan yang mati.

c. Kalangan ulama Hanabilah, berpendapat bahwa dalam kon-
disi darurat, boleh makan mayat manusia yang halal darah-
nya. Seperti orang murtad, kafir harbi dan pezina muhshan.

Ketika kondisi darurat, mayoritas ulama membolehkan
mengkonsumsi organ mayat manusia. Meskipun pada umum-
nya mereka menentukan syarat-syarat yang cukup ketat. Ke-
bolehan ini diberikan semata-mata untuk memelihara jiwa dan
kehormatan manusia (hifzh al-nafs). Agar resipien, penderita pe-
nyakit yang mesti diatasi dengan transplantasi, bisa tetap hidup.

10 Abu Yasid (ed.), Fiqh Realitas, h. 223.
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Kalau demikian adanya, berarti transplantasi bisa dianalogikan
dengan kasus tersebut. Sebab, jelas sekali kalau transplantasi
dilakukan dalam rangka hifzh al-nafz. Dengan demikian trans-
plantasi dari organ tubuh orang mati dibolehkan. Dengan cata-
tan tidak ditemukan organ yang lain.

Dalam perkembangannya, jika tidak ditemukan organ
lain, bolehkah transplantasi menggunakan organ babi? Me-
nanggapi masalah ini, kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa
seseorang boleh menyambung tulangnya dengan benda najis,
jika memang tidak ada benda lain yang sama atau lebih efektif.
Jadi, organ babi baru dibolehkan jika tidak ada organ lain yang
menyamainya. Menurut kalangan Hanafiyah, berobat dengan
barang haram, tidak dibolehkan.11 Dalam hal ini memang ada
sebuah hadits yang menyatakan bahwa:12


“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi kalian di dalam
sesuatu yang haram”.

Akan tetapi menurut mereka, jika diyakini di dalamnya
mengandung obat dan tidak ada obat lain, maka hal itu tidak
apa-apa.

Dari kedua pendapat di atas, transplantasi dengan meng-
gunakan organ babi, boleh-boleh saja. Kebolehan ini bisa dibe-
rikan selama tidak ada benda lain yang sama atau lebih efektif.
Akan tetapi, Ibnu Hajar mensyaratkan resipiennya harus orang
yang maksum. Artinya, dia harus orang muslim, bukan orang

11 Ibid., h. 224.
12 Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Matn al-Bukhari, juz III,

(Semarang: Thoha Putera, t.t.), h. 325.



Kajian Islam Kontemporer

130

murtad atau orang kafir. Karena status mereka (murtad, kafir)
disamakan dengan binatang. Sedangkan Imam Romli, Imam
Asnawi dan al-Subki tidak mensyaratkan harus maksum, sebab
mereka juga termasuk manusia yang dimuliakan.13

Adapun dalil-dalil syar’i yang dapat dijadikan dasar
untuk membolehkan pencangkokan mata, ginjal atau jantung,
antara lain sebagai berikut:14

1. Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 195 di atas, yang menurut
sebab turunnya ayat adalah para sahabat Nabi mulai merasa
Islam dan umat Islam telah menang dan kuat. Karena itu,
mereka ingin melakukan bisnis perdagangan dan seba-
gainya dengan sepenuh tenaga guna memperoleh kembali
harta benda yang lenyap selama itu akibat perjuangan untuk
agama. Maka ayat ini memperingatkan kepada para sahabat
agar tidak tergoda oleh harta sampai lengah dan lupa
perjuangan yang mulia, sebab musuh-musuh Islam masih
tetap mencari dan menunggu kelengahan umat Islam agar
dengan mudah Islam dapat dihancurkan.
Ayat tersebut secara analogis dapat dipahami bahwa Islam
tidak membenarkan pula orang yang membiarkan dirinya
dalam keadaan bahaya maut atau tidak berfungsinya organ
tubuhnya yang sangat vital baginya, tanpa usaha-usaha pe-
nyembuhannya secara medis dan non-medis, termasuk pen-
cangkokan organ tubuh, yang secara medis memberi hara-
pan kepada yang bersangkutan untuk bisa bertahan hidup
dengan baik.

13 Abu Yasid (ed.), Fiqh Realitas, h. 224.
14 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 90.
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2. Al-Qur’an surat al-Maidah [5] ayat 32:


“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, ma-
ka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.15

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai tin-
dakan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan jiwa manu-
sia. Misalnya seseorang yang menemukan bayi yang tidak
berdosa yang dibuang di sampah, wajib mengambilnya un-
tuk menyelamatkan jiwanya. Demikian pula seorang yang
dengan ikhlas hati mau menyumbangkan organ tubuhnya
setelah ia meninggal, maka Islam membolehkan, bahkan
memandangnya sebagai amal perbuatan kemanusiaan yang
tinggi nilainya, karena menolong jiwa sesama manusia atau
membantu berfungsinya kembali organ tubuh sesamanya
yang tidak berfungsi.

3. Hadits Nabi:16

Æ
Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah
tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali Dia juga meletakkan obat
penyembuhannya, selain satu penyakit yaitu penyakit tua.

Hadits ini menunjukkan bahwa umat Islam wajib berobat
jika menderita sakit, apa pun macam penyakitnya, sebab se-
tiap penyakit merupakan berkah kasih sayang Allah, pasti
ada obat penyembuhnya, kecuali sakit tua. Karena itu pe-

15 Al-Qur’an, h. 164.
16 Al-Suyuti, Al-Jami’, h. 130.
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nyakit yang sangat ganas seperti kanker dan AIDS yang tekah
banyak membawa korban manusia di seluruh dunia, teru-
tama di dunia Barat pasti juga ada obatnya.

4. Kaidah hukum Islam17


Bahaya itu dilenyapkan/dihilangkan.

Seorang yang menderita sakit jantung atau ginjal yang su-
dah mencapai stadium yang gawat, maka ia menghadapi
bahaya maut sewaktu-waktu. Maka menurut kaidah hukum
di atas, bahaya maut itu harus ditanggulangi dengan usaha
pengobatan. Dan jika usaha pengobatan secara medis biasa
tidak bisa menolong, maka demi menyelamatkan jiwanya,
pencangkokan jantung atau ginjal diperbolehkan karena ke-
adaan darurat. Dan al ini berarti, kalau penyembuhan pe-
nyakitnya bisa dilakukan tanpa pencangkokan, maka pen-
cangkokan organ tubuh tidak dikenakan.

5. Menurut hukum wasiat, keluarga orang meninggal wajib
melaksanakan wasiat orang yang meninggal mengenai har-
tanya dan apa yang bisa bermanfaat, baik untuk kepenti-
ngan si mayat itu sendiri, kepentingan ahli waris dan non-
ahli waris, maupun untuk kepentingan agama dan umum.
Berhubung di donor organ tubuh telah membuat wasiat un-
tuk menyumbangkan organ tubuhnya untuk kepentingan
kemanusiaan, maka keluarga/ahli waris wajib membantu
pelaksanaan wasiat di mayat itu.18

17 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah, h. 132.
18 Sayid Sabiq, Fiqh, vol. III, h. 414-423. Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa, h.

765-766.
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Sebaliknya, apabila seseorang pada waktu hidupnya ti-
dak mendaftarkan dirinya sebagai donor organ tubuh dan ia
tidak pula memberi wasiat kepada keluarga/ahli warisnya un-
tuk menyumbangkan organ tubuhnya apabila ia nanti mening-
gal, maka keluarga/ahli warisnya tidak berhak mengizinkan
pengambilan organ tubuh si mayat untuk pencangkokan atau
untuk penelitian ilmiah dan sebagainya.  []
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Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelamin-
nya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin
satu berupa dzakar (penis) atau farj (vagina) yang normal karena
sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperkenankan oleh
hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin.

Dalil-dalil syari yang mengharamkan operasi ganti ke-
lamin bagi orang yang lahir normal jenis kelaminnya antara
lain sebagai berikut:1

1. Al-Qur’an surat al-Hujurât [49] ayat 13 dan an-Nisâ’ [4] ayat
119:

1 Lebih lanjut lihat Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Is-
lam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999
M), penj. M. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur
bekerjasama dengan Diantama, 2004), h. 352-359.

OPERASI PENGGANTIAN

DAN PENYEMPURNAAN

KELAMIN
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           
      

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.2

Ayat ini mengajarkan prinsip equality before God and law, arti-
nya manusia di hadapan Tuhan dan hukum itu sama kedu-
dukannya. Dan yang menyebabkan tinggi/rendahnya kedu-
dukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin,
ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melain-
kan karena ketakwaan kepada Allah Swt. Karena itu jenis
kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang ha-
rus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan men-
jalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap
Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis
kelaminnya.

        
           

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membang-
kitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka
(memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar
memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah),

2 Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawwarah:
Mujamma’ Khadim al-Haramain al-Syarif al-Malik Fahd li Tiba’at al-
Mushhaf al-Syarif, t.t.), h. 847.
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lalu benar-benar mereka merobahnya. Barangsiapa yang menjadikan
syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia men-
derita kerugian yang nyata (QS. an-Nisâ’ [4]: 119).3

Di dalam Tafsir al-Thabari disebutkan beberapa perbuatan
manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah cip-
taan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbi-
an, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat
tato, mencukur bulu muka (alis), dan takhannuts (orang pria
yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau
sebaliknya).

2. Hadits Nabi riwayat Bukhari dan enam ahli hadits lainnya
dari Ibnu Mas’ud:4


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Allah mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang
menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mu-
kanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya; yang se-
muanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan
mengubah ciptaan Allah.

Hadits ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wa-
nita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam me-
ngubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah
tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.

Demikian pula seorang pria atau wanita yang lahir nor-
mal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungannya menderita

3 Ibid., h. 141.
4 Al-Suyuti, Al-Jami’, vol. II, h. 124.
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kelainan semacam kecenderungan seksnya yang mendorong-
nya lahirlah “banci” dengan berpakaian dan bertingkah laku
yang berlawanan dengan jenis kelaminnya yang sebenarnya.
Maka dalam hal ini Islam juga mengharamkannya, sebab pada
hakikatnya jenis/organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya
tidak normal. Karena itu upaya kesehatan mentalnya ditempuh
melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan.

Perlu diketahui juga bahwa berpakaian dan bertingkah
laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya dilarang oleh
agama berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw.:5


Allah mengutuk pria-pria yang menyerupai wanita-wanita dan
wanita-wanita yang menyerupai pria-pria.

Mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelamin-
nya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung ke-
pada keadaan organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dike-
lompokkan sebagai berikut:6

1. Apabila seseorang punya organ kelamin dua/ganda; penis
dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kela-
minnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ ke-
lamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang
lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam.
Misalnya seseorang mempunyai dua alat kelamin yang
berlawanan, yakni penis dan vagina, dan di samping itu ia
juga mempunyai rahim dan ovarium yang merupakan ciri

5 Ibid.
6 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 172-173. Muhammad Tanthawi, dkk,

Problematika, h. 155. Lihat juga Ahkamul Fuqaha, h. 360-369.
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khas dan utama untuk jenis kelamin wanita, maka ia boleh
bahkan disarankan untuk operasi mengangkat penisnya de-
mi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya.
Dan sebaliknya, ia tidak boleh mengangkat vaginanya dan
membiarkan penisnya, karena berlawanan dengan organ
kelaminnya yang bagian dalam yang lebih vital, yakni rahim
dan ovarium.

2. Apabila seseorang punya organ kelamin satu yang kurang
sempurna bentuknya, misalnya ia mempunyai vagina yang
tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium,
maka ia boleh bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi
memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula kalau se-
seorang punya penis dan testis, tetapi lubang penisnya tidak
berada di ujung penisnya, tetapi di bagian bawah penisnya,
maka ia pun boleh operasi untuk dibuatkan lubangnya yang
normal.

Pada tahun 1978, Departemen Kesehatan mengadakan se-
minar operasi jenis kelamin yang melahirkan beberapa kesim-
pulan, yaitu:

a. Operasi penggantian kelamin boleh dilakukan dengan ala-
san bahwa kemampuan ilmu dan teknologi memungkin-
kan, ada indikasi medis yang kuat (darurat), telah dicoba de-
ngan jalan lain tetapi tidak berhasil, dan telah dipersiapkan
untuk jangka waktu tertentu.

b. Pada hermaphroditisma (khuntsa musykil), operasi dapat dila-
kukan karena tindakan ini semata-mata dimaksudkan un-
tuk mempertegas jenis kelamin yang bersangkutan.
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c. Pada masalah transeksualisme (perasaan kontradiksi antara
kelamin dan jiwanya), tindakan-tindakan operasi meng-
ubah alat kelamin ini dapat dilakuakn sepanjang hal terse-
but termasuk keadaan “darurat”.7

Adapun dalil-dalil syar’i yang bisa membenarkan operasi
yang bersifat memperbaiki/menyempurnakan organ kelamin,
antara lain sebagai berikut:8

1.  (untuk mengusahakan kemaslahatan-
nya dan menghilangkan kemadharatannya).
Orang yang lahir tidak normal jenis/organ kelaminnya ter-
utama yang “banci alami” bisa mudah mengalami kelainan
psikis dan sosial, akibat masyarakat yang tidak memperla-
kukannya secara wajar, yang pada gilirannya bisa menjeru-
muskan ia ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran
kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masya-
rakat. Sebab perbuatan anal sex (hubungan seks melalui
anus) dan oral sex (hubungan seks melalui mulut) yang biasa
dilakukan oleh kaum homo bisa menyebabkan terjang-
kitnya penyakit AIDS yang sangat ganas.
Karena itu apabila kemajuan teknologi kedokteran bisa
memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis si banci ala-
mi itu melalui operasi kelamin, maka Islam bisa memboleh-
kan bahkan menganjurkan/memandang baik, karena akan
mencapai maslahahnya lebih besar daripada mafsadahnya.
Apalagi kalau kebancian alami bisa dikategorikan sebagai

7 A. Mustofa Bisri, Fikih Keseharian Gus Mus, (Surabaya: Khalista, 2005), h.
506.

8 Ibid.
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“penyakit” yang menurut pandangan Islam wajib berikhtiar
diobati sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi Saw.:9


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Berobatlah hai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah ti-
dak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali
satu penyakit yaitu penyakit tua.

2. Adapun hadits Nabi yang melarang orang mengubah cip-
taan Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-
lain dari Ibnu Mas’ud di atas, apabila tidak membawa
maslahah yang besar, bahkan mendatangkan mafsadah/re-
siko. Misalnya, pengebirian seorang pria dengan mengang-
kat testisnya, yang bisa menyebabkan kemandulan tetap.
Tetapi apabila mengubah ciptaan Allah itu membawa mas-
lahah yang besar dan menghindari mafsadah, Islam mem-
benarkan. Misalnya, khitan anak pria dengan jalan menghi-
langkan kulub (qulfah) dibenarkan oleh Islam, bahkan
hukumnya sunnah. Sebab kalau kulub itu tidak dipotong,
justru kulub itu menjadi sarang timbulnya penyakit kela-
min. Demikian pula operasi kelamin bagi yang lahir tidak
normal jenis kelaminnya (banci alami) diizinkan oleh Islam,
apabila secara medis bisa diharapkan terwujudnya kemas-
lahatan yang besar bagi yang bersangkutan untuk kesehatan
fisik dan mentalnya.

Bagaimana status jenis kelamin seseorang setelah ia di-
operasi kelaminnya? Berubah status jenis kelaminnya atau ber-

9 Al-Suyuti, Al-Jami’, vol. II, h. 130.
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ubahkah hak dan kewajibannya dalam hukum perkawinan dan
kewarisannya? Hal ini tergantung kepada sifat dan tujuan ope-
rasi kelamin yang dilakukan.

Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu tabdil/
taghyiril khilqah artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan
operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita
atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak ber-
ubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya, ia
tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal
pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melaku-
kan operasi ganti kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut
bagian warisannya sama dengan bagian pria (2:1 untuk anak
pria dan wanita dalam hukum Islam), sebab ia menurut hukum
tetap berstatus sebagai wanita.

Di samping itu, operasi ganti kelamin bisa menimbulkan
konflik dalam rumah tangga, sebab suami/istri yang telah men-
jalani operasi ganti kelamin itu tidak dapat menjalankan kewa-
jibannya sebagai suami/istri yang normal. Karena itu yang ber-
sangkutan bisa mengajukan gugatan cerai lewat lembaga per-
adilan dengan alasan pasangan tidak dapat menjalankan kewa-
jibannya sebagai suami/istri yang normal. Demikian pula
menurut Masjfuk Zuhdi,10 pegawai pencatat nikah (KUA atau
Kantor Catatan Sipil) tidak boleh melakukan pencatatan nikah/
perkawinan antara pria dan wanita yang pernah menjalani
operasi ganti kelamin, sebab bertentangan dengan tujuan per-
kawinan. Sebab orang yang telah menjalani operasi ganti kela-
min itu tidak akan dapat lagi memberikan keturunan dan tidak

10 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 175.
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dapat pula memenuhi kebutuhan biologis/seksualnya secara
normal.

Tetapi apabila sifat dan tujuan operasi kelamin itu hanya
untuk tashhih/takmil, hanya untuk memperbaiki atau menyem-
purnakan jenis kelaminnya saja, dengan jalan memfungsikan
salah satu organ kelamin bagian luar yang sesuai dengan organ
kelamin bagian dalam, dan mematikan organ kelamin bagian
luar yang bertentangan dengan organ kelamin bagian dalam,
atau dengan jalan menormalkan organ kelamin luar yang ha-
nya satu tetapi ada cacat atau kurang sempurna, misalnya vagina
yang tidak berlubang, maka operasi kelamin semacam ini se-
lain dibenarkan oleh Islam, juga berakibat merubah status jenis
kelamin dari waria menjadi wanita yang penuh identitasnya,
sesuai dengan kenyataan organ kelamin bagian luar dan dalam
yang dimiliki setelah operasi. Karena itu, setelah yang bersang-
kutan berhasil operasi perbaikan jenis atau organ kelaminnya,
maka seyogyanya ia segera mengajukan permohonan kepada
lembaga peradilan untuk legitimasi atas status jenis kelamin-
nya yang baru untuk menghindari konflik yang mungkin ter-
jadi dalam perkawinan dan kewarisan.

Sebagai konsekuensi diizinkan seorang waria atau banci
alami menjalani operasi perbaikan jenis kelaminnya, maka iaa
boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda
jenis kelaminnya, dan ia berhak mendapat bagian warisan se-
suai dengan jenis kelaminnya setelah operasi. Perubahan status
hukum dari waria menjadi pria atau wanita setelah operasi per-
baikan kelamin dapat dibenarkan oleh Islam karena dua sebab
yang utama, yakni:
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1. Pada hakekatnya Allah hanya menjadikan manausia terdiri
dari dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita sebagaimana
tersebut dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 1 dan al-Hujurat
ayat 13.

2. Hadits Nabi Saw.:


Aku diperintahkan memutuskan hukum berdasarkan fakta yang
tampak, sedangkan Allah yang mengetahui segala yang rahasia.

Perlu diketahui, bahwa di kalangan fuqaha’, “waria” yang
dalam istilah fiqh disebut khuntsa dirumuskan sebagai orang
yang mempunyai organ kelamin ganda yang berbeda: organ
kelamin pria dan wanita, atau tidak mempunyai sama sekali
(tidak jelas identitas jenis kelaminnya). Apabila si khuntsa mem-
punyai indikasi-indikasi yang lebih cenderung menunjukkan
ke jenis kelamin kelakiannya atau sebaliknya, maka ia disebut
khuntsa ghair musykil. Misalnya, di samping ia mempunyai
organ kelamin ganda/dua, tetapi kalau kencing lewat lubang
penisnya dan ia mempunyai kumis atau indikasi lain yang khas
pria, maka ia dikategorikan sebagai pria. Sebaliknya, kalau si
khuntsa itu kencing lewat lubang vaginanya dan ia mempunyai
payudara atau indikasi lain yang khas wanita, maka ia dika-
tegorikan sebagai wanita.11

Tetapi apabila si khuntsa itu tidak mempunyai indikasi-
indikasi atau ciri-ciri khas yang bisa menunjukkan ke arah jenis
kelamin tertentu: pria/wanita atau ia mempunyai indikasi-indi-
kasi atau ciri-ciri khas yang kontradiktif, maka ia disebut khun-

11 Ibid., h. 176.
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tsa musykil, dan ia diperlakukan dalam status hukum warisnya
sebagai ahli waris yang kurang beruntung nasibnya. Sebab ia
hanya menerima bagian warisan yang lebih kecil dari dua alter-
natif bagian warisan dengan status hukum pewaris pria atau
wanita. Pendapat tersebut merupakan fatwa kebanyakan saha-
bat yang didukung oleh ulama Hanafiyah.

Sudah tentu kalau sekiranya khuntsa musykil di atas men-
jalani operasi ganti kelamin, maka bagian warisannya disesuai-
kan dengan identitas jenis kelaminnya yang riil sesudah
operasi. []
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Badai krisis multi-dimensi masih terus berkecamuk. Sek-
tor industri masih belum menampakkan kepulihannya. Harga
barang juga masih tetap tinggi, dan daya beli masyarakat ren-
dah. Demikian juga sektor ekonomi tampaknya belum menun-
jukkan perubahan yang signifikan, padahal segala jurus pe-
nangkal krisis sudah dikeluarkan. Berbagai dewan pendukung
tim ekonomi telah dikerahkan baik di masa pemerintahan Gus
Dur maupun pemerintahan-pemerintahan sesudahnya, terma-
suk pemerintahan SBY. Namun hasilnya masih jauh dari apa
yang diharapkan.

Dalam kondisi yang seperti itu, masyarakat kecillah yang
paling merasakan dampaknya. Akibatnya, sebagian besar ke-
butuhan mereka terabaikan. Yang lebih memperihatinkan, jika
yang diabaikan itu adalah masalah-masalah kesehatan. Sering
muncul kasus keluarga miskin yang menderita penyakit kro-
nis, tetapi membiarkan penyakit itu menggrogoti tubuhnya.

BUNUH DIRI

DAN EUTHANASIA9
B A B
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Atau paling banter hanya sekedar berobat ala kadarnya. Tidak
lain karena mereka tidak cukup punyai biaya untuk berobat.
Biaya ke dokter dan harga obat-obatan semakin mahal. Semen-
tara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sa-
ngat kesulitan.

Padahal, jika dibiarkan berlarut-larut penyakit itu akan
menjadi semakin parah. Lebih-lebih, manakala penyakit yang
diderita tergolong penyakit yang membahayakan. Misalnya,
AIDS, tumor ganas, kanker, jantung, penyakit yang menahun,
dan lain sebagainya. Bisa jadi penyakit tersebut masuk dalam
kategori penyakit yang ‘idak bisa disembuhkan/ditolong’. Da-
lam kondisi semikian tentu si penderita yang kelabakan, dalam
posisi yang dilematis. Sebab, jika dibiarkan akan muncul rasa
kasihan, bila diobati ternyata tidak ada harapan untuk sembuh;
apalagi jika ternyata keluarga tidak ada biaya untuk pengoba-
tan. Sementara penyakitnya sudah cukup akut.

Kalau diamati secara lebih serius apa pun yang terjadi
dalam hidup dan kehidupan ini sebenarnya merupakan kete-
tapan Tuhan. Termasuk dalam hal ini adalah hidup dan mati
seseorang, kaya miskin, sehat dan sakit, bahagia atau pun su-
sah dan sebagainya. Di dalam al-Qur’an surat al-Mulk [67] ayat
2 disebutkan bahwa:

                                 
“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa
di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi
Maha Pengampun”.1

1 Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma’
Khadim al-Haramain al-Syarif al-Malik Fahd li Tiba’at al-Mushhaf al-
Syarif, t.t), h. 955.
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa hidup dan mati ada-
lah di tangan Tuhan, yang Dia ciptakan untuk menguji iman,
amalan dan ketaatan manusia terhadap Tuhan. Karena itu, Is-
lam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan
manusia sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang
hidupnya. Dan untuk melindungi keselamatan hidup dan kehi-
dupan manusia itu, Islam menetapkan berbagai norma hukum
perdata dan pidana beserta sanksi-sanksi hukumannya, baik
di dunia berupa hukuman had dan qishash termasuk hukuman
mati, diyat (denda) atau ta’zir, ialah hukuman yang ditetapkan
oleh lembaga peradilan (ulul amri) maupun hukuman di akhi-
rat berupa siksaan Tuhan di neraka kelak.

Dalam kaitannya dengan beberapa kondisi di atas, biasa-
nya seorang dokter menempuh jalan euthanasia, dan tentunya
atas kesepakatan keluarga pasien. Yaitu menghilangkan derita
si sakit dengan jalan mengakhiri kehidupannya. Secara medis,
euthanasia baru dilaksanakan jika penyakit tersebut tidak
mungkin disembuhkan lagi. Demikian juga faktor ketidak-
mampuan biaya menjadi pertimbangan dalam pelaksana-
annya. Akan tetapi, bagaimanakah pandangan Islam terhadap
euthanasia tersebut? Dalam hal ini jelas bahwa karena hidup
dan mati itu ada di tangan Tuhan dan merupakan karunia dan
wewenang Tuhan, maka Islam melarang orang melakukan
pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan
yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sen-
diri (bunuh diri) dengan alasan apa pun.2

2 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 161
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Dalil-dalil syar’i yang melarang bunuh diri dengan alasan
apa pun, ialah:3

1. Firman Allah dalam surat an-Nisâ’ [4] ayat 29-30:

            
     

… Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat de-
mikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan me-
masukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi
Allah.4

Imam Fakhrurrazi menyatakan bahwa secara fitrah, manu-
sia beriman tidak akan melakukan tidakan bunuh diri. Akan
tetapi, dalam kondisi tertentu, misalnya karena frustasi, me-
ngalami kegagalan dan sebagainya, akan terbuka peluang
cukup besar untuk melakukannya. Dalam rangka itulah al-
Qur’an melarang keras kaum mukminin untuk melakukan
bunuh diri.5

Di sisi lain, seseorang juga dilarang keras membunuh orang
lain. Sebagai bukti keseriusannya, Islam memberikan an-
caman dan sanksi yang sangat tegas bagi pelakunya. Allah
Swt. berfirman dalam surat an-Nisâ’ [4] ayat 93:

             
    

3 Ibid., h. 161-163.
4 Al-Qur’an, h. 122.
5 al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir, juz X, h. 59.
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“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah
murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang
besar baginya”.6

2. Hadits Nabi Muhammad Saw.:




ÆÆ

“Barang siapa menghempaskan diri dari sebuah bukit, lalu ia me-
newaskan dirinya, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhem-
pas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan dalam neraka untuk selama-
lamanya. Dan barang siapa meneguk racun lalu menewaskan dirinya,
maka racun itu tetap di tangannya sambil ia menegukkannya di dalam
neraka jahannam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya.
Dan barang siapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka be-
sinya itu terus berada di tangannya, ia tikamkan ke perutnya di dalam
api nereka jahannam selama-lamanya”.



ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 

Telah ada di antara orang-orang sebelum kamu seorang lelaki yang
mendapat luka, lalu keluh kesahlah ia, maka ia mengambil pisau lalu
memotong tangannya dengan pisau itu. Kemudian tidak berhenti-
henti darahnya keluar sehingga ia mati. Maka Allah bersabda, “Ham-
baku telah menyegerakan kematiannya sebelum Aku mematikan. Aku
mengharamkan surga untuknya”.

6 Al-Qur’an, h. 136.
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Ayat al-Qur’an dan hadits tersebut di atas, dengan jelas
menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam
dengan alasan apa pun. Sebagaimana yang dicontohkan di atas,
seorang menderita AIDS atau kanker tahap akhir yang sudah
tidak ada harapan sembuh secara medis dan telah kehabisan
harta untuk biaya pengobatannya, Islam tetap tidak membo-
lehkan si penderita menghabisi nyawanya, baik dengan ta-
ngannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain, sekali-
pun dokter. Sebab penderita yang menghabisi nyawanya dengan
tangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain itu berarti
ia mendahului atau melanggar kehendak dan wewenang
Tuhan. Padahal seharusnya ia bersikap sabar dan tawakal me-
nghadapi musibah, seraya tetap berikhtiar mengatasi musibah
dan berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa, semoga Allah
berkenan memberi ampunan kepadanya dan memberi keseha-
tan kembali, apabila hidupnya masih bermanfaat dan lebih baik
baginya. Dan sebaliknya mohon kematian segera apabila kema-
tiannya itu lebih baik baginya.

Itulah yang disebut dengan euthanasia, yaitu tindakan
memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa me-
rasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringan-
kan penderitaan orang yang sakit, baik dengan cara positif
maupun negatif. Cara positif maksudnya tindakan memudah-
kan kematian orang yang sakit yang dilakukan dokter dengan
menggunakan alat. Sedangkan cara negatif yaitu tidak mem-
pergunakan alat-alat untuk mengakhiri hidup orang yang sakit,
tetapi hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan.7

7 Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press,
1995), h. 749-751. Muhammad Ibrahim Salim, Fiqih Orang Yang Berhalangan,
penj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 208.
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Dalam dunia medis, ada tiga macam euthanasia, yaitu:

a. Euthanasia aktif; disebut euthanasia aktif apabila dokter
atau tenaga kesehatan lainnya dengan sengaja melakukan
suatu tindakan untuk memperpendek (mengakhiri) hidup
pasien.

b. Euthanasia tak langsung; euthanasia ini terjadi apabila dok-
ter atau tenaga medis lainnya tanpa maksud mengakhiri hi-
dup pasien melakukan suatu tindakan medis untuk meri-
ngankan hidup pasien. Walaupun mereka mengetahui
bahwa tindakan tersebut dapat memperpendek hidup
pasien.

c. Euthanasia pasif; yakni apabila dokter atau tenaga medis
lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan yang
dapat memperpanjang hidup pasien.8

Dalam kaitannya dengan ayat 93 surat al-Nisa’ dan ma-
cam-macam euthanasia, maka euthanasia aktif bisa masuk da-
lam kategori pembunuhan sengaja. Karena dokter atau tenaga
medis lainnya melakukan hal itu secara sengaja dan jelas-jelas
menggunakan obat yang biasanya dapat mempercepat kema-
tian seseorang. Konsekuensinya, dokter atau tenaga medis lain-
nya dikenakan hukuman qishash. Dan bahkan, jika ada ahli waris
yang turut mendukung praktek tersebut, maka dia tidak akan
dapat memperoleh harta warisan. Sebagaimana kaidah fiqh:9


“Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka terha-
lang sebab tindakan mempercepat itu”.

8 Abu Yasid, Fiqh Realitas, h. 212-213.
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Menurut hukum pidana Islam, orang yang menganjur-
kan/menyetujui atau membantu seseorang yang membunuh
diri adalah berdosa dan dapat dikenakan hukuman ta’zir.
Demikian pula apabila orang gagal melakukan bunuh diri, se-
kalipun dibantu orang lain, maka semuanya dapat dikenakan
hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir ialah hukuman terhadap suatu
tindak pidana yang tidak ditentukan macam hukumannya oleh
al-Qur’an dan hadits. Berat/ringannya hukuman ta’zir itu dise-
rahkan sepenuhnya kepada hakim yang mengadili perkara un-
tuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana-
nya, pelakunya dan situasi dan kondisinya dimana tindak
pidana itu terjadi.10

Penyebab utama terjadinya bunuh diri di masyarakat
adalah karena kurang iman dan kurang percaya pada diri sen-
diri. Karena itu untuk menangkalnya harus diintensifkan pen-
didikan agama sejak masa kanak-kanak dan ditingkatkan dak-
wah Islamiyah kepada seluruh lapisan masyarakat Islam guna
peningkatan iman, ibadah, dan takwanya kepada Allah Swt.

9 Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakr al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadhair,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 152.

10 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 164.
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Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan me-
rupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling
memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang
berwawasan demikian, maka harta kekayaannya akan mem-
bawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dan se-
baliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai
tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya, maka
akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak
dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan keka-
yaan (taksid al-amwal) hanya terpusat pada beberapa gelintir
orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan
pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga dapat
mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh ka-
rena itu, sebagai makhluk sosial, manusia (umat Islam) harus

ZAKAT DAN PAJAK10
B A B
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mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya
—ketika sudah mencapai satu nishab— kepada mereka yang
berhak (mustahiq), sebagai pelaksanaan atas perintah Allah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus di-
laksanakan oleh setiap orang Islam. Ada lima macam harta
yang sudah disepakati untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu uang
emas atau perak (nuqud); barang dan modal dagang (‘urudh al-
tijarah); ternak unta, sapi dan kambing yang dipelihara tanpa
memerlukan biaya makanannya (sawa’im); hasil pertanian dan
buah-buahan tertentu (zuru’ dan tsimar); dan harta terpendam
(rikaz).1

Mengeluarkan zakat harus dilaksanakan setiap muslim,
jika telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Orang yang
enggan mengeluarkan zakat dengan berbagai alasan, seperti
menganggap bahwa membayat pajak dan cukai merupakan
pengganti zakat atau menganggap bahwa cukai dan pajak me-
rupakan bagian dari zakat, maka mereka termasuk orang-orang
yang belum melaksanakan hukum Allah.2 Wajib bagi orang
Islam melaksanakan hukum Allah dalam mengeluarkan zakat,
dengan kesadaran sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari
orang lain, wajib mengetahui kadar zakat dan dikeluarkan tepat
waktu, sebagaimana melaksanakan shalat cukup syarat-syarat-
nya dan tepat waktunya. Bahkan bila perlu harus dipaksa un-
tuk mengeluarkannya, jika orang tersebut tidak bersedia mem-

1 Muhammad Tholchah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya, (Jakarta:
Galasa Nusantara, 1987), h. 130.

2 Ala’uddin Zaidan, dkk., Hakikat Hukum Allah, penj. Ahmad Abd. Majid,
(Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 14.
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bayarnya, dan orang tersebut dapat dikenakan hukuman ta’zir.
Demikian dalam qaul qadim dan qaul jadid-nya Imam Syafi’i.3

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkem-
bang dan berkah.4 Menurut terminologi adalah sebagian (ka-
dar) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (nishab) da-
lam rentang waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada
yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu.5

Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat berarti dia
telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah member-
sihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya
dari hak orang lain yang ada daam hartanya itu. Orang yang
berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit
dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah salah satu
sumber pemasukan keuangan negara (negara Islam). Berbeda
dengan di Indonesia, pada umumnya anggota masyarakat
langsung menyerahkan zakatnya kepada yang berhak (musta-
hiq), walaupun sudah berjalan penyerahan zakat kepada BAZIS
(Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah) dan sejenisnya. Walau-
pun proses pengaturan zakat oleh lembaga-lembaga tersebut

3 Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 195.

4 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,
(Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan LSM Damar Semarang,
2004), h. 261.

5 Abd al-Rahman al-Jazairy, Kitab al-Fiqh ‘ala Mazhahib al-Arba’ah, juz 1
(Bairut: Dar al-Fikr, 1411H/1990M), h. 590. Nourouzzaman shiddiqi, Fiqih
Indonesia Penggagas dan Gagasannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),
h. 201-210.
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masih belum jelas, padahal UU Pengelolaan Zakat sudah di-
sahkan.6

Di dalam Ensiklopedi Indonesia sebagaimana yang diku-
tip oleh Hasan, disebutkan bahwa pajak ialah suatu pembaya-
ran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pe-
ngeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyeleng-
garaan jasa-jasa, untuk kepentingan umum.7

Menurut para ahli keuangan, pajak adalah kewajiban
yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan
sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat pres-
tasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai penge-
luaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir
sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain
yang dicapai oleh negara.8

Di Indonesia kita mengenal pajak bumi, yaitu pajak yang
dipungut dari sawah dan tegalan/kebun, ditambah lagi seka-
rang dengan pajak bangunan yang terkenal dengan sebutan
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Di samping itu dikenal pula
pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi dan se-
bagainya.

Setelah kita amati pengertian zakat dan pajak maka pada
prinsipnya kedua-duanya diserahkan kepada negara (Amil)

6 Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih, (Bandung:
Mizan, 2000), h. 92-93. A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat
(Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), h. 142-145.

7 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 63.

8 M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah
II), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 29. MA. Sahal Mahfudh,
Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 166-169.
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untuk kepentingan umum dan pembangunan. Setiap warga
negara mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (bagi
orang yang sudah memenuhi ketentuan) dan pajak.

Pada zaman Rasulullah Saw. dan Khulafa’ al-Rasyidun,
zakat hanya dikenakan kepada penduduk yang beragama Is-
lam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk yang non-
Muslim (jizyah).9 Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban
rangkap berupa zakat dan pajak.

Pada perkembangan selanjutnya, yaitu zaman tabi’in atau
zaman imam-imam madzhab timbul perbedaan pendapat ten-
tang tanah yang terkena pajak, karena pemiliknya non-Muslim
pada waktu negerinya ditalukkan oleh pasukan Islam, kemu-
dian ia masuk Islam, atau tanahnya dibeli oleh seorang Muslim.
Dari kenyataan ini timbul masalah: apakah tanah yang terkena
pajak itu juga terkena zakat, karena pemiliknya sekarang ber-
agama Islam? Dalam menanggapi permasalahan ini di kala-
ngan ulama terjadi perbedaan pendapat.

Menurut jumhur ulama, tanah tersebut wajib dizakati (di
samping pajak) berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah [2] ayat
267:

                             
 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) se-
bagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu…”.10

9 Nurcholish Madjid, dkk., Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat
Inklusif-Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 150.

10 Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma’
Khadim al-Haramain al-Syarif al-Malik Fahd li Tiba’at al-Mushhaf al-
Syarif, t.t.), h. 67.
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa semua hasil bumi wa-
jib dizakati, baik tanahnya telah terkena pajak maupun tidak.
Dan juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. yang me-
nunjukkan bahwa semua tanah yang mendapatkan air hujan
(tanpa biaya) terkena zakat 10%, baik tanah yang terkena pajak
maupun tidak.

Selain dalil naqli di atas, jumhur ulama juga menggu-
nakan dalil aqli, antara lain bahwa ketetapan zakat atas hasil
bumi itu berdasarkan nash al-Quran dan hadits, maka karena
itu ketetapan zakat itu tidak bisa terhalang oleh ketetapan pa-
jak yang hanya berdasarkan ijtihad.11

Menurut Abu Hanifah, tanah yang telah terkena pajak, ti-
dak terkena zakat, sekalipun pemiliknya masuk Islam atau ta-
nahnya dibeli oleh seorang Muslim. Alasan-alasan yang dike-
mukakan oleh Abu Hanifah antara lain adalah sebagai berikut:12

a. Hadits riwayat Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Muhammad Saw.
bersabda:


Tidak terkumpul zakat 10% dan pajak tanah milik orang Muslim.

b. Menurut riwayat, Darqan setelah masuk Islam, Khalifah
Umar memerintahkan agar tanah Darqan diserahkan kepa-

11 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 1, (Libanon: Darul Fikar, 1982), h. 301. A.
Hassan, dkk., Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, jilid 2, (Bandung:
CV. Diponegoro, 1994), h. 531.

12 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji
Masagung, 1994), h. 251. Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali al-
Sayis, Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih, alih bahasa Ismuha,
(Jakarta: Bulan Biantang, 1973), h. 104-105.
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danya dan dipungut pajaknya. Ini jelas bahwa Umar me-
merintahkan untuk memungut pajaknya saja bukan zakatnya.

c. Para penguasa dan ulama tidak menyuruh untuk memu-
ngut zakat dan pajak bersama-sama pada tanah yang se-
mula kena pajak.

d. Yang menyebabkan adanya pajak dan zakat itu adalah sama
(satu), yaitu tanahnya subur dan dapat menghasilkan. Sebab
kalau tidak menghasilkan apa-apa, tidaklah terkena pajak
dan zakat. Dan apabila penyebabnya sama dan tanahnya
juga sama, maka tidaklah terkena dua beban, yakni pajak
dan zakat, seperti halnya seorang yang memiliki sejumlah
ternak yang telah mencapai nisabnya lalu diperdagangkan,
maka ia tidak terkena dua macam zakat, yaitu zakat ternak
dan zakat perdagangan.

Masjfuk Zuhdi cenderung kepada pendapat Abu Hani-
fah, sekalipun dari segi pengkajian Ilmu Hadits (‘ilm al-jarh wa
al-ta’dil), hadits Ibnu Mas’ud yang dijadikan salah satu dalil
Abu Hanifah itu dipandang dhaif, sebab sesuai dengan asas
mudah dan asas keadilan yang merupakan asas hukum Islam
yang sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam syari’at
Islam.13 Sebab apabila tanah milik seseorang yang terkena pa-
jak, karena non Islam, kemudian ia masuk Islam atas kemauan
dan kesadarannya sendiri, atau tanah milik orang tersebut
dibeli orang lain yang Muslim, apakah tidak memberatkan be-
ban dan adilkah jika pemiliknya yang telah masuk Islam atau
pemiliknya yang baru yang Muslim itu dikenakan pajak dan

13 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah, (Jakarta: Haji Masagung, 1987),
h. 21-22.
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zakat, sedangkan pemilik tanah-tanah yang lain yang beraga-
ma Islam hanya dikenakan wajib zakat tanpa pajak? Apakah
policy pajak dan zakat semacam itu tidak menjadi hambatan
bagi pengembangan dakwah Islamiyah di kalangan masyara-
kat yang non-Muslim?

Karena itu, menurut Zuhdi tampaknya lebih adil apabila
bagi si pemilik tanah yang terkena pajak lalu masuk Islam, dan
juga bagi seorang Muslim yang membeli tanah yang terkena
pajak itu diberi kesempatan untuk memilih diantara dua alter-
natif sebagai berikut:14

a. Cukup membayar zakatnya saja sebanyak 5%-10% dari hasil
tanahnya, sebab kewajiban pajak telah gugur, karena pemi-
liknya beragama Islam. Sebab illat hukumnya yang menye-
babkan adanya kewajiban membayar pajak adalah pemilik
non-Muslim (sebagai imbangan kewajiban membayar zakat
bagi pemilik tanah yang Muslim). Hal ini sesuai dengan
kaidah hukum:15


Hukum itu berputar atas illat hukumnya, ada/tidak adanya hukum.

Artinya jika illatnya ada, hukum ada; dan jika illatnya tidak
ada (situasi dan kondisi telah berubah), maka hukumnya pun
tidak ada.

14 Masjfuk Zuhdi, Masail, 252.
15 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah

Ushuliyah dan Fiqhiyah), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 20.



Zakat dan Pajak

163

b. Cukup membayar pajak saja karena meneruskan status
hukum tanah sebelumnya. Hal ini sesuai dengan dalil istish-
hab dan kaidah hukum yang berbunyi:16


Pada dasarnya, meneruskan apa yang ada menurut keadaannya yang
semula.

Jadi, karena tanah itu secara historisnya mempunyai sta-
tus hukum sebagai tanah yang terkena pajak, maka pemiliknya
yang kemudian pun tinggal meneruskan status hukumnya
yang lama.

Kini umat Islam di Indonesia dan juga di negara-negara
Islam lainnya menghadapi masalah yang aktual mengenai pa-
jak dan zakat. Yaitu kalau umat Islam di negara yang pemerin-
tahannya tidak menangani langsung pengelolaan zakat, seperti
Indonesia, dan pemerintah memungut pajak yang jumlahnya
melebihi jumlah zakatnya, tetapi pemerintah menggunakan se-
bagian pajak itu untuk semua atau sebagian dari delapan ashnaf
penggunaan zakat yang dapat diketahui lewat GBHN, Pelita
dan APBN-nya;17 maka apakah pembayaran pajaknya bisa di-
niati sebagai pembayaran zakatnya, atau dicarikan solusi lain
untuk menghindari kewajiban rangkap yang bisa mem-
beratkan.

Sistem perpajakan sekarang ini memang sesuai dengan
hukum-hukum syari’at Islam, selama pajak tersebut dikumpul-

16 Ibid., h. 116.
17 Ali Yafie, Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan,

(Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 118-120.
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kan dari orang yang wajib mengeluarkannya secara adil dan
dibelanjakan untuk hal-hal yang dihalalkan Allah, serta ber-
orientasi pada kebaikan, kemanfaatan, peningkatan dan kema-
juan umat, seperti mendirikan lembaga pendidikan, proyek-
proyek pertanian, industri, pedagangan, kesehatan dan fasi-
litas-fasilitas pokok masyarakat lainnya.

Para ulama, sepakat bahwa sebagian hak penguasa sete-
lah bermusyawarah dengan para pakar dan ilmuwan yang
mumpuni, adalah mewajibkan pajak kepada golongan orang
kaya dan mampu menutup kebutuhan primer yang dibutuh-
kan masyarakat, serta bisa menghindarkan kecemburuan so-
sial. Pengumpulan pajak tersebut tidak bisa menggantikan ke-
wajiban zakat. Karena zakat adalah rukun Islam dan obyek
alokasinya sudah ditentukan Allah, seperti hukum dan kadar-
nya yang telah diperinci oleh Rasulullah.18

Apabila seseorang telah membayar pajak 15% dari peng-
hasilan neto 1 tahun, yang melebihi ketentuan zakat yang ha-
nya 2,5%, apakah sah zakatnya apabila pajak yang telah dike-
luarkan itu diniati pembayaran zakatnya sekaligus? Jawaban-
nya dengan tegas adalah tidak, karena antara zakat dan pajak
terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar, antara
lain sebagai berikut:19

18 Muhammad Thanthawi, dkk., Problematika Pemikiran Muslim: Sebuah Telaah
Syar’iyyah, (Yogyakarta: Adi Wacana Yogya, 1997), h. 29.

19 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 254. Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: Studi
Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits,
penj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Kerjasama Pustaka Litera Antas Nusa
dengan Mizan, 1996), h. 1000. Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam
Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 56-59.
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a. Beda dasar hukumnya. Dasar hukum zakat adalah al-Qur-
’an dan sunnah, sedangkan dasar hukum pajak adalah pera-
turan perundang-undangan.

b. Beda status hukumnya. Zakat adalah suatu kewajiban ter-
hadap agama, sedangkan pajak adalah suatu kewajiban
terhadap negara.

c. Beda obyek/sasarannya. Wajib zakat adalah khusus orang-
orang yang beragama Islam, sedangkan wajib pajak adalah
semua penduduk tanpa pandangan agamanya.

d. Beda kriteria wajib zakat dan wajib pajak. Kriteria kekayaan
dan penghasilan yang terkena zakat dan pajak, dan juga
persentasenya tidaklah sama. Persentase penghasilan yang
dizakati adalah antara 2,5% - 20% tergantung pada jenis
usahanya; sedangkan persentase yang terkena pajak di
Indonesia dewasa ini sekitar 15% -35%.

e. Beda dalam pos-pos penggunaannya. Zakat hanya boleh
digunakan untuk 8 ashnaf yang sudah ditentukan dalam al-
Qur’an, sedangkan pajak digunakan untuk pos-pos yang
sangat luas.

f. Beda hikmahnya. Hikmah zakat terutama untuk member-
sihkan atau menyucikan jiwa dan harta benda orang yang
mengeluarkan zakat (muzakki), untuk meratakan pendapa-
tan di kalangan masyarakat dan untuk meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat; sedangkan hikmah pajak adalah
untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujud-
kan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pan-
casila yang diridhai Allah Swt.
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Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Mahjuddin
menyatakan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan
antara zakat dengan pajak. Persamaan antara keduanya antara
lain:20

1. Zakat dan pajak sama-sama merupakan bagian dari harta
benda wajib zakat dan pajak;

2. Keduanya merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar-
kan dalam setiap tahun;

3. Keduanya menuju pada sasaran yang sama, yaitu orang-
orang yang memiliki harta benda maupun penghasilan;

4. Keduanya berguna untuk meningkatkan kesejahteraan ma-
nusia.

Sedangkan perbedaan diantara keduanya dapat dilihat
dari beberapa aspek, antara lain:

1. Zakat termasuk salah satu rukun Islam, sedangkan pajak ti-
dak termasuk di dalamnya;

2. Zakat termasuk perintah dari Allah dan Rasul-Nya kepada
umat Islam, sedangkan pajak merupakan perintah kepada
wajib pajak atas nama warga Negara;

3. Kadar harta benda wajib dizakati sudah ditentukan dalam
Islam, sedangkan kadar pajak tidak ditentukannya, kecuali
oleh pemerintah. Karena itu pajak bisa tinggi, bisa rendah,
bahkan bisa saja ditiadakan dalam kondisi tertentu.

20 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam
Masa Kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 175.
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Untuk memperluas wawasan mengenai masalah zakat
dan pajak ini, ada baiknya dikemukakan pendapat beberapa
ulama terkemuka sebagaimana yang dikutip oleh Hasan, an-
tara lain sebagai berikut:21

1. Pendapat Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari madzhab Maliki disebutkan bah-
wa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memi-
liki ternah yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut
dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat.
Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah
kewajiban berzakat telah gugur karena itu?

Beliau dengan tegas menjawab: “Ia tidak boleh berniat
zakat. Jika dia berniat berzakat, maka kewajibannya tidak men-
jadi gugur, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Nasir al-
Haqani dan al-Hatab”.

2. Fatwa Sayyid Rasyid Ridha

Sayyid Rasyid Ridha pernah ditanya mengenai pungutan
orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang se-
paroh dan seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu di-
anggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti 1/10 atau 1/
20?

Beliau menjawab: “Sesungguhnya yang wajib dari 1/10
atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib
dikeluarkan pada delapan sasaran (ashnaf) menurut nash.
Apabila dipungut oleh Amil dari imam dalam negara Islam,

21 M. Ali Hasan, Zakat, h. 36-37.
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maka bebaslah pemilik tanah dari kewajibannya dan imam
atau Amilnya wajib membagikaan zakat itu kepada musta-
hiqnya. Apabila tidak dipungut oleh Amil, maka wajib kepada
pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah
Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap
sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat.
Orang itu tetap mengeluarkan zakat”. Hal ini berarti, bahwa
pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

3. Fatwa Syekh Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan
bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya adalah
ibadah harta. Memang antara zakat dan pajak ada persama-
annya, tetapi ada perbedaannya dalam banyak hal. Pada prin-
sipnya pendapat beliau sama dengan ulama-ulama yang me-
ngatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya.
Zakat kewajiban kepada Allah sedang pajak kewajiban kepada
pemerintah (negara).

4. Pendapat Syekh Abu Zahrah

Begitu ditanya orang mengenai pajak dan zakat, beliau
menjawab bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki
nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial,
padahal tujuan pokok pajak adalah menaggulangi masalah so-
sial kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai
pajak. Tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan
zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir
miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Zakat adalah kewa-
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jiban dari Allah dan tidak mungkin dihapuskan oleh hamba-
Nya. Zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir
miskin telah tiada. Pemanfaatannya disalurkan untuk fi sa-
bilillah.

Dari keempat pendapat ulama tersebut dapat dipahami
bahwa zakat harus dikeluarkan sesudah memenuhi persyara-
tan walaupun seseorang telah membayar pajak. Sebaliknya, pa-
jak boleh dipungut bila diperlukan, walau zakat sudah ditu-
naikan.22

Selanjutnya, menarik untuk dicermati bagaimana konsep-
konsep dan pemikiran Masdar F. Mas’udi tentang zakat dan
pajak. Berangkat dari konsep qath’i dan zhanni yang ditawarkan
Masdar, ia kemudian menawarkan konsep baru tentang zakat
(pajak). Dalam pengamatannya, zakat merupakan ajaran po-
kok Islam yang paling dekat dengan inti persoalan yang ba-
nyak dihadapi umat manusia, yakni ketidakadilan.23 Ajaran
zakat bukanlah ajaran yang mengarah untuk kepentingan umat
Islam saja, melainkan ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan
semesta. Menurutnya, inti ajaran zakat yang mutlak, universal
dan tidak berubah adalah: (1) siapa pun yang memiliki kele-
bihan harta maka ia harus menginfaqkan sebagian harta (rizki)
yang diterimanya itu; (2) harta (rizki) yang diinfaqkan oleh atau
yang dipungut dari yang mampu itu harus digunakan untuk
kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan mempri-
oritaskan mereka yang lemah. Orang-orang non-Islam yang le-

22 Ala’uddin Zaidan, dkk., Hakikat Hukum Allah, penj. Ahmad Abd. Majid,
(Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 14.

23 Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam,
(Jakarta: P3M, 1991), h. 4.
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mah, disamping orang-orang Islam sendiri, tetap harus menda-
pat perhatian dalam pembagian zakat, agar bisa mengurangi
beban ekonomi yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemas-
lahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemaslahatan
menyeluruh, lintas agama, suku dan juga golongan.24

Umat Islam, khususnya para pemimpin dan ulama, tidak
bisa menghindarkan diri dari tanggung jawab atas terjadinya
ketidakadilan semesta yang disebabkan oleh Negara. Dengan
memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak, umat Islam telah
benar-benar memisahkan negara dari agama. Pemisahan ini
menyebabkan umat Islam menanggung beban yang sangat
berat karena harus melaksanakan dua macam kewajiban, yaitu
menunaikan zakat sebagai kewajiban agama dan membayar
pajak sebagai kewajiban warga negara. Akibatnya, kewajiban
mengeluarkan zakat selalu terkalahkan oleh keharusan mem-
bayar pajak.25

Relasi antara “zakat” sebagai konsep keagamaan (keruha-
nian) di satu sisi, dan “pajak” sebagai konsep keduniawian (ke-
lembagaan) di sisi lain, sama sekali bukan dualisme yang diko-
tomis, melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis.
Zakat bukanlah suatu yang harus dipisahkan, diparalelkan,
dan apalagi dipertentangkan dengan “pajak’, melainkan ia jus-
tru harus disatukan sebagaimana disatukannya ruh dengan ba-
dan, atau jiwa dengan raga. “Zakat” merasuk ke dalam “pajak”
sebagai badan atau raga. Oleh karena itu, pertanyaan yang
menyangkut operasionalisasi dan ketentuan tersebut adalah

24 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga
Emansipatoris, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 102.

25 Ibid.
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pertanyaan yang hanya relevan untuk pengaturan pajak, bukan
zakat. Zakat adalah soal niat, soal motivasi, soal komitmen spi-
ritual-moral yang ada pada orang-orang yang beriman selaku
rakyat yang membayarkan pajak. Dimana berdasarkan keima-
nannya itu, orang bukan saja merasa berkewajiban membayar
pajak pada negara atau melalui negara, akan tetapi ia juga ber-
hak mentransendentasikan pembayaran pajaknya itu sebagai
penunaian zakat.26

Menurut Masdar F. Mas’udi sebagaimana yang dikutip
Mahsun Fuad, bahwa pembayaran pajak dengan niat zakat
akan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan
itu bukan sebagai persembahan atau pembayaran utang ke-
pada negara, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan ka-
rena Allah Swt. sesuai dengan perintah-Nya. Ikrar batiniah ini
dapat menjadikan pembayaran pajak ini bersifat duniawi na-
mun bernilai ukhrawi, dan sekaligus memberikan efek pem-
bebasan dari kungkungan negara.27

Ide penggabungan antara zakat dan pajak yang digagas
oleh Masdar ini merupakan ide yang memang sangat kontro-
versial dan sering disalahpahami sebagai upaya untuk menya-
makan antara zakat dan pajak. Dalam hal ini, Masdar sebenar-
nya hanya ingin mengatakan bahwa zakat adalah konsep etik
dan moral untuk pajak.

Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebagai se-
orang mukmin dan muslim, tentunya hal yang perlu dikede-
pankan dalam kaitannya dengan zakat dan pajak ini adalah
sebuah konsep tentang kemaslahatan dan keadilan. Artinya, se-

26 Masdar F. Mas’udi, Agama, h. 119.
27 Mahsun Fuad, Hukum Islam, h. 103.
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bagai seorang yang beriman, tentu dia harus mengeluarkan
zakat sebagai kewajiban vertikalnya kepada Allah Swt.; dan
sebagai warga negara, tentu dia juga harus mengeluarkan pa-
jak sebagai kewajiban horisontalnya kepada pemerintah (ne-
gara). Hal tersebut tentu akan mendatangkan kemaslahatan
(kebaikan), baik kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan ke-
luarga maupun kemaslahatan masyarakat umum; dan pada
akhrinya juga akan tercipta sebuah keadilan. []
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Dalam Ensiklopedi Indonesia sebagaimana yang dikutip
oleh Hasan, disebutkan bahwa asuransi adalah jaminan atau
pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya
kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko ke-
rugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis)
bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya
atau pun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan
lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak
yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.1

Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(KUHD), bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu perjan-
jian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan
diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan peng-

1 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 95.
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gantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau ke-
hilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dide-
ritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.2 Jadi pada
hakikatnya asuransi adalah perjanjian peruntungan.3

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa asuransi
memiliki tiga unsur, yaitu (1) pihak tertanggung yang mem-
bayar uang premi kepada pihak penanggung, (2) pihak pe-
nanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada
pihak yang tertanggung, dan (3) suatu peristiwa yang semula
belum jelas akan terjadi.

Berdasarkan pengertian asuransi sebagaimana tersebut
dalam pasal 246 KUHD di atas, maka perjanjian asuransi mem-
punyai sifat-sifat sebagai berikut:

a. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya
adalah suatu perjanjian kerugian. Penanggung mengikatkan
diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertang-
gung menderita kerugian.

b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah pertang-
gungan bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penang-
gung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak ter-
tentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.

c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian
timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi yang
diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.

2 M. Suparman & Endang, Hukum Asuransi, (Bandung: Alumni, 1993), h.
41. Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1995), h. 81.

3 Fuad Mohd Fachruddin, Riba Dalam Bank-Koperasi, Perseroan dan Asuransi,
(Bandung: Al-Ma’arif, t.t.), h. 198.
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d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa
yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.4

Asuransi pada umumnya –termasuk asuransi jiwa— me-
nurut Islam adalah termasuk masalah yang perlu dikaji hukum
agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya dalam
al-Qur’an dan hadits secara eksplisit. Para imam madzhab dan
ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad
II dan III H atau VII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum ter-
hadap masalah asuransi, karena belum dikenal pada waktu itu,
sebab sistem asuransi di dunia Timur baru dikenal pada abad
XIX Masehi, sedangkan di dunia Barat sekitar abad XIV M.

Di Indonesia ada bermacam-macam asuransi, di antara-
nya adalah:5

1. Asuransi Beasiswa

Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. Pertama,
jangka pertanggungan dapat 5-20 tahun, disesuaikan dengan
usia dan rencana sekolah anak. kedua, jika ayah (tertanggung)
meninggal dunia sebelum habis kontrak, pertanggungan men-
jadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya. Tetapi jika anak
yang ditunjuk meninggal, maka alternatifnya ialah mengganti
dengan anak yang lainnya, mengubah kontrak kepada bentuk

4 Sri Rejeki hartono, Hukum Asuransi, h. 84.
5 M. Ali Hasan, Zakat, h. 58. Lihat juga Murtadha Muthahhari, Pandangan

Islam Tentang Asuransi dan Riba, penj. Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka
Hidayah, 1995), h. 274-281. A. Djazuli & Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga
Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2002), h. 135-143.
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lainnya, menerima uangnya secara tunai, bila polisnya telah
berjalan tiga tahun lebih, atau membatalkan perjanjian (sebe-
lum tiga tahun belum ada harga tunai). Pembayaran beasiswa
dimulai, bila kontrak sudah habis.

2. Asuransi Dwiguna

Asuransi dwiguna dapat diambil dalam jangka 10-15-25-
30 tahun dan mempunyai dua guna:

a. Perlindungan bagi keluarga, bilamana tertanggung mening-
gal dunia dalam jangka waktu pertanggungan.

b. Tabungan bagi tertanggung, bilamana tertanggung tetap hi-
dup pada akhir jangka pertangggungan.

3. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menang-
gung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga
yang disebabkan seseroang meninggal terlalu cepat atau hi-
dupnya terlalu lama. Jadi ada dua hal yang menjadi tujuan asu-
ransi jiwa ini, yaitu menjamin biaya hidup anak atau keluarga
yang ditinggalkan, bila pemegang polis meninggal dunia atau
untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya, bila
ditakdirkan usianya lanjut sesudah masa kontrak berakhir.

4. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian
yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini pihak perusa-
haan asuransi menjamin resiko yang terjadi karena kebaaran.
Oleh karena itu perlu dibuat suatu kontrak (perjanjian) antara
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pemegang polis (pembeli asuransi) dengan perusahaan asu-
ransi. Perjanjian dibuat sedemikian rupa agar kedua belah pi-
hak tidak merasa dirugikan.

Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah
tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang la-
zim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu. Di antara metode
ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam meng-istin-
bath-kan hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak
ada nashnya di dalam al-Qur’an dan hadits adalah maslahah
mursalah atau istishlah dan qiyas.

Sejak beberapa tahun yang lalu, umat Islam di Indonesia
dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuk-
nya (asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan dan sebagainya) da-
lam berbagai aspek kehidupannya, baik kehidupan bisnisnya,
kehidupan keagamaannya dan sebagainya.

Adapun manfaat asuransi bagi kehidupan masyarakat
dewasa ini sangatlah besar, karena asuransi:

a. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman
dari resiko kerugian yang mungkin timbul.

b. Menciptakan efisiensi perusahaan (bussines effesiency)
c. Sebagai alat penabung (saving) yang aman dari gejolak

ekonomi
d. Sebagai sumber pendapatan yang didasarkan pada financing

the bussiness.6

Dengan melihat manfaat yang ditimbulkan asuransi ter-
sebut, maka dapat diperkirakan bahwa asuransi ini akan mem-

6 A. Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 12-
13.
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bawa dampak yang positif bagi kepentingan hidup masyara-
kat. Bahkan lebih dari itu, asuransi merupakan tuntutan masa
mendatang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta peradaban manusia.

Pandangan Ulama dan Cendekiawan Muslim tentang
Asuransi

Para ulama membagi asuransi kedalam asuransi atas indi-
vidu dan asuransi atas benda. Kadang-kadang terdapat bentuk
asuransi yang lain yang disebut asuransi pertanggungjawaban,
dan hal ini dengan sendirinya merupakan masalah fiqh. Asu-
ransi atas benda adalah seperti asuransi atas kendaraan, asu-
ransi atas barang-barang dagangan, asuransi kebakaran dan
sebagainya. Apabila jangka waktu asuransi ini tertentu maka
tidak masalah. Demikian pula dalam sebagian asuransi atas
individu, seperti asuransi kesehatan dengan terbatasnya jangka
waktu adalah tidak masalah.7 Nasabah memberikan pembaya-
ran bulanan atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asu-
ransi, bahwa apabila ia jatuh sakit selama jangka waktu terten-
tu maka perusahaan asuransi akan memberikan uang sejumlah
tertentu atau biaya pengobatan. Demikian pula atas asuransi
kehilangan pekerjaan, maka nasabah setuju untuk memberikan
pembayaran atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asu-
ransi yang akan membayarkan sejumlah tertentu apabila mun-
cul sesuatu yang menyebabkan kehilangan pekerjaan.8

7 Murtadha Muthahhari, Pandangan Islam, h. 298.
8 Ahmad Muhtadi Anshor, “Asuransi Dalam Perspektif Fiqh Islam”, dalam

Ahkam Jurnal Hukum Islam, vol. 09 no. 1 Juli 2004, (Tulungagung: STAIN
Tulungagung, 2004), h. 75.
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Di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim ada empat
pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:9

1. Pendapat pertama: mengharamkan asuransi dalam segala
macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa.

2. Pendapat kedua: membolehkan semua asuransi dalam
prakteknya sekarang ini.

3. Pendapat ketiga: membolehkan asuransi yang bersifat sosial
dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat
komersial.

4. Pendapat keempat: menganggap syubhat.

Pendapat pertama didukung antara lain Sayid Sabiq,
Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan
Muhammad Bakhit al-Muth’i. Alasan-alasan mereka yang
mengharamkan asuransi antara lain sebagai berikut:10

1. Asuransi pada hakekatnya sama atau serupa dengan judi
2. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
3. Mengandung unsur riba/rente
4. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis ka-

lau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang
atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.

5. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang
polis diputar dalam bentuk tiba.

9 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 134. Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Is-
lam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia, (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 176-177.

10 Sayid Sabiq, Fiqh, h. 302-304. Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi
Pemikiran, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 144. Muhammad
Muslihuddin, Asuransi Dalam Islam, penerj. Wardana, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1995), h. 129.
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6. Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar
menukar mata uang tidak dengan tunai.

7. Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang arti-
nya mendahului takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pendukung pendapat kedua antara lain Abdul Wahab
Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan
Abdurrahman Isa. Alasan mereka yang membolehkan asuransi
termasuk asuransi jiwa antara lain sebagai berikut:11

1. Tidak ada nash al-Qur’an dan hadits yang melarang asu-
ransi

2. Ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang

terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek pro-
duktif dan untuk pembangunan.

5. Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerja sama
bagi hasil antara pemegang polis dengan pihak perusahaan
asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss
sharing.

6. Asuransi termasuk koperasi
7. Diqiyaskan dengan sistem pensiun, seperti Taspen.

Muhammad Thanthawi mengungkapkan pendapat
Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad al-Bahi. Syaikh
Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa transaksi asuransi
jiwa adalah transaksi yang sah dan bermanfaat, baik bagi nasa-

11 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 135. Umar Syihab, Hukum, h. 145.
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bahnya, perusahaan maupun masyarakat. Transaksi tersebut
merupakan tabungan dan mencerminkan tolong menolong
demi kemaslahatan nasabah dan ahli warisnya jika nasabah
tiba-tiba meninggal dunia. Sedangkan syari’at hanya mengha-
ramkan sesuatu yang berbahaya dan sesuatu yang bahayanya
lebih banyak daripada manfaatnya. Demikian juga Muhammad
al-Bahi menyatakan bahwa tidak ada bahaya sedikit pun dalam
asuransi. Karena asuransi didirikan berdasarkan solidaritas
dan tolong menolong, bagi hasil dan mencari keuntungan, me-
nutup kebutuhan kaum lemah, menghindari kemiskinan, pe-
nyediaan lapangan kerja bagi yang tidak mampu serta mem-
permudah pengusaha kecil.12

Sedangkan pendukung pendapat ketiga, antara lain ialah
Muhammad Abu Zahrah. Alasan mereka membolehkan asu-
ransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan ala-
san pendapat kedua, sedangkan alasan yang mengharamkan
asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama de-
ngan alasan pendapat pertama.

Muhammad Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh
Muhammad Thanthawi, menyimpulkan bahwa dalam aliran-
aliran Islam yang ada, transaksi yang serupa dengan asuransi
tidak diperbolehkan, apapun juga bentuknya. Kaidah hukum
yang menyatakan:  (asal dalam transaksi-
transaksi adalah mubah), tidak cukup untuk memperbolehkan
asuransi, karena mengandung unsur-unsur penipuan, speku-
lasi dan tidak mempunyai landasan hukum, serta tidak ada ke-
biasaan yang memperbolehkan transaksi seperti ini.13

12 Muhammad Thanthawi, Problematika, h. 27.
13 Ibid., h. 28.
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Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi syub-
hat, karena tidak ada dalil-dalil syar’i yang secara jelas mengha-
ramkan atau pun menghalalkan asuransi. Dan apabila hukum
asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah
kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita
baru diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam
keadaan darurat atau hajat/kebutuhan.

Sikap Ideal atas Masalah Khilafiyah (Asuransi)

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bah-
wa masalah asuransi adalah masalah khilafiyah, ada yang pro
dan ada yang kontra. Seorang Muslim harus bijaksana dalam
menghadapi masalah khilafiyah ini. Ia harus memilih salah
satu dari pendapat-pendapat ulama tersebut di atas, yang di-
pandangnya paling kuat dalil atau argumentasinya. Ia harus
meninggalkan pendapat yang dipandang masih meragukan.
Namun ia harus bersikap tolerans terhadap sesama Muslim
yang berbeda pendapatnya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi
Muhammad Saw. dari Ibnu Umar:14


Perbedaan umatku itu rahmat.

Yang dimaksud dengan perbedaan umat menjadi rahmat
(blessing in disguise) adalah perbedaan pendapat dalam masa-
lah-masalah agama yang bersifat furu’iyyah, bukan masalah-
masalah ushuliyyah (pokok ajaran Islam).

14 Al-Suyuti, Al-Jami’ al-Shaghir, vol. 1, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa
Auladuh, 1954), h. 13.
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Masjfuk Zuhdi cenderung kepada pendapat yang kedua,
yaitu yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya
sekarang ini termasuk asuransi jiwa, karena selain alasan-
alasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diperkuat
dengan alasan-alasan sebagai berikut:15

1. Sesuai dengan kaidah hukum Islam


Pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang
melarangnya.

Bahkan terdapat ayat dan hadits yang memberikan isyarat/
indikasi kehalalan asuransi jiwa, yakni al-Quran surat al-
Nisa’ ayat 8, dan hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim
dari Sa’id bin Abi Waqas:


Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam
keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban
tanggungan orang banyak.

2. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam: untuk menarik/
mencari kemaslahatan dan menolak/menghindari kerusa-
kan/kerugian.


3. Sesuai dengan kaidah hukum Islam:



15 Ibid., h. 135-136.
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Jika ada dua bahaya/resiko yang berhadapan (berat dan ringan), maka
didahukukan bahaya yang ringan atau lebih ringan.

4. Asuransi tidak sama dengan judi, karena asuransi bertujuan
mengurangi resiko, bersifat sosial dan membawa maslahah
bagi keluarga; sedangkan judi justru menciptakan resiko, ti-
dak bersifat sosial, dan bisa membawa malapetaka bagi
yang terkait dan keluarganya.

5. Asuransi dapat diperhitungkan secara matematik untung-
ruginya bagi perusahaan asuransi dan bagi para pemegang
polisnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara
mutlak.

6. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam: meniadakan
kesempitan dan kesukaran dan hidup bergotong royong.

Namun, mengingat kenyataan masih adanya berbagai
pendapat terhadap asuransi jiwa dan lain-lain di kalangan
ulama cendekiawan Muslim, maka sesuai dengan kaidah hu-
kum Islam:


Keluar/menghindar dari perbedaan pendapat itu disunnatkan.

Sebaliknya pihak perusahaan asuransi mengambil lang-
kah-langkah pembaharuan terhadap manajemen dan sistem
asuransi, dengan menghilangkan atau mengurangi faktor-
faktor yang menyebabkan keberatan/keraguan di kalangan
ulama, cendekiawan, dan umat Islam. Dengan kata lain, ma-
najemen dan sistem asuransi perlu disesuaikan dengan prin-
sip-prinsip dan jiwa syariat Islam.



Asuransi menurut Islam

185

Sejauh pengetahuan penulis, bentuk transaksi asuransi
bermacam-macam, dan masing-masing perlu dipahami secara
mendalam dan dikaji menurut syari’at yang benar. Jika ternyata
terhindar dari manipulasi, penipuan, riba, dan segala sesuatu
yang diharamkan Allah, maka hukumnya adalah halal. Akan
tetapi, jika transaksi tersebut mengandung unsur kejahatan,
manipulasi, penipuan, riba dan sebagainya, maka hukumnya
haram. []
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Di dalam Ensiklopedi Indonesia sebagaimana yang
dikutip oleh Hasan, disebutkan bahwa Bank (perbankan) ialah
suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah mem-
berikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit
dengan modal sendiri atau orang lain.1 Selain dari itu juga me-
ngedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Jadi
kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan
meliputi dua fungsi penting, yatu sebagai perantara pemberi
kredit dan menciptakan uang.

Mengenai perbankan ini sebenarnya sudah dikenal
kurang lebih 2500 sebelum masehi di Mesir Purba dan Yunani,
dan kemudian oleh bangsa Romawi. Perbankan modern ber-

1 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 75.

BANK, RENTE, DAN FEE12
B A B



Kajian Islam Kontemporer

188

kembang di Itali pada abad pertengahan yang dikuasai oleh be-
berapa keluarga untuk membiayai ke-Pausan dan perdagangan
wol. Selanjutnya berkembang pesat pada abad ke-18 dan 19.
Sesuai dengan fungsinya bank-bank terbagi kepada bank pri-
mer dan bank sekunder. Bank primer yaitu bank sirkulasi yang
menciptakan uang, sedangkan bank sekunder yaitu bank-bank
yang tidak menciptakan uang, juga tidak dapat memperbesar
dan memperkecil arus uang, seperti bank-bank umum, tabu-
ngan, pembiayaan usaha dan pembangunan.2

Kalau kita perhatikan bentuk hukumnya, maka struktur
bank-bank di Indonesia adalah bank-bank negara, bank-bank
pemerintah daerah, bank-bank swasta nasional, bank-bank
asing campuran dan bank-bank milik koperasi.

Dalam topik ini, ada dua masalah yang akan dibahas
yaitu bank dan rente, bank dan fee.

A. Pengertian Bank dan Rente

Bank menurut Undang-undang Pokok Perbankan tahun
1967 adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya mem-
berikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang.3

Dari batasan di atas, jelas bahwa usaha bank akan selalu
dikaitkan dengan masalah uang. Sedangkan rente adalah isti-
lah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih dikenal de-
ngan istilah bunga.

2 M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah
II), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 39.

3 Ibid., h. 40.
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Oleh Fuad Muhammad Fachruddin disebutkan bahwa
rente adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, ka-
rena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusa-
haan orang yang meminjam. Berkat bantuan bank yang
meminjamkan uang kepadanya, perusahaannya bertambah
maju dan keuntungan yang diperoleh juga bertambah banyak.4

Menurut Fuad Fachruddin sebagaimana yang dikutip
oleh Hasan, bahwa rente yang dipungut oleh bank itu haram
hukumnya. Sebab, pembayarannya lebih dari uang uang dipin-
jamkannya. Sedang uang yang lebih dari itu adalah riba, dan
riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain, bah-
wa bank itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa.
Bank meminjamkan uang, kemudian rentenya dipungut, se-
dang rente itu semata-mata menjadi keuntungan bank yang
sudah ditetapkan keuntungannya. Pihak bank tidak mau tahu
apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.5

Di dalam Islam dikenal ada doktrin tentang riba dan
mengharamkannya.6 Islam tidak mengenal sistem perbankan
modern dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pen-
dapat. Beda pandangan dalam menilai persoalan ini akan ber-

4 Ibid.
5 M. Ali Hasan, Masail, h. 76.
6 Yusuf al-Qardhawi, Bunga Bank, Haram, penj. Setiawan Budi Utomo,

(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 50 & 57. Khoiruddin Nasution,
Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh,
(Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan ACAdeMIA, 1996), h. 37-
73. Mochammad Parmudi, Sejarah dan Doktrin Bank Islam, (Djogjakarta:
Kutub, 2005), 23-25 & 55-73. Muhammad Said al-Asymawi, Nalar Kritis
Syari’ah, penj. Luthfi Thomafi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 121-130.
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akibat timbul kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda
pula, dalam hal boleh tidaknya, halal haramnya.7

Dunia perbankan dengan sistem bunga (rente), kelihatan-
nya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga
hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilang-
kannya. Bank pada saat ini merupakan sesuatu kekuatan eko-
nomi masyarakat modern.

Dari satu segi ada tuntutan keberadaan bank itu dalam
masyarakat untuk mengatur lalu lintas keuangan, di lain pihak,
masalah ini dihadapkan dengan keyakinan yang dianut oleh
umat Islam, yang sejak awal kehadiran agama Islam telah di-
doktrinkan bahwa riba itu haram hukumnya. Pada saat diha-
ramkan, riba itu telah berurat berakar dalam masyarakat
jahiliyah yang merupakan pemerasan orang kaya terhadap
orang miskin. Orang kaya bertambah kaya dan orang miskin
bertambah melarat.

Sebagian besar ulama membagi riba menjadi dua macam,
yaitu:8

a. Riba nasiah, yaitu riba yang terjadi karena ada penangguhan
(penundaan) pembayaran utang.

b. Riba fadhl, yaitu riba yang terjadi karena ada tambahan pa-
da jual beli benda atau bahan sejenis.

7 Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual al-
Qur’an: Sebuah Kerangka Konseptual, (Bandung: Mizan, 1992), h. 75-83. Amir
Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam
Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 212-215.

8 M. Ali Hasan, Zakat, h. 41. Umar Syihab, Hukum, h. 124-125. Lihat juga
Murtadha Muthahhari, Pandangan, h. 43-51. Said Agil Husin Al-Munawar,
Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadina, 2004), h. 67-69.
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Untuk menentukan status hukum bermuamalah yang
baik, masih banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan
para ulama atau cendekiawan Muslim, diantaranya:9

Pertama, Abu Zahrah, guru besar pada Fakultas Hukum
Universitas Kairo, Abu A’la al-Maududi di Pakistan, Muham-
mad Abdullah al-‘Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan
bahwa bunga bank itu (riba nasiah) dilarang oleh Islam, oleh
sebab itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank
yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat
(terpaksa). Di antara ulama tersebut, Yusuf Qardhawi tidak me-
ngenal istilah “darurat ataua terpaksa” tetapi secara mutlak be-
liau mengharamkan.

Kedua, Mustafa Ahmad al-Zarqa, guru besar hukum Islam
dan hukum perdata Universitas Syariah di Damaskus menge-
mukakan bahwa riba yang diharamkan seperti riba yang ber-
laku pada masyarakat jahiliyah, yang merupakan pemerasan
terhadap orang yang lemah (miskin), yang bersifat konsumtif.
Berbeda dengan yang bersifat produktif, tidak termasuk ha-
ram. Muhammad Hatta di Indonesia juga berpendapat de-
mikian.

Ketiga, A. Hasan (Persis) berpendapat bahwa bunga bank
(rente), seperti yang berlaku di Indonesia, bukan riba yang di-
haramkan karena tidak berlipat ganda seagaimana yang di-
maksud oleh firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130.

Keempat, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mukta-
marnya di Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang

9 M. Ali Hasan, Zakat, h. 41-42. M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an:
Fungsi dan Peran wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan,
1998), h. 259-266.
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diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya,
termasuk syubhat atau mutasyabih, artinya belum jelas halal
haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadits Rasulullah Saw. kita
harus berhati-hati dalam menghadapi hal-hal yang masih syub-
hat itu. Dengan demikian kita boleh bermuamalah dengan bank
apabila dalam keadaan terpaksa saja.

Keputusan yang diambil oleh Majlis Tarjih Muhammadi-
yah mengenai perbankan sebagaimana pernyataan berikut:

a. Riba hukumnya haram, dengan nash sharih, al-Qur’an dan
Sunnah;

b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram, sedangkan bank
tanpa riba hukumnya halal;

c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada
para nasabahnya atau sebaliknyayang selama ini berlaku,
termasuk perkara “musytabihat”;

d. Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah untuk meng-
usahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khu-
susnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Is-
lam.10

Setelah kita perhatikan, dalam garis besarnya ada empat
pendapat yang berkembang dalam masyarakat mengenai
maslaah riba ini, yaitu: pendapat yang mengharamkan, pen-
dapat yang mengharamkaan bila bersifat konsumtif dan tidak
haram bial bersifat produktif, pendapat yang membolehkan,
dan pendapat yang mengatakan syubhat.

10 Abdul Munir Mulkhan, Masalah-masalah Teologi dan Fiqh Dalam Tarjih
Muhammadiyah, (Yogyakarta: Roykhan, 2005), h. 134.
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Masing-masing kelompok yang berbeda pendapat itu,
semua merujuk kepada nash al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Na-
mun dalam memahaminya dan menafsirkannya terjadi perbe-
daan pendapat. Sebagai bahan kajian, di bawah ini disebutkan
ayat-ayat yang berhubungan dengan riba.

Allah Swt. berfirman dalam surat ar-Rûm [30] ayat 39:

              
    

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan un-
tuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).11

Di dalam ayat tersebut di atas, tidak ada penegasan me-
ngenai keharaman riba. Di dalam ayat itu hanya disebutkan
perbandingan riba dengan zakat, yang nilainya jauh berbeda.
Riba (hadiah) membuat manusia suka (senang) sedangkan za-
kat tujuannya mencapai ridha Allah.

Kemudian pada ayat yang lain, Allah berfirman:

            
                    

       
Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan
atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)
dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (ma-
nusia) dari jalan Allah; dan disebabkan mereka memakan riba, padahal

11 Al-Qur’an, h. 647.
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sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka
memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menye-
diakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang
pedih (QS. an-Nisâ’ [4]: 160-161).12

Dalam ayat tersebut di atas pun, belum tegas dinyatakan
tentang keharaman riba. Isinya hanya mengandung kecaman
terhadap pemakan riba (Yahudi), karena dipandang memakan
harta orang dengan cara yang tidak sah (batil).

Lebih lanjut pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

    
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba de-
ngan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imrân [3]: 130).13

Dalam ayat di atas sudah ada ketegasan tentang larangan
memakan riba. Namun tetap terdapat perbedaan pendapat.
Bila berlipat ganda, haram hukumnya dan bila tidak, dibolehkan
(tidak dilarang). Sebagian ulama juga ada yang berpendirian,
bahwa riba itu tetap haram, walaupun tidak berlipat ganda.
Kata “berlipat ganda” dalam ayat tersebut, hanya menyatakan
peristiwa (kejadian) yang pernah terjadi di masa jahiliyah dan
jangan dipahami mafhum mukhalafahnya, yaitu sekiranya ti-
dak berlipat ganda, berarti tidak haram (diperbolehkan).
Dalam memahami ayat ini, sudah terdapat tiga pendapat.

Kemudian pada ayat lain, Allah Swt. berfirman:

12 Ibid., h. 150.
13 Ibid., h. 97.
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










Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri me-
lainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya la-
rangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang la-
rangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-
ulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan
menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang
tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-
orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembah-
yang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhan-
nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggal-
kan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan me-
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merangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)
dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka beri-
lah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika menyedekahkan (se-
bagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu menge-
tahui (QS. al-Baqarah [2]: 275-280).14

Oleh sebagian ulama seperti al-Maraghi dan al-Shabuni
menyatakan bahwa pengharaman riba diturunkan secara ber-
tahap, sebagaimana keharaman khamr (minuman keras). Ber-
turut-turut diturunkan ayat dalam surat al-Rum ayat 39, al-
Nisa’ ayat 160-161, Ali Imran ayat 130 dan surat al-Baqarah ayat
275-280. Dalam hal ini menurut Yasin Dutton, surat al-Baqarah
ayat 278-279 merupakan ayat-ayat utama yang melarang riba.15

Pada ayat 278 dengan tegas dinyatakan:

          
Dan pada ayat 279 dinyatakan:

            
Kalau masih ada sisa kelebihan yang belum dipungut,

tidak boleh lagi dipungut, dan hanya dibenarkan memungut
(menagih) modalnya saja, tidak boleh lebih. Hal ini berarti, me-
ngambil kelebihan itu tetap tidak boleh.

Sebagian ulama kita berpendapat bahwa walaupun ayat
yang disebutkan dalam surat al-Baqarah, ayat yang terakhir
diturunkan, tetapi dalam menetapkan hukumnya tetap ada
kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 130 yaitu haram hukum-
nya, sekiranya berlipat ganda.

14 Ibid., h. 69-70.
15 Yasin Dutton, Asal Mula Hukum Islam; Al-Qur’an, Muwatta’ dan Praktik

Madinah, alih bahasa M. Maufur, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 306.
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Ada juga orang mempertanyakan, mengapa pedagang
(pengusaha) yang mengambil kelebihan (keuntungan) lebih
besar dapat dibenarkan, sedangkan bank memungut kelebihan
yang hanya sedikit saja tidak dibenarkan? Mengenai hal ini, ba-
rangkali jawaban yang tepat adalah bank tidak menanggung
resiko rugi, walaupun kelebihan tidak banyak. Sedangkan pa-
da pedagang (jual beli), ada kemungkinan menanggung resiko
rugi, karena dalam dunia dagang tidak mesti terus menerus
beruntung. Pihak bank tidak mau tahu, apakah para peminjam
rudi atau untung. Malahan barang/jaminan pun dapat disita,
di samping kerugian yang dideritanya.

Di samping ayat-ayat di atas, ada beberapa hadits yang
memperkuat ayat-ayat tersebut, di antaranya:16


Tiap-tiap pinjaman yang menarik suatu manfaat, adalah semacam
riba.


Sesungguhnya Nabi Saw. melarang pinjaman (piutang) yang
menarik suatu manfaat.


Tiap-tiap pinjaman (piutang) yang menarik manfaat adalah riba.

Sebagian ulama memandang, bahwa hadits tersebut di atas
ada cacatnya. Hadits pertama mauquf, dan hadits kedua dan
ketiga cacat sanadnya.

16 M. Ali Hasan, Masail, h. 85.
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Ibnu Mas’ud berkata:


Æ

(Ibnu Mas’ud berkata): Sesungguhnya Nabi Saw. telah melaknat pe-
makan riba (orang yang memberi pinjaman), pemberi makannya (orang
yang meminjam), dan dua orang saksi dan penulisnya. Jika mereka
tahu yang demikian, maka mereka dilaknat dengan lidah Nabi Mu-
hammad Saw. pada hari kiamat.

Nabi bersabda:


Sesungguhnya riba itu hanya riba nasiah saja.

Kendatipun di antara hadits itu ada yang dipandang le-
mah, tetapi jiwanya sejalan dengan ayat-ayat riba di atas.

B. Bank dan Fee

Mengenai pengertian bank sudah dijelaskan di atas. Di
sini akan disinggung mengenai masalah fee.

Fee maksudnya adalah pungutan dana untuk kepenting-
an administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional
dan lain-lain. Adapun namanya, pungutan itu termasuk bunga.
Dengan demikian persoalannya tetap sama seperti uraian terda-
hulu, yaitu ada yang setuju dan ada pula yang menentangnya.17

Bagi ulama yang membolehkan pungutan dana dari
peminjam dan pemberian dana (uang jasa) kepada penabung

17 M. Ali Hasan, Zakat, h. 49.
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(deposito), tidak ada masalah bila bermuamalah dengan bank.
Akan tetapi bagi ulama yang menyatakan syubhat atau boleh
bermuamalah dengan bank dalam keadaan darurat (terpaksa),
masih mengundang pertanyaan. Sampai kapan masa darurat
itu berakhir dan sampai kapan pemahaman syubhat itu hilang?
Menurut Ali Hasan, selama bermuamalah dengan bank-bank
yang ada sekarang, masa darurat itu masih tetap berlaku dan
pengertian syubhat pun demikian juga.18

Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita dipahami ber-
sama bahwa NU cenderung tidak membedakan antara kope-
rasi dan bank sejauh menyangkut bunga. Misalnya, NU meng-
golongkan biaya administrasi wajib yang ditarik koperasi seba-
gai “bunga” karena biaya itu dihitung sebagai keuntungan dari
jumlah yang dipinjam. Ini merupakan kesimpulan yang sangat
akurat; layak juga dikemukakan bahwa dalam sistem perban-
kan Islam biaya “administratif” dikaitkan langsung dengan
suku bunga yang berlaku. Tetapi pada tahun 1957, NU mem-
pertimbangkan keuangan perusahaan atas dasar bunga asal-
kan kebutuhan (darurat) dapat ditunjukkan. 19

Oleh sebab itu, perlu ada suatu solusi, ada pemecahan
masalah yang dihadapi oleh umat Islam mengenai perbankan
ini. Salah satu altenatif atau jalan keluarnya adalah mendirikan
bank Islam. []

18 Ibid.
19 MB. Hooker, Islam, h. 275.
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Kesempatan, dalam pengertian mempertaruhkan uang di
balik kartu atau menarik nomor, sama dengan asuransi. Tetapi
dalam hal ini terdapat satu perbedaan pokok. Asuransi selalu
melibatkan unsur kontrak, bahkan dalam bentuk yang paling
“berisiko”, dan selalu ada kewajiban timbal-balik. Hal ini tidak
berlaku dalam perjudian karena tidak ada kewajiban timbal-
balik. Kontrak yang paling berisiko yang dikenal dalam fiqih
—kontrak araya dimana kurma yang belum matang di atas po-
hon dihargai sebagai kurma yang dapat dimakan, padahal jum-
lahnya belum bisa diketahui—, bukanlah pengecualian.

Kedua, perjudian itu berbahaya dan merusak masyarakat
dan individu, karena itu dilarang. Tetapi dalam keadaan apa
perbuatan semacam judi berbahaya, padahal salah satu aki-
batnya seperti pembagian keuntungan untuk sumbangan da-
pat menjadi hal baik? Menerima hal ini berarti menerima rela-
tivitas kebaikan dan bahaya. Hal ini bukan merupakan sikap

UNDIAN DAN LOTERE13
B A B
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yang bisa diterima dalam fiqih karena kebaikan umum sekular
bukanlah kriteria dari mana keseimbangan dapat dihitung.
Kriteria mubah hanya berarti jika sesuai dengan petunjuk
ilahiah. Hal ini bukam untuk menghindari otoritas Negara
(yang sekular) dan juga memperoleh dukungan ulama.1

Di dalam Ensiklopedi Indonesia sebagaimana yang
dikutip oleh Hasan, disebutkan bahwa lotere (Belanda Loterij
= undian berhadiah = nasib, peruntungan).2 Undian berhadiah
barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang
ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat bergantung
kepada nasib. Penyelenggaraannya bisa oleh perorangan, lem-
baga atau badan, baik resmi maupun swasta menurut pera-
turan pemerintah (Departemen Sosial). Undian ini biasanya
diadakan bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propa-
ganda peningkatan pemasaran barang dagangan.

Lottery (Inggris) berarti undian. Dengan demikian, lotere
atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sa-
ma. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat
amat berbeda. Lotere dipandang sebagai judi, sedangkan un-
dian tidak. Karena terdapat perbedaan mengenai ketentuan
hukum lotere (undian) itu, apakah termasuk judi atau tidak,
maka lebih dahulu dipahami mengenai pengertian judi (maisir).3

Judi (maisir) adalah permainan yang mengandung unsur
taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung

1 MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial, penj.
Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 295.

2 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 145.

3 M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah
II), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 99.
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atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Demikian dikemu-
kakan oleh Ibrahim Hosen. Ada dua hal penting yang perlu di-
perhatikan, yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yang
bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan
yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, me-
ngadu nasib.4

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yang sifat-
nya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagaimana
firman Allah Swt:

           
   

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah per-
buatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. al-
Mâidah [5]: 90).5

Berdasarkan ayat di atas jelas, bahwa judi termasuk per-
buatan keji dan menjadi tugas utama setan untuk menyebar-
kan kekejian di kalangan umat manusia. Apa pun bentuk ke-
giatan, selama ada campur tangan setan, pasti membawa ke-
binasaan, baik bagi yang menang maupun bagi yang kalah.
Orang yang kalah jatuh melarat dan orang yang menang dimu-
suhi dan dibenci. Semua pihak yang menang dan yang kalah
hanyut dibawa arus sebagaimana ditegaskan pada ayat berikut:

               
       

4 Ibid., h. 100.
5 Al-Qur’an, h. 176.
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Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permu-
suhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar
dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan
sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)
(QS. al-Maidah [5] 91).6

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wa al-Haram me-
nyebutkan:7


Setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu
setiap permainan yang tidak sunyi (lepas) dari untung atau rugi (un-
tung-untungan).

Berbagai definisi judi banyak dikemukakan oleh para ula-
ma. Dari definisi itu dapat dipahami bahwa judi itu taruhan yang
tidak terlepas dari untung atau rigi. Bahanyanya pun sudah
dapat dipahami dengan jelas sebagaimana telah difirmankan
oleh Allah Swt. dalam surat al-Maidah 91 di atas.

Kemudian bagaimana halnya dengan lotere dan undian?
Apakah sama dengan judi atau tidak? Di bawah ini akan dike-
mukakan pendapat para ulama mengenai hal tersebut, antara
lain A. Hasan, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Syekh Ahmad
Syurkati, dan Fuad Muhammad Fachruddin:8

A. Hasan berpendapat bahwa mengadakan lotere atau
membelinya terlarang. Namun menerima atau meminta bagian

6 Ibid., h. 177.
7 Yusuf Qardhawi, al-Halal wa al-Haram, (Beirut: al-Maktabah al-Islami,

1978).
8 M. Ali Hasan, Zakat, h. 101-102. M.B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-

fatwa dan Perubahan Sosial, penj. Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju,
2002), h. 295-299.
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dari uang lotere itu perlu atau harus. Kalau tidak diambil, uang
itu akan jatuh ke tangan orang lain, yang dapat merusak kita
atau sekurang-kurangnya memundurkan kita.

Kalau kita perhatikan pendapat di atas, maka dari satu sisi
lotere itu dilarang. Tetapi dilihat dari sisi lain, kalau dilaksana-
kan juga seperti oleh pemerintah (Departemen Sosial), maka
dana itu dapat diambil supaya tidak diambil oleh pihak lain
yang pemanfaatannya dapat merugikan umat Islam.

Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa “Lo-
tere itu terdiri dari tiga unsur: membeli, meminta keuntungan
dan mengadakannya. Lotere dengan ketiga unsur itu termasuk
masalah mutasyabihat”, sehingga harus dilihat dari segi manfaat
dan madharatnya. Dari sudut pandang ini, akhirnya ditetap-
kan bahwa yang unsur pertama itu mengandung madharat
yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga haram hu-
kumnya.9

Membeli lotere mudharatnya lebih besar daripada man-
faatnya, karena itu hukumnya haram.10 Sedangkan mengada-
kannya dan meminta keuntungan dari lotere itu, diserahkan
kepada Lajnah Tarjih pada masing-masing cabang. Kalau kita
perhatikan, kelihatannya belum ada kebulatan pendapat dalam
menetapkan hukumnya.

Beberapa tahun kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah
membicarakan kembali mengenai masalah Lotto dan Nalo dan
berkesimpulan bahwa Lotto dan Nalo itu hukumnya haram.11

Demikian juga SSB dan Porkas hukumnya haram karena sama-

9 Abdul Munir Mulkhan, Masalah-masalah, h. 150.
10 A. Hassan, dkk., Soal-Jawab, jilid 1, h. 368-369.
11 Umar Hubeis, Fatawa, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1987), h. 153.
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sama mengandung mudharat, walaupun ada sedikit manfaat-
nya dan konsiderannya sebagai berikut:12

a. Lotto dan Nalo pada hakikat dan sifatnya sama dengan ta-
ruhan dan perjudian dengan unsur-unsur ada pihak yang
menang dan kalah.

b. Oleh karena Lotto dan Nalo adalah salah satu jenis dari ta-
ruhan dan perjudian, maka berlaku nash sharih dalam al-
Qur’an surat al-Baqarah ayat 219 dan surat al-Maidah ayat
90-91.

c. Muktamar mengakui bahwa hasil Lotto dan Nalo yang
diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat
bagi masyarakat sepanjang bagian hasil itu benar-benar di-
pergunakan bagi pembangunan.

d. Bahwa madharat dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh ter-
sebarluasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat,
jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari peng-
gunaan hasilnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Muktamar Tarjih
memutuskan bahwa “Lotto dan Nalo adalah termasuk perjudi-
an. Oleh karena itu hukumnya haram”. Muktamar tidak me-
mungkiri dan mengakui bahwa Lotto, Nalo SSB dan Porkas itu
ada manfaatnya, namun bahayanya lebih besar dari manfaat-
nya, yang dapat merusak masyarakat, sebagaimana firman
Allah Swt.

           
  

12 Masjfuk Zuhdi, Masail, h. 144; Abdul Munir Mulkhan, Masalah-masalah,
h. 150-151.
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“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
“Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (QS. al-
Baqarah [2]: 219).13

Lotto itu singkatan dari lotere totalisator, Nalo singkatan
dari Nasional Lotre. Dengan demikian lotere biasa termasuk
di dalamnya walaupun kita ketahui bersama, bahwa cara dan
tehniknya kadang-kadang terdapat perbedaan-perbedaan un-
tuk lebih menarik dan sebagainya. Dalam putusan Lotto dan
Nalo termasuk maisir, perjudian, karena ada kesamaan-ke-
samaan diantara keduanya; sama-sama mengandung manfaat
dan madharat, untung-rugi, dan kalah-menang. Oleh karena
itu hukumnya adalah haram, disebabkan madharatnya lebih
besar daripada manfaatnya.14 Hal ini sebagaimana yang
termaktub dalam al-Qur’an surat al-Baqarah 219 di atas dan
surat al-Maidah ayat 90-91.

Syekh Ahmad Surkati berpendapat bahwa lotere itu bu-
kan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan
disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanu-
siaan. Beliau juga mengakui bahwa unsur negatifnya tetap ada,
tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya.

Sedangkan menurut Fuad Muchammad Fachruddin,
lotere itu tidak termasuk ke dalam kategori judi yang diharam-
kan. Lebih lanjut beliau berkata: “Pembeli lotere apabila
maksud dan tujuannya hanya menolong dan mengharapkan
hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu per-
judian. Apabila tujuannya itu tertentu semata-mata mendapat-

13 Al-Qur’an, h. 53.
14 Abdul Munir Mulkhan, Masalah-masalah, h. 151.
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kan hadiah, ini pun tidak tergolong dalam soal perjudian, se-
bab kaidah perjudian sebagaimana yang disebutkan oleh Imam
Syafi’i ialah kedua belah pihak yang berhadap-hadapan ma-
sing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan”.

Setelah kita lihat beberapa pendapat ulama mengenai
masalah lotere, SSB, SDSB dan nama-nama lainnya yang pelak-
sanaannya melalui undian, maka kelihatannya belum ada kata
sepakat dengan argumentasi masing-masing. Berarti masalah
ini termasuk masalah ijtihadi, antara judi dan lotere diperde-
batkan illatnya, apakah ada persamaannya antara judi dan lo-
tere.

Bagi para mujtahid (ulama) yang mempergunakan qiyas
(analogi) sebagai salah satu sumber hukum, tentu pembicaraan
masalah illat dapat diterima walaupun ada perbedaan illatnya.
Tetapi bagi mujtahid (ulama) yang tidak mempergunakan
qiyas sebagai sumber hukum, tentu pembicaraan tidak akan
menyambung sampai kapanpun, sebab sejak awal titik tolak-
nya sudah berbeda.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang berkembang da-
lam masyarakat yaitu ada yang pro dan kontra (walaupun se-
cara resmi sudah dicabut oleh pemerintah mengenai SDSB), da-
pat dinyatakan bahwa lotere dan semacamnya termasuk judi,
yang tidak terlepas dari mengadu nasib (untung-untungan).

Tujuan mengadakan lotere (SSB, SDSB dan sebagainya)
adalah untuk menghimpun dana yang akan dipergunakan un-
tuk keperluan sosial atau untuk pembinaan olah raga. Dilihat
sepintas lalu memang baik, tetapi tampaknya perlu diperhati-
kan dan dipertimbangkan.15

15 M. Ali Hasan, Zakat, h. 104-105.
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Pertama, dana hasil penjualan kupon lotere (SDSB) ter-
serap dari anggota masyarakat yang status ekonominya sangat
lemah, seperti tukang becak, tukang ojek, sopir, pedagang kecil
dan bahkan orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan
tetap dengan harapan akan memenangkan undian lotere itu.
Uang yang diperoleh dengan susah payah dihabiskan untuk
membeli kupon lotere dan bukan mementingkan keperluan
rumah tangga.

Jadi, secara langsung atau tidak bahwa yang diajak ber-
partisipasi dalam menanggulangi masalah-masalah sosial, ma-
lahan orang-orang yang ekonominya lemah, bukan pengusaha-
pengusaha kuat. Timbul pertanyaan, apakah tidak baik kalau
pengumpulan dana itu dialamatkan kepada pengusaha-pe-
ngusaha yang sudah kuat, yang caranya dapat dipikirkan ber-
sama, sehingga orang-orang kecil (tidak mampu), tidak terlalu
banyak dilibatkan dalam pembangunan ini yang bersifat ma-
teri, yang digambarkan setumpuk harapan akan menjadi orang
yang punya dalam jangka waktu yang singkat.

Kedua, merusak jiwa dan pendidikan anak-anak generasi
penerus, dengan cara membiasakan hidup untung-untungan,
mengadu nasib dan menghadapi masa depan dengan langkah
yang tidak pasti. Sewaktu SDSB berlaku, anak-anak sudah
mulai terpengaruh dan setelah ada protes dari masyarakat, lo-
kasi penjualannya dijauhkan dari lembaga-lembaga pendidikan.

Di samping bahaya di atas, ada bahaya yang menyangkut
akidah, karena tidak sedikit orang yang pergi kepada tukang
ramal untuk mencari nomor yang tepat. Padahal tukang ramal
itu sendiri tidak membeli kupon dan menjadi kaya.



Kajian Islam Kontemporer

210

Jadi, lotere dipandang sama dengan judi (judi tulen), ma-
ka hukumnya haram dan berdosa melakukannya.16 Kalau sua-
tu perbuatan sudah dianggap berdosa melaksanakannya, maka
tidak perlu lagi kita mempersoalkan lebih jauh tentang man-
faatnya, sebab suatu perbuatan yang sudah dinyatakan haram,
tetap bedosa, walaupun ada manfaatnya. Kita tidak boleh
hanya melihat surat al-Baqarah ayat 219 saja, tetapi juga surat
al-Maidah ayat 90-91 sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Di samping alasan-alasan di atas, barangkali dapat
dijadikan bahan pertimbangan kaidah:


Menghindari kerusakan-kerusakan harus didahulukan daripada
menarik kebaikan-kebaikan.


Menutup pintu/jalan (kerusakan)

Tindakan preventif, mencegah perbuatan yang tidak baik
atau yang merusak sebelum terjadi, adalah lebih baik daripada
memperbaikinya sesudah terlanjut terjadi. Menjaga penyakit
(kesehatan) lebih baik daripada mengobati sesudah sakit.

Kemudian mengenai undian yang berlaku sekarang un-
tuk mempromosikan barang-barang dagangan, menurut Ha-
san tidak termasuk seperti lotere, SSB dan semacamnya, karena
pemegang kupon berhadiah itu tidak dirugikan. Umpamanya
seseorang berbelanja, dan pihak pemilik barang memberikan

16 Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, jilid IV, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah,
1990), h. 59.
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kupon. Cara lain kita lihat seperti orang yang membeli pepso-
dent umpamanya, sesudah mencapai bungkusnya dalam jum-
lah tertentu, dikirim kepada pihak produsen untuk diundi.17

Namun hendaknya diingat, bahwa jangan sampai terjadi
membeli pepsodent itu berlebihan, melebihi dari keperluan de-
ngan mengharapkan menang dalam undian. Padahal barang-
barang lain masih banyak diperlukan dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam jiwa dan pribadi masing-masing harus ditanam-
kan, bahwa berbelanja secara wajar, sesuai dengan keperluan
dan undian tidak menjadi tujuan.

Selanjutnya ada lagi undian kartu-kartu yang dikirimkan
kepada salah satu stasiun televisi misalnya, para pemenangnya
disediakan hadiah. Dalam hal ini pun menurut hemat penulis,
tidak termasuk lotere, karena tidak ada istilah kalah-menang.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa lotere, SSB,
SDSB dan semacamnya tidak sejalan dengan ajaran Islam, ka-
rena berdampak tidak baik bagi anggota masyarakat. Sedang-
kan undian berhadiah yang tidak ada resiko bagi pemegang
kupon, tidak ada dasar kalah-menang atau untung-untungan,
dapat dibenarkan.

Oleh karena itu wajib hukumnya untuk mengindari dan
menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Walaupun dalam
kenyataannya memang berat, dimana sampai saat ini bisa di-
lihat di sekitar kita masih banyak praktek-praktek yang demi-
kian. Bahkan bisa jadi praktek-praktek tersebut semakin marak.
Namun, kita harus tetap untuk berusaha menghindari dan ber-
usaha mengikisnya, dengan beberapa langkah atau cara, mi-
salnya:

17 M. Ali Hasan, Masail, h. 153.
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a. Menjaga diri kita masing-masing dengan meningkatkan ke-
imanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt., rajin belajar dan
bekerja keras dalam mencari rizki Allah.

b. Terus menerus mengingatkan jangan sampai orang me-
ngadakan, menjual dan membelinya, serta memberitahu-
kannya melalui iklan dan lain-lainnya.

c. Terus menerus berikhtiar terutama yang berwajib supaya
mengambil perhatian penuh agar hal tersebut mulai sedikit
demi sedikit berkurang, dan pada akhirnya bisa benar-benar
hilang.
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Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk
membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada
yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjuk-
kan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah
diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menin-
das orang yang lemah dan meremehkan orang yang mem-
butuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak
religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Dalam kehidupan bermualamah, Islam telah memberikan
garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis
merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh
Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan
Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang ber-
buat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh indi-
vidual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang
serupa.

KREDIT DALAM PANDANGAN

ISLAM14
B A B
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Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan
dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan,
monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenar-
kan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan
jiwa syariat Islam itu.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti
dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya
dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlin-
dungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masya-
rakat. hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada du-
nia bisnis ketingian moral yang diajarkan Islam dan untuk me-
negakkan hukum-hukum Allah.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau
hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah
jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah
memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam
telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.
Akan tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaikan harga
penjualan, karena kredit.1

Lebih lanjut, dalam jual beli ada satu sifat yang penting
dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah
kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan me-
nolong pribadi manusia itu sendiri.2 Hal ini cukup beralasan
karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin
memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan
modal yang sedikit. Keinginan tersebut wajar dan sangat logis,

1 M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah
II), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 120.

2 Ibid.
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akan tetapi kalau harus menempuh jalan yang tidak semestinya
tentu akan menjerumuskan dirinya ke dalam garis kebijakan
yang dilarang oleh Allah.

Bila kita membicarakan masalah penjualan atau perdaga-
ngan rasanya tidak bisa lepas dari apa yang disebut riba atau
bunga uang. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah [2]
ayat 275:

     
                
               
  

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri me-
lainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah dise-
babkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan meng-
haramkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (meng-
ambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya.3

Ayat tersebut merupakan dalil nash yang menjadi dasar
bagi kita dalam menangani muamalah jenis ini, yang pada inti-
nya bahwa Islam melarang setiap tindakan pembungaan uang.

3 Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma’
Khadim al-Haramain al-Syarif al-Malik Fahd li Tiba’at al-Mushhaf al-
Syarif, t.t.), h. 69.
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Akan tetapi tidak boleh menganggap atau berusaha untuk
menganggap bahwa Islam melarang perkreditan. Atau dengan
kata lain, bahwa pada dasarnya Islam memandang perkreditan
itu boleh dalam dunia perdagangan. Apalagi di dalam masya-
rakat yang menganut sistem perekonomian modern seperti
sekarang ini, menuntut ada kredit dan pinjaman. Di balik
semua itu tentu masing-masing pihak, sama-sama ingin meraih
keuntungan. Akan tetapi secara obyektif keuntungan yang di-
peroleh dalam perdagangan tidak pernah sama, melainkan se-
nantiasa berubah-ubah setiap waktu apalagi perekonomian
negara kurang stabil.

Dalam menghadapi permasalahan di atas, para ulama
berlainan pendapat, di antaranya ada yang memperbolehkan
dan ada yang melarangnya, antara lain:4

a. Jumhur ahli fiqh, seperti madzhab Hanafi, Syafi’i, Zaid bin
Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang
pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga
untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah
sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga.
Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.

b. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh
menaikkan harta menurut yang pantas, karena pada asalnya
boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebalik-
nya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya
berubah menjadi haram.

4 M. Ali Hasan, Zakat, h. 121-122. Lihat juga Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-
Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesiam,
(Jakarta: Logos, 1999), h. 188-190.
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c. Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa
penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu,
dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba. Demikian
penjelasan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wa al-
Haram.

d. Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan
harga di atas yang sebenarnya lantara kredit (penangguhan
pembayaran) lebih dekat kepada riba nasiah (harga tamba-
han). Riba nasiah itu ialah riba yang jelas-jelas dilarang oleh
nash al-Qur’an.

Malihat kenyataan dan kebiasaan yang ada di masyara-
kat, ternyata jual beli model ini adalah merupakan suatu
keharusan dan menjadi bagian dari hidup seseorang dalam
memenuhi kebutuhannya.5 Atau dengan istilah lain, bahwa hal
demikian sudah menjadi kebutuhan primer walau mungkin
hanya dalam skala yang tidak seberapa. Sebab kegiatan jual beli
seperti ini, baik penjual maupun pembeli memperoleh keuntu-
ngan, penjual memperoleh tambahan keuntungan dan pembeli
dalam waktu singkat mendapatkan apa yang diinginkannya
tanpa harus menghadirkan (mendapatkan) sejumlah uang ter-
tentu ketika terjadi transaksi.

Dampak negatif dari jual beli dengan cara kredit di anta-
ranya, adalah untuk kalangan tertentu ada kecenderungan un-
tuk selalu menggunakan jasa ini walau sebenarnya ia mampu
dengan jalan tunai, dan bukankah hal ini termasuk telah me-
nipu diri sendiri. Selain itu sikap konsumeris bertambah subur,

5 Abdul Munir Mulkhan, Pak AR Menjawab dan 274 Permasalahan Dalam
Islam, (Yogyakarta: SIPRESS, 1993), h. 189.
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karena merasa diri mampu dan akan mampu menyelesaikan-
nya. Adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat
mengurangi kecenderungan seperti yang dikemukakan di atas,
meskipun tidak sampai tuntas, jika kegiatan jual beli semacam
ini masih tetap ada dalam masyarakat.6

Sebenarnya Islam memberikan motivasi dengan meng-
anjurkan pemeluknya untuk menjadi orang kaya berharta
banyak, berkecukupan dalam masalah kebutuhan atau terja-
min kehidupan perekonomian yang sehat. Tentu saja hal ter-
sebut pencapaiannya harus terkontrol oleh prinsip-prinsip sya-
ra’, dengan maksud agar terhindar dari hal-hal yang dapat
mendatangkan kemadharatan.

Jual beli sebagai wahana bagi manusia dalam kerangka
pemenuhan kebutuhannya, telah diberikan batas-batas atau
aturan yang jelas oleh Allah Swt. sehingga kemaslahatan dapat
terealisasikan dengan sebenarnya. Menaikkan harga terhadap
suatu penjualan lantaran penangguhan pembayaran, merupa-
kan kasus ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat, se-
hingga kemudian para uama dan fuqaha berusaha menggali
hukumnya dari dalil nash maupun berdasarkan ra’yu dengan
argumen yang berbeda-beda dan demikian pula produk hu-
kumnya sebagaimana telah dibicarakan di atas. Kenyataan
demikian sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita umat
Islam untuk terlibat dalam masalah yang dimaksud, sehingga
terkesan bahwa Islam adalah bukan agama doktrin yang me-
matikan eksistensi akal sehat, yang bergerak bebas namun ter-
batas, tidak lepas kendali.

6 M. Ali Hasan, Zakat, h. 122.
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